PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Daerah, perlu
dilakukan pengkajian risiko bencana yang
merupakan sebuah pendekatan untuk
memperhatikan potensi dampak negatif yang
mungkin timbul akibat suatu potensi bencana
yang dihitung dengan mempertimbangkan
tingkat kerentanan dan kapasitas Daerah;

. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem

dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor B-446/BNPB/D-
[/SS.02.06/09/202 tanggal 5 September 2022
hal Penyusunan Perencanaan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam angka 3, dokumen
kajian risiko bencana dan rencana
penanggulangan bencana yang telah disusun
dan ditinjau ulang perlu disahkan melalui
Peraturan Kepala Daerah agar menjadi acuan
perencanaan pembangunan di Daerah;

. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.6/8384/0OTDA tanggal 21
November 2022 hal Tanggapan Terhadap
Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur
Banten tentang Kajian Resiko Bencana Provinsi
Banten Tahun 2022-2026, dokumen Kkajian
risiko bencana dan rencana penanggulangan
bencana perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun
2022-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah  Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3
Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Banten (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAJIAN RISIKO
BENCANA PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik faktor alam dan/atau non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



10.

;% 9

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah
sistem unuk pengelolaan, penyimpanan pemrosesan atau manipulasi,
analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial
(keruangan) terkait dengan muka bumi.

Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada
dalam wilayah bencana.

Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada
dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan
gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan
menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas
daerah.

Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk
melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat
kerentanan daerah akibat bencana.

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau
masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan
dalam menghadapi ancaman bencana.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat bencana.

Penyelenggaran Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
dan rehabilitasi.

Peta adalah kumpulan dari titik-titik, dan area-area yang
didefinisiskan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan
oleh atribut non spasialnya.

Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi
bahaya/ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian
Risiko Bencana suatu daerah.

Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat
kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi,
dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara
visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko
bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko
Bencana suatu daerah.
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Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis,
hidrologis, kimatologis, geografis, soaisal, budaya, politik, ekonomi,
dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,
dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk
bahaya tertentu.

Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penanggulangan
bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi
salah satu dasar pembangunan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan
ruang wilayah nasional, Provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam
struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Banten.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak
sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.

Tingkat Kerugian Derah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul
akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah
penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.

Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah
dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan

tingkat bahaya akibat bencana.

Pasal 2

Pembuatan kajian risiko bencana bertujuan untuk:

a.

Pembuatan peta risiko bencana yang didasarkan pada peta ancaman,
peta kerentanan, dan peta kapasitas skala 1:300.000; dan
Penyusunan kajian risiko bencana sebagai bahan acuan kebijakan
dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Daerah.
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BAB 11
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
Bagian Kesatu

Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang Lingkup Pengkajian Risiko Bencana meliputi:
a. pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
pengkajian tingkat risiko; dan
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rekomendasi kebijakan penangulangan bencana berdasarkan hasil
kajian risiko bencana dan peta risiko bencana.

Uraian lebih lanjut Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengkajian Tingkat Bahaya
Pasal 4

Pengkajian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf a bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu luas dan
indeks bahaya.
Luas bahaya menunjukkan besar Kkecilnya cakupan wilayah yang
terdampak, sedangkan indeks bahaya menunjukan tinggi rendahnya
peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga
Pengkajian Tingkat Kerentanan Bencana
Pasal 5

Pengkajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi
dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya
untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan
masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kajian tingkat kerentanan bencana ditentukan berdasarkan
komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan.
Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan dalam
2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks
kerugian.
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Bagian Keempat
Pengkajian Tingkat Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana
Pasal 6

Pengkajian  tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan
sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur
dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah,
pengkajian  kapasitas dimaksud dilakukan hingga tingkat
Kabupaten /Kota.
Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan
Kabupaten /Kota.
Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas
Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah,
sedangkan komponen kesiapsiagaan Kabupaten/Kota berfungsi untuk
mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Kelima
Pengkajian Tingkat Risiko Bencana
Pasal 7

Dalam pengkajian risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf d yang digunakan untuk dasar penyusunan peta risiko

bencana dan dokumen risiko bencana sangat tergantung pada 3 (tiga)

aspek, yaitu:

a.
b.

C.

(1)

(2)

tingkat bahaya;
tingkat kerentanan; dan

tingkat kapasitas.

Pasal 8
Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan

pendekatan sebagai berikut:

kerentanan

Risiko Bencana = Ancaman x -
kapasitas

Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan
kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu

kawasan.
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Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terlihat tingkat risiko bencana amat bergantung pada:

a. tingkat ancaman kawasan;

b. tingkat kerentanan kawasan yang terancam; dan

c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya yaitu menentukan
besaran 3 (tiga) komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam
bentuk spasial maupun nonspasial agar mudah mengerti.

Pengkajian  risiko  bencana  digunakan sebagai  landasan
penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana.
Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) berupa:

a. memperkecil ancaman kawasan;

b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan

c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 9

Wilayah Daerah memiliki 14 (Empat belas) potensi bencana yaitu:

F®R o0 Qa0 TP
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banjir;

banjir bandang;

cuaca ekstrim;

gelombang ekstrim dan abrasi;
gempa bumi;

kebakaran hutan dan lahan;
kekeringan;

tanah longsor;

tsunami;

efidemi dan wabah penyakit;
kegagalan teknologi;
covid-19;

. likuefaksi; dan

letusan gunung berapi.

BAB 111
PRINSIP PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
Pasal 10
Pengkajian risiko bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip
pengkajian.
Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan:



(1)

(2)

(1)

(2)

a. data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;

b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli
dengan kearifan lokal masyarakat;

c. kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar,
kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan; dan

d. kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan
risiko bencana.

BAB IV
FUNGSI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 11
Hasil dari pengkajian risiko bencana oleh Pemerintah Daerah
digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan
bencana.
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi
penyusunan rencana penanggulangan bencana yang merupakan
mekanisme untuk mengarustamakan penanggulangan bencana dalam
rencana pembangunan.
Hasil dari pengkajian risiko bencana oleh mitra Pemerintah Daerah
digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan
intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi
risiko bencana.
Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Hasil dari pengkajian risiko bencana oleh tatanan masyarakat umum
digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis
dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

BAB V
POSISI KAJIAN DALAM METODE KAJIAN LAIN

Pasal 12
Metode kajian risiko bencana merupakan sebuah pedoman umum
pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan
kebutuhan Daerah.
Hasil kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang nantinya dituang
ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang
akan menjadi landasan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Risiko Bencana.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,
ttd

AL MUKTABAR
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MOCH. TRANGGONO
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-
2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuerfsi letak negara ini dari
sisi geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama
yaitu Kurasia, Indo - Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indoncsia rawan
bencana gempabumi, tsunami, dan letusan gunungapi. Secara klimatologis Indonesia
merupakan dapur dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional
maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi
tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara walker, yang
berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.

Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua
samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah
longsor, banjir bandang, cuaca cksuim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan
yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran gecdung/pecmukiman, kecelakaan transportasi, kecelukaan industri atau
kegagalan teknologi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit, kegagalan panen dan
serangan hama/penyakit pertanian, konflik atau kerusuhan sosial, aksi teror, sabotase
adalah sumber bencana dan kejadian lain yang dapat menjadi peristiwa bencana
tergantung pada dinamika dari kondisi demografis; terkait sosial, budaya, ekonomi,
politik, pertahanan dan keamanan wilayah. Keberagaman agama atau keyakinan yang
dipeluk serta etnis dan suku selain mcrupakan kcunggulan disisi lain merupakan
potensi sumber konflik atau kerusuhan sosial, bahkan aksi teror dan sabotase. Kondisi
transisi Indonesia menuju negara maju melalui modernisasi industri akan menghadapi
risiko bencana seperti kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan

% [ 1.



teknologi. Keniscayaan pemusatan penduduk dan layanan jasa di wilayah-wilayah
perkotaan yang tidak terencana baik mengakibatkan tingginya potensi kebakaran
gedung/pemukiman.

Sejak outbreak Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang disebabkan oleh Corona
Virus di kawasan Asia pada tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus
menunjukkan kecenderungan peningkatan, antara lain terjadinya outbreak flu
burung/ avian influenza (HSN1) tahun 2004, Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009
(dideklarasikan WHO sebagai pandemi pertama kalinya di abad ke-21). Penyakit Infeksi
Noew Emergening and ReEmerging (PINERE) lainnya yang berpotensi menyebabkan
kedaruratan kesehatan di antaranya Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus
(MERS-CoV) tahun 2012-2013, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2015.

Wabah Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) menyebar secara ke seluruh penjuru dunia tak
terkecuali Indonesia. Covid-19 telah berdampak hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Coronavirus discasc (COVID 19) merupakan penyakit menular yang disehabhkan oleh
jenis virus corona yang baru ditemukan yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Kasus COVID-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 31
Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejak eaat itu, penyakit ini
menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-

19 sebagai pandemi.

Cuaca yang semakin panas diprediksi bakal terus melanda Indonesia beberapa tahun ke
depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam berbagai
publikasinya mengingatkan akan adanya perubahan iklim di Indonesia termasuk suhu
yang akan lebih panas pada tahun 2030. Big data analytics BMKG menunjukkan tren
peningkatan suhu udara sebesar 0,5 derajat celcius dari kondisi saat ini di Indonesia
pada tahun 2030 nanud. Menghangatnya iklim di Indonesia juga akan disertal dengan
kekeringan yang makin tinggi hingga 20 persen dari pada kondisi kekeringan saat ini
yang berada di Sumatera Selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya pada musim hujan jumlah hujan
lebat hingga ekstrim juga cenderung meningkat hingga 40 pcrsen dibandingkan saat ini.
Berbagai tantangan ini membutuhkan langkah antisipasi lebih dini secara konkrit agar
Indonesia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi secara tepat.

Memperhatikan kondisi geologis, klimatologis, dan geografis Indonesia dan situasi global

telmbut perlu dilakukan upayn strategis pengelolaan risike Lencana untuk mongurangi
h:.mgga 'sckccﬂ mungkin kerugian akibat bencana. Upaya pengelolaan risiko bencana ini
du:_l‘aaan dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu
kajian risiko bencana.

Saat ini, Indonesia telah menyepakati Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
(SFDRR) 2015-2030, yaitu kesepakatan global terkait dengan pengurangan risiko
bencana, yang mana salah satu prioritas aksinya adalah memahami risiko bencana.
Kebijakan dan operasional penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman
tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
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Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum
bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan
yang memadai dan respons yang efektif terhadap bencana.

Dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, wilayah Provinsi Banten diketahui
memiliki scjarah peristiwa bencana antara lain banjir, cuaca eksirim, gelombang ckstrim
dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan

tsunami.

Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan mandat Undang-Undang No. 24
Tahun 2007 (UU 24/2007) Pasal 35 dan 36 yang menyatakan penyusunan informasi
KRB bagi pemangku kepentingan dan dasar penyusunan dokumen RPB. Turunan UU
24/2007 yakni Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 memberikan mandat
penanggulangan bencana bagi BNPB dan di antara tugas dan fungsinya terkait
penyusunan KRB menyusun Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) No. 2 Tahun 2012
dan No. 3 Tahun 2012. Secara spesifik Perka BNPB No. 2 menyatakan tentang KRB
sedangkan Perka BNPB No. 3 menyatakan tentang panduan penilaian kapasitas dalam
proses perencanaan penanggulangan bencana yang berhubungan dengan salah satu
parameter penyusunan KRB.

Bagi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - yang memiliki otoritas wilayah atau dimaksud dengan otonomi
dacrah; dalam lingkup pelayanan bidang kebencanaan oleh pemerintah daerah
pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) No. 101 Tahun 20138
mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) apa saja yang wajib diberikan oleh
pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah wajib
menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana yang terlegalisasi secara resmi melalui
peraturan kepala daerah yang berlaku selama 5 tahun dan ditinjau ulang-setiap 2 tahun
dan/atau sctiap ada bencana besar yang terjadi.

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi
kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang
dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko
bencana bergantung pada kondisi ancaman wilayah, kondisi wilayah yang terancam,
serta derajat kapasitas pemangku kepentingan dan infastruktur wilayah yang terancam.

Pengka.nan risiko bencana pada dasamya adalah menentukan besaran 3 komponen
risiko bencana tersebut, dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial
agar mudah dimengerti. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas
dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial
budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan
parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan
keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.
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Pengkajian Risiko Bencana, merupakan perangkat dan implementasi untuk
mendapatkan informasi dan/atau informasi spasial risiko bencana yang dilakukan
untuk:
1. Mengetahui tingkat dan sebaran dari bahaya bencana
2. Mengetahui tingkat dan sebaran kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
3. Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana - dalam bentuk
jumlah jiwa yang berada di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai fisik bangunan
di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai potensi ekonomi di wilayah berisiko
bencana; serta jumlah luas lahan konservasi/lindung lingkungan di wilayah
berisiko bencana
4. Mengetahui tingkat kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko bencana.
5. Mengetahui tingkat dan sebaran dari risiko bencana

Pemerintah Pusat melalui BNPB secara berkala melaporkan Indeks Risiko Bencana
Indonesia (IRBI). Rapor ini berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan
indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
IRBI diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko
ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program
penanggulangan bencana pada periode tertentu. Peringkat dan nilai yang tertera dapat
menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dalam menentukan
prioritas upaya penanggulangan bencana di berbagai daecrah sesuai dengan kepentingan
strategis nasional. IRBI disusun berdasarkan data hasil kajian risiko yang terdiri dari
data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian
rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (S5)
kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota. Dengan demikian penyusunan KRB
tidak hanya penting bagi daerah tetapi juga memiliki nilai strategis di tingkat nasional
sehingga BNPB secara proporsional dapat memberikan dukungan dalam
penyelenggaraannya.

Kajian Risiko Bencana Skala Provinsi (1 : 250.000) terakhir disusun pada tahun 2015
dan berakhir pada tahun 2020, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran. Untuk itu.
penyusunan kajian pemetaan risiko bencana tahun 2020 dilakukan dengan melakukan
pemutakhiran peta bahaya dan peta kerentanan skala nasional. Kegiatan ini diharapkan
dapat melakukan pemutakhiran dokumen peta riciko bencana di tingkat Nagional yang
digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana.

Penyusunan KRB menghasilkan informasi, pengetahuan, dan kebijakan yang menjadi
landasan perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan lain
baik yang bersifat induk maupun bidang spesifik di wilayah serta kawasan strategis
tertentu lainnya. Secara khusus rekomendasi kebijakan dan penjabaran upaya
penanggulangan bencana yang dibutuhkan merupakan mandat untuk penyusunan
rencana penanggulangan bencana atau Dokumen RPB yang diselenggarakan segera
setelah penyusunan KRB.
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Pengkajian  risiko  bencana  disusun  dengan metodologi  yang  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum-
Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di
kementerian/lembaga di tingkat nasional.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan kajian risiko bencana adalah menghasilkan gambaren risiko
bencana berupa Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten aebagm dasa.r
perencanaan di bidang kebencanaan dan perencanaan pembangunan wilayah terkait
lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk: o

1. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional untuk Provinsi Banten
Periode Tahun 2022-2026;

2. Menyusun Peta Risiko Bencana yang didasarkan pada Peta Ancaman, Peta
Kerentanan dan Peta Kapasitas; ) ‘

3. Menyusun baseline data risiko bencana (potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian
rupiah, luas kerusakan lingkungan) sebagai acuan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Provinsi Banten.

1.3. RUANG LINGKUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten disusun berdasarkan pedoman umum
pengkajian risiko bencana dan petunjuk teknis pengkajian risiko yang diperbarui oleh
BNPB, dengan batasan kajian sebagai berikut:

1. Pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
Pengkajian tingkat risiko bencana;
Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko
bencana dan peta risiko bencana.

Ll o

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen KRB Provinsi Banten berdasarkan pada landasan hukum yang
berlaku di tingkat Nasional dan Provinsi. Adapun landasan operasional hukum yang
terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
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8.
9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Renrana;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencanar;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

Permenhut Nomor P.12/Menhut-11/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010
Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;

11. Prosedur tetap (Protap) Analisis Risiko Bencana Gunungapi Nomor

400.K.40/BGV/2014 Tahun 2014, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi;

12. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimum.

1.5. PENGERTIAN

3.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sechingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sistem Informasi Geografis, selanjutnya disebut SIG adalah sistem untuk
pengelolaan, penyimpanan. pemmnsesan atau manipnlasi, analigie, dan
penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait
dengan muka bumi.

Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah
bencana.

Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah
diperkirakan terkena dampal hencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat
bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.

K_apasitaa Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan
tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat
bencana.

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang

ﬁengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman
ncana.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-arca yang
didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut
non spasialnya.

Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi
bahaya/ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko
Bencana suatu daerah.

Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah,
yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap
jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana
suatu daerah.

Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana
suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada
suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan
penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang
menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya
dengan satuan atau teknik tertentu.

Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat
kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona
ketinggian tertentu akibat bencana.

Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan
kapasitas dacrah untuk mcmperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya
akibat bencana.
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Banten adalah:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif memperlihatkan rangkuman kondisi umum wilayah dan
kebencanaan, maksud dan tujuan penyusunan kajian risiko bencana, hasil pengkajian
risiko bencana dan memberikan gambaran umum tentang kapasitas daerah, serta akar
masalah dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana di
Provinsi Banten.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, landasan
hukum, pengertian, dan sistematika penulisan dari penyusunan Dokumen KRB Provinsi
Banten. Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya pengkajian risiko bencana
daerah, sebagai dasar untuk penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang
terarah, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam penyelenggaraannya.

BAB 2 KONDISI KEBENCANAAN

Bab ini setidaknya berisi gambaran umum wilayah, sejarah kejadian bencana, dan
potensi bencana di tingkat provinsi. Bab ini memaparkan kondisi wilayah serta data
kejadian bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi. Dampak kejadian bencana
menunjukkan kerugian bencana di dacrah {(meliputi penduduk terpapar, kerugian fisik,
kerugian rupiah, dan luas kerusakan lingkungan) berdasarkan Data Informasi Bencana
Indonesia (DIBI).

BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana memaparkan hasil pengkajian risiko bencana berdasarkan
pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang
ada di Kementerian/Lembaga di Tingkat Nagional. Pengkajian risiko bencana terdiri dari
identifikasi risiko, penilaian risiko, dan kajian risiko bencana Provinsi Banten.

BAB 4 REKOMENDASI

Bab ini menguraikan rekomendasi generik dan spesifik, sesuai hasil kajian kapasitas
W bencana daerah dan pembahasan akar permasalahan (masalah pokok)
risiko bencana prioritas yang dikelola Provinsi Banten serta rekomendasi-rekomendasi
untuk pengembangan kawasan yang berlandaskan kajian risiko bencana.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir terkait tingkat risiko bencana, kebijakan yang

;.dn:elfon.aendaaiknn, serta tindak lanjut dari penyusunan dan keberadaan Dokumen KRB
vinsi.
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LAMPIRAN
Matriks hasil kajian risiko bencana (Bahaya, Kerentanan, Kapasitas, Risiko)

ii. Peta-peta hasil penilaian Ancaman, Kerentanan, Kapasitus, dan Risiko
Daftar Pustaka

i.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta
jenis industri yang ada di suatu wilayah dan kepadatan penderita penyakit menular akan
menjadi parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi
Dantcn ini. Sclain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas
kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam
merespons terjadinya bencana.

2.1.1. GEOGRAFI

Secara astronomis, Provinsi Banten terletak pada posisi 05°07°50” dan 07°01'01" Lintang
Selatan, serta 105°01'11” dan 106°07°12” Bujur Timur. Provinsi Banten yang beribukota
di Serang ini memiliki luas wilayah 9.662,92 km?.

Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Banten adalah sebagai
berikut:

Sebelah Utara - berbatasan dengan Laut Jawa.

Sebelah Selatan - berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Sebelah Barat . berbatasan dengan Selat Sunda

Sebelah Timur : berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa

Barat.

Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan
dan 1.552 desa/ kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah
masing-masing kabupaten/kota Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 0.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten

A | Kabupaten
1 | Lebak Rangkasbitung 3.426,56 35,46
2 | Pandeglang Pandeglang 2.746,89 28,43
3 | Serang Ciruas 71.734,28 17,95
4 | Tangerang Tigaraksa 1.011.86 10,47
B | Kota

|1 | Kota Cilegon Cilegon 175,50 1,82
2 | Kota Serang Serang 266,71 2,76
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3 | Kota Tangerang Tangerang 153,93 i ,gz
4 | Kota Tangerang Sclatan | Serpong 147,}? 10}, 2
Provinsi Banten Serang 9.662,92 i

Sumber: Permendagri No. 72 Tahun 2019

Gambar 0.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan, 2021

2.1.2. GEOLOGI

Struktur geologi wilayah Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat
ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 - 800 meter dan tebal keseluruhan
diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi-formasi tersebut meliputi:
- Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berusia Miosen akhir, batuannya
terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasiran, batu gamping,
Latu pasir tufaan, konglomerat dan breks: andesit, umurnya diduga Pliosen awal.
- Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung
tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, umurnya diiperkirakan Pliosen akhir.
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- Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasiran, lempung pasiran, batu gamping
kokina dan tuf. Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan
gunungapi, batuan terobosan dan Alluvium yang berumur mulai Miosen awal
hingga Resen, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur
Eosen.

- Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu
Lempung dan Batu Gamping.

- Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate,
Formasi Cimapang, Formasi Sarewech, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan
Formasi Cikotok.

2.1.3. TOPOGRAFI

Kondisi topografi wilayah Provinsi Banten bervariasi dari dataran, perbukitan landai-
sedang (bergelombang rendah-sedang) hingga perbukitan terjal, dengan ketinggian
berkisar antara 0 m dpl sampai 1.000 m dpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah
Provinsi Banten dikelompokkan dalam kelas ketinggian sebagai berikut:
- Ketinggian O — 200 m dpl (dataran rendah), meliputi daerah Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang.
- Ketinggian 201 - 2.000 m dpl; meliputi dacrah Lebak Tengah dan sebagian kecil
Kabupaten Pandeglang
- Ketinggian 501 - 2.000 m dpl; meliputi daerah Lebak Timur yang terdapat di
Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Sedangkan berdasarkan morfologinya, dataran rendah umumnya terdapat di daerah
bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang
mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah
pantai yang mempunvai ketinggian 0 - 1 m dpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang
Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan
terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara
Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketingian maksimum
553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan
Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah
perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur
berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi.

Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ckstrim
yaitu:

- Dataran (kemiringan 0 - 15%); sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi
Banten, yang tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah
Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu
di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak.

- Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang
rendah-sedang); sebagian besar terdapat di bagian utara yang meliputi Kabupaten
Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian
utara Kabupaten Pandeglang.
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- Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%); terdapat di Kabupaten Lebak,
sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

2.1.4. KLIMATOLOGI

Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dua
musim, yaitn musim hujan dan musim kemarau. Iklim wilayah Banten sangat
dipengaruhi oleh Angin Munson dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim
penghujan (Nopember - Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera,
Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang
melewati Laut Cina Selatan. Sedangkaan pada Bulan Agustus cuaca didominasi oleh
angin Timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang cukup
ekstrim terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino.

Berdasarkan pengamatan scpanjang tahun 2019, unsur iklim yang tercatat di empat
Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan
suhu udara rata-rata di Provinsi Banten selama tahun 2019 adalah 30,04°C. Suhu udara
maksimum adalah 32,90°C, sedangkan suhu udara terendah adalah sekitar 22,80°C.

Kelembaban udara minimum tercatat 30,00% dan kelembaban udara maksimum adalah
100,00%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata adalah 1,59 meter /detik dan tekanan
udara rata-rata adalah 1.007,30 mb.

Curah hujan rata-rata tercatat 1.606,90 mm dengan jumlah hari hujan 144 hari. Pada
keadaan musim kemarau, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Lebak bagian
tengah dengan curah hujan 271 mm (bulan Juni Agustua). Sedangkan pada keadaan
musim hujan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September — Mei di Kabupaten
Lebak bagian selatan dengan curah hujan 2.845 mm.

2.1.5. HIDROLOGI

Di wilayah Provinsi Banten terdapat menjadi enam Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman
Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);

- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang
dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;

- 3:2 C!i;:_‘iung;(;iduﬁan,. meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;

- Wa . - 3 g
ook Pang mc:;puh sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan

- DAS Teluklada, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Pandeglang;

- DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang.

Secara hidmgeonlngig, di wilayah Pravinei Ranten terdapat 5 eatnan Cekungan Air Tanah
(CAT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, antara lain CAT
Labuan, CABT Rawadano dan CAT Malingping dan lintas Provinsi yang meliputi CAT
Serang - Tangerang dan CAT Jakarta.
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Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya
likuefaksi. Terjadinya likuefaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan porositas
litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuefaksi
pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litolog:
berupa material lepas (porous).

2.1.6. DEMOGRAFI
Jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2021 adalah 11.788.692 jiwa. Kabupaten /kota

dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Tangerang dengan jumlah
penduduk 3.105.042 jiwa atau 26.34% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi
Banten. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kota Cilegon, yaitu
445.961 jiwa atau 3,78% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Banten.

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2021 adalah 31.240,81 jiwa/km?.
Kepadatan penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di Kota Tangerang dengan kepadatan 12.040.94 jiwa/km?’ dan terendah
di Kabupaten Lebak, yaitu 409,24 jiwa/km’

Tabel 0.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/kota di Provinsi
Banten Tahun 2021

Kabupaten
I |
| | Lebak 1.402.288 11,90 | 409,24
2
Pandcgiang o 1.318.614 11,19 480,04
3 | i
i Scr:u‘!gé | 1.623.409 13,77 ! 936,07
q |
Tangerang 3.105.042 26,34 3.068 65
B Kota N i ]
| — : —
. 1 | Kuta Cilegon | 445.901 3,78 2.511,00
I - : | a
2 -
Kota _Serang '. 687.881 5,84 2.579,13
3 .
Kola Tangerang : 1.853.462 15,72 12.040,94
: o okl
4 ; 5 ' - -
Kota Tangerang Seclatan 1.352.035 11,47 9,185,64

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021
2.1.7. PEREKONOMIAN

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2019 berdasarkan perhitungan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 (data BPS
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Provinsi Banten tahun 2020) adalah sebesar 458.023 milyar rupiah atau 5,82%. Seluruh
sektor ekonomi PDRB pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor
Pengadaan Listrik dan Gas. Lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi
adalah lapangan usaha Real Estet, yaitu sebesar 7,88 %. Sedangkan laju pertumbuhan
terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar

0,72 %.

Pada tahun 2019, Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi terbesar terhadap
pembentukan PDRB Provinsi Banten, yaitu sebesar 8.98%, scdangkan kontribusi terkecil
terhadap PDRB Provinsi Banten terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta
Pertambangan dan Penggalian yaitu masing-masing sebesar - 3,42% dan 0,38%

Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten adalah:

¢ Informasi dan Komunikasi : 8,98%
+ Konstruksi : 8,96%
e Real Estate : 8,75%
® Jasd Lainnya : 8,67%
e Jasa Perusahaan : 8,57%

Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan
lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting.

Tabel 0.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRB
Tahun 2019 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten

1 Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 6,61 6,58 | 4,28 | 3,58 | 24.408 2,21
2 | Pertambangan dan Penggalian | 3,66 | 3,43 | ;_)8 0,72 | 2.882 0,38
3 | Industri Pengolahan 3,53 | 3,09 | 3,70 | 3,61 | 154.883 3,65
4 - istri .
Pcngadaan Listrik dan Gas 1,39 -4,14 | 0,50 | 7,20 4.327 -3,42
Pengadaan Air, Pengelolaan T
5 Sampah, Limbah dan Daur 5,16 | 6,83 | 7,30 | 4,88 440 5,62
Ulang ,
6 | Konstruksi 796 | 631 | 828 | 7,76 | 46.159 8,96
Perdagangan Besar dan
7 | Eceran; Reparasi Mobil dan 4,92 | 3,85 | 6,15 25 3.05
: s » . 7,25 | 63.059 7,
Sepeda Motor >
8 | Transportasi dan Pergudangan | 6,57 | 7,65 | 8,57 | 7,37 | 29.531 0,79
9 Penyediaan Akomodasi dan ;
A a———— 6,41 | 758 | 8,28 | 7,45 | 11.512 7,95
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10 | Informasi dan Komunikasi |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 8,40 | 14,31 | 3,89 | 6,94 13.193 2,48

12 | Real Estate 719 | 7,80 | 7,92 | 7,88 | 40.521 8,75

13 | Jasa Perusahaan 7.78 | 7,44 | 7,91 | 6,62 | 4.841 8,57
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

14 6,55 | 7,11 | 4,79 | 529 | 8.109 7,87

15 | Jasa Pendidikan 660 | 664 | 7.42 | 7.43 | 14112 | 7,60

1 | Jasa Keschatan dan Kegiatan | o 14 | 745 | 8,15 | 6,85 | 5.698 8,55
Sosial

17 | Jasa Lainnya AS4 | 753 | R27 | 7.63 7102 8.67

Produk Domestik Regional | ¢ o | 5,8 | 575 | 5,82 | 458.023| 5,53

Bruto
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020

2.1.8. TATA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN
Penggunaan lahan di Provinsi Banten pada tahun 2015 didominasi oleh bentuk
penggunaan pertanian, yaitu Kebun Campuran dan Sawah berturut-turut 34,6% dan

26,5 % (Tabel 2.5). Permukiman atau lahan terbangun menduduki luasan terbesar
berikutnya, disusul oleh hutan sekunder, perkebunan, dan tegalan/ladang. Melihat
angka-angka tersebut tampak bahwa tutupan vegetasi masih relatif baik (> 50 %) namun
demikian ancaman konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian perlu mendapat
perhatian. Hal ini mengingat adanya laju pertambahan penduduk yang terjadi di wilayah
mni.

Tabel 0.4. Luas Penggunaan Lahan Provinsi Banten

1 Hp Hutan Primer 5.257,6 0,6
2 Hs Hutan Sekunder 77.674,7 8,3
3 mgv Mangrove 3.400,9 0,4
4 Rw Rawa 2.245,3 0,2
5 Kb Perkebunan 74.181,2 7,9
6 Pl Permukiman 100.617,8 10,8
7 Kc Kebun Campuran 323.738.0 34.6
8 Sw Sawah 247.504,8 26,5
Q9 Tg Tegalan/Ladang 60.820,6 6,5
10 Sb Semak /Belukar 14.807,2 1,6
11 Ta Tanah Terbuka 8.170,1 0,9
12 Tmb Tambak/Empang 14.407,1 1.3
13 A Tubuh Air 2.216,3 0,2

Total 935.051,5 100,0

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka 2019
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2.2. GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

2.2.1. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Secara generik proses perumusan prioritas risiko bencana berdasarkan tingkat risiko
bersumber dari kajian risiko bencana, dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian
dihasilkan dari catatan sejaruh kejadian bencana yang ada di dacrah dan/atau
menggunakan data-data kejadian dalam DIBI BNPB dan BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat
tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah
kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana.
Analisis kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kecjadian bencana pada
minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik.
Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa
diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut
dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisis kecenderungan bisa dilakukan
berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 (seratus) tahun terakhir. Data
kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari
DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah
daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan
masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar
dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana
bcscrta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap
risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan
lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan
terhadap risiko bencana tersebut.

Berdaaark:?.n data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 (delapan) jenis bencana alam
pcrnah terjadi di wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2009-2019, seperti
bamar tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan kck::ﬁn;n
::]r:dmn lt:cncemn yang pernah teriadi tcrsc_but menimbulkan dampak, baik korban jiwa

rugian arta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampal;
psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi

aSI B i

Tabel 0.5. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Banten Tahun 2000 - 2010

1 | Banjir
238 150 13.318
2 Ta.nah_ Longsor 60 6 e 189 183.115
3 | Abrasi 3 = 1.626
= T = 14.000
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4 | Puting Beliung 169 7 95 2 218

5 | Kekeringan g 67 - - - -

6 | kebakaran Hutan dan Lahan 29 - - - - |
7 | Gempabumi 13 6 5 - -

8 | Tsunami 2 317 10.051 8 32.959 |

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020
Tabel 0.6. Kerusakan Rumabh, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana di Provinsi

Banten Tahun 2009-2019

Sumber- Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020

Dari kedua tabel di atas
kejadian bencana dalam kurun 2
dampak berupa korban jiwa serta
longsor, dan angin puting beliung adala
korban jiwa. Bencana banjir, gelombang €

berkontribusi besar pada kerusakan bangunan.
sampai menimbulkan korban jiwa
menunjukkan bahwa kekeringan terjadi di tahun 2009, 2011, 2012, dan 20019.

maupun kecrusakan

1 | Banjir 38.653 293 2 18 103

2 | Tanah Longsor 669 4 - 9 2

3 | Abrasi 10 - - - =

4 | Puting Beliung 6.689 15 2 15 1

5 | Kekeringan = - - - -

6 | kebakaran Hutan dan Lahan - - - - -

7 | Gempabumi 2.015 30 1 27 3

8 | Tsunami 1.053 3 - - -
Total 49.089 345 5 69 109

terlihat bahwa wilayah Provinei Banten telah mengalami 581
009 - 2019. Masing-masing bencana memberikan
kerugian dan kerusakan. Bencana banjir, tanah
h bencana yang perlu diwaspadai akan jatuhnya
kstrim dan abrasi, serta angin puting beliung
Di sisi lain, bencana kekeringan tidak
bangunan. Data DIBI

Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait
pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi
kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentasc jumlah

kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.
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28,55%

0,51%

4,008

13,34%

0.34%
S ERTTHIT, .
® Gt Bun . | t 1 .}
Gambar 0.2. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Banten Tahun 2009-2019

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2021

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana
diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa Covid-
19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 vang menginfeksi individu pertamanya di
Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru
dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus
COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa
spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Perkembangan Covid 19 di Provinsi Banten sejak tangeal 06 Maret 2020 hingga tanggal
01 November 2020 dapat dilihat pada grafik tren akumulasi data berikut ini.

wi BT RIAS] iyt . _

Gambar 0.3. Tren Akumulasi Data Kasus Covid-19 di Provinsi Banten
Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, November 2020

Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa sejak tanggal 30 Maret 2020, ketika
pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 02 November 2020
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kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Provinsi Banten tercatat 9.580 jumlah kasus
pusitif. Dari kaous tercebut, pasien yang meninegal adalah 271 orang dan yang sembuh
7.528 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 1.781 pasien. Jumlah
kasus COVID-19 di Provinsi Banten ini menempatkan wilayah ini pada zona risiko
rendah.

2.2.2. KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA

Provinsi Banten memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup
tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan
melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Banten. Berdasarkan data
kejadian bencana dari DIBI terdapat 7 (tujuh) jenis bencana alam pernah terjadi di
wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2009-2019. Kejadian bencana yang
pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda
maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi
masyarakat.

Jumlah Kejadian

Gambar 0.4. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Banten Tahun 2009 -
2019

Sumber: Hacil Analicic 2021

Pada grafik di atas. terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Banten Tahun
2000-2019. Terlihat dalam kurun 2015 — 2010, adanya peningkatan jumlah kejadian
pada bencana tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, meskipun bencana banjir sempat terjadi penurunan jumlah kejadian
bencana relatif naik turun pada tiap tahunnya.

2.2.3. POTENSI BENCANA PROVINSI BANTEN

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang
pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang
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pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah
terjadi dilihat berdasarkan DIBI, sedangkan bencana yang pelum terjadi dikaji
berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat
pada metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan teknologi SIG.

Tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Provinsi Banten
mengingat faktor-faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan
Sistem Informasi Geografis untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor-faktor
kondisi daerah. Jumlah potensi bencana di Provinsi Banten berdasarkan sejarah
kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan
melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Provinsi Banten
terdiri dari empat belas jenis yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang
Ekstrim Dan Abrasi, Gempabumi. Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Letusan
Gunungapi, Epidemi Dan Wabah Penyakit, Tanah Longsor, Kegagalan Teknologi,
Likuefaksi, Tsunami Dan Covid-19. Empat belas potensi bencana di Provinsi Banten
terscbut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Provinsi Banten untuk tahun
2022 sampai tahun 2026.
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BAB III
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat
risiko bencana pada suatu daerah. Tingkat risiko diperoleh dari gabungan 3 (tiga)
komponen, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut
ditentukan berdasarkan parameternya masing-masing. Komponen bahaya ditentukan
melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian).
Komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu kerentanan sosial
(penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif), kerentanan fisik
(kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan
(kerusakan lingkungan). Terakhir, komponen kapasitas ditentukan menggunakan
parameter ketahanan daerah (sektor pemerintah). Hasil penggabungan ketiga komponen
tersebut berupa risiko yang memberikan informasi mengenai perbandingan antara
kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam kata lain, tingkat
risiko menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi dampak dari kerugian yang
timbul akibat bencana. Metode pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada Gambar

3.1.

| KEPADATAM PENDUDUK ~  SOSIAL
il & MELOMPON RENTAN BUDAYA

LUAS L ASMAK SEODLSTIC TAN KESLIAKAR BAN
HELEMBAGAAN

FORD PER SERTOR
PERGNAJIAN RISIKD DAN
HERENTAMAN FPERENCANAAN TERPADU

RUMAM FASHITAS PENGEMBANGAN
SISTEN

L

FASIITAS RIS v INFORMAS), DINLAT & LOGISTIN
PCMANCAMAM TEMATIN

HUTAN LIMDUSNG, HUTAN KANARAN ANA

B ALAM, BAKALL, RAWA, LINORUNGAN PENINGEA o
HENTAN TAN EFERTWVT

SEMAR FEMAMGOUILAMGAN PENCEGAMAN A :I‘I;H(

BENCANA
SEMOGUS AN EFSIAPSIAGAAN DAN

Gambar 0.5. Metode Penyusunan Kajian Risiko Bencana
(Sumber: IRBI, 2018; Perka BNPB No. 12 Tahun 2012, dengan modifikasi)

l:n::l ::m l;p:r'llfkajia:} risiko bencana berupa peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana
emberikan informasi mengenai sebaran wila :
embx ‘ yah yang terdampak. Adapun peta

yang dihasilkan meliputi peta baha i . ey i

. ya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Di sisi lai
: >~ : » By - w3 a
tabel kajian menyajikan data seperti luas, jumlah penduduk terpapar kerugianlhaxl‘::
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benda, kerusakan lingkungan, dan kelas. Dari hasil tersebut bisa ditentukan tingkat
ancaman, tingkat kerugian, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko masing-masing bahaya
yang diklasifikasikan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan tinggi.

3.1. METODOLOGI
3.1.1. PENGKAJIAN BAHAYA

Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu luas dan indeks bahaya.
Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak sedangkan
indeks bahaya menunjukkan tinggi rcndahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya
tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan tidak hanya apakah daerah tersebut
terdampak bahaya atau tidak tetapi juga seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut
terjadi dan seberapa besar dampak dari bahaya tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan bahaya harus memperhatikan
aspek probabilitas dan intensitas. Aspck probabilitas berkaitan dengan frekuensi
kejadian bahaya sehingga data sejarah kejadian bencana dijadikan pertimbangan dalam
penyusunan bahaya. Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya tersebut terjadi lagi di
masa depan dapat diperkirakan. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa
besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, bahaya tanah
longsor akan berpeluang besar terjadi di daerah lereng yang curam dibandingkan pada
daerah yang landai. Dengan melihat kedua aspek terscbut, bisa ditentukan kategori
tinggi rendahnya suatu bahaya. Kategori rendah menunjukkan peluang kejadian dan
intensitas bahaya yang rendah, sebaliknya kategori tinggi menunjukkan peluang
kejadian dan intensitas bahaya yang tinggi.

Kategori tinggi rendah ini ditampilkan dalam bentuk nilai indeks yang memiliki rentang
dari O - 1 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kategori Kelas Bahaya Rendah (0-0,333);

2. Kategori Kelas Bahaya Sedang (0,334-0,666);

3. Kategori Kelas Bahaya Tinggi (0,667-1).

g;;uBk mgnghasilkaz_z peta bahaya, penyusunannya didasarkan pada metodologi dari
o mlan y:nnug g;:&u:mlm;gsu;:g (;ari kementerian/lembaga terkait maupun dari

paka. o 2 r data yang digunakan berasal 1] i d
dan bersifat legal digunakan di Indonesia. fan mmstansy resm

Penyusunan bahaya dilakukan menggunakan software SIG (Sistem Informasi Geografis)

dm;lﬂai:;;nghsns overlay (tmpqang susun) dari parameter penyusun bahaya. Agar
dinasi indeks dengan nilai 0-1 maka tiap parameter akan dinilai berdasarkan
ya pengaruh parameter tersebut terhadap bahaya.
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3.1.2.1. Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danaun, dan
lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith &
Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendamnya air di suatu wilayah yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat schingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir (Reed, 1995)
Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (hazard) dari banjir adalah

ketinggian genangan.

Secara umum, peta tematik yang terkait banjir banyak ditemukan dan tersedia di level
kabupaten/kota, namun dalam kategori peta daerah rawan banjir (flood-prone). Tentunya
pengertian daerah rawan banjir adalah daerah yang sering atau berpotensi terjadi banjir
berdasarkan besaran frekuensi kejadian atau berdasarkan paramctcr-parameter fisik
yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (flood plain) di suatu wilayah.
Sementara itu, sebagai salah satu data dasar dalam melakukan pengurangan risiko
bencana banjir, peta bahaya banjir sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar
potensi risiko yang akan diminimalisir.

Peta bahaya banijir dapat dihasilkan dari peta (potensi) genangan banjir. Sebagian besar
peta genangan banjir dikembangkan oleh pemodelan komputer, yang melibatkan analisie
hidrologi untuk memperkirakan debit aliran puncak untuk periode ulang yang
ditetapkan, simulasi hidraulik untuk memperkirakan ketinggian permukaan air, dan
analisis medan untuk memperki area genangan (Alfieri et al, 2014). Namun pada
kenyataannya, ketersediaan data-data dasar penyusun dan data yang akan digunakan
untuk kalibrasi dan validasi model sangat terbatas (kurang).

Dalam rangka mengakomodir keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penyusunan
peta bahaya banjir, maka pembuatan peta bahaya banjir dapat dilakukan secara cepat
dengan 2 (dua) tahapan metode, yaitu:

1) Mengidentifikasi daerah potensi genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi
suatu wilayah sungai, yang dapat dikalibrasi dengan ketersediaan data area
dampak yang pernah terjadi (Samela et al, 2017);

2) Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal)

di atas permukaan sungai di dalam area i L.
potensi genan ang te
pada tahap 1. gan yang telah dihasilkan

Jenis data yang digunakan dalam ji beru
s data penyusunan peta bahaya banjir adal
spasial dilihat pada tabel berikut. v el P ot
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Tabel 0.7. Jenis, Bentuk, Tahun dan Sumber Data yang digunakan dalam Penyusunan
Peta Bahaya Banjir

DEM Raster CUPEKRNICUS 2020
2 Peta Rawan Banjir Polygon BIG 2018 |
3 Peta Morfologi/ Sistem Lahan Polygon BIG 2018

Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir 2019 dengan Penyesuaiar

Pembuatan indeks bahaya banjir diawali dengan menentukan wilayah/area rawan banjir.
Langkah pertama adalah mencntukan Dacrah Aliran Sungai (DAS) dengan melihat
informasi geomorfologi berdasarkan data DEM. Penentuan DAS berguna dalam melihat
wilayah terakumulasinya air. Selanjutnya, setiap titik di DAS diklasifikasikan ke dalam
dua zona yaitu zona rawan tergenang banjir dan zona tidak rawan tergenang banjir.
Penentuan kedua zona ini didasarkan pada nilai ambang batas GFI. Berdasarkan hasil
uji coba yang dilakukan oleh Samela et al., diperoleh nilai -0,53 sebagai ambang batas.
Oleh karena itu, ketika suatu ttik di DAS mcmiliki nilai GFI lebih besar dari -0.53 maka
titik tersebut masuk ke dalam zona rawan tergenang banjir dan jika nilai GFI nya lebih
kecil dari -0,53 maka masuk ke dalam zona tidak rawan tergenang banjir. Selanjutnya,
dilakukan penentuan indeks bahaya pada zona rawan tergenang banjir. Dua aspek yang
diperhatikan dalam menentukan indeks bahaya yaitu kemiringan lereng dan jarak

horizontal dari jaringan sungai.

Nilai indeks bahaya diperoleh dengan menggunakan logika fuzzy yaitu perhitungan yang
didasarkan pada pendekatan “derajat kebenaran” alih-alih pendekatan benar-salah
seperti pada logika boolean. Berbeda dengan logika boolean yang bernilai 0 atau 1 (salah
atau benar), logika fuzzy dapat bernilai berapa pun dari rentang 0 - 1. Dalam kata lain,
nilai indeks bahaya di suatu lokasi tidak hanya menunjukkan bahwa lokasi tersebut
berada dalam bahaya atau tidak dalam bahaya melainkan seberapa besar potensi bahaya
yang berada di lokasi tersebut.

Indeks bahaya diperoleh menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy pada aspek kemiringan
lereng dan jarak horizontal dari sungai. Fungsi keanggotaan fuzzy menentukan dcrajat
kebenaran berdasarkan logika paling mendekati, median (nilai tengah), dan paling tidak
mendekati. Pada kemiringan lereng (dalam satuan persen) diambil nilai tengah yaitu 5%
(cukup landai). Semakin kecil nilai kemiringan lereng maka semakin tinggi nilai indeks
be.lhayanya dan sebaliknya. Di sisi lain, jarak horizontal dari sungai diambil nilai tengah
yaitu 100 m dari jaringan sungui. Svmukin kecil jurak duri sungai malka nilai indokanya
semakin tinggi dan sebaliknya. Terakhir dilakukan penggabungan dari dua aspek
;nrsq.:‘but menggunakan fungsi fuzzy overlay untuk mendapatkan nilai indeks bahaya

jir.
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Gambar 0.6. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Banjir
Sumber: Modul Tekmis Penyusunan KRB Banjir 2019 dengan penyesuaian

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7. nilai GFI diperoleh dengan membandingkan
setiap titik di daerah aliran sungai antara kedalaman air (hr) dengan perbedaan elevasi
(1) antara titik yang diuji (warna hijau) dan titik terdekat dengan jaringan sungai (warna
merah). Kedalaman air (hr) dihitung sebagai fungsi nilai kontribusi area (Ar) di dalam
wilayah terdekat dari jaringan sungai yang secara hidrologi terhubung dengan titik yang

diuji (Samcla ct al., 2015).

(A) (B)
D . Location under exam |

—.\ "r“ M'n
- — /_ Nearest element of the river
H w . network along the flow path
: ' . Flow path

L

Gambar 0.7. Potongan Melintang Deskripsi Metodologi GFIl. Samela et al., 2015
Sumber: Samela et al
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3.1.2.2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit
yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan
intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya
bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.
Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor
dan Banjir Bandang akibat runtuhnya pbendungan alam yang dibuat oleh Kementerian
PU (2012) yaitu asumsi ketinggian gcnangan banjir bandang setinggi 5 meter.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya banjir bandang adalah
berupa data spasial dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.8. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Banjir

1 DEM Raster COPERNICUS 2020

2 Peta Bahaya Tanah Longsor Raster BIG 2018

3 Peta Morfologi/ Sistem Lahan | Polygon BIG 2018
Bandang

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

Pemetaan bahaya banjir bandang dilakukan dengan mengidentifikasi jaringan sungai di
wilayah hulu yang berpotensi terkena bahaya tanah longsor dengan kelas sedang atau
tinggi. Bahaya tanah longsor ini diasumsikan sebagai faktor penyebab terjadinya banjir
bandang karena hasil longsorannya dapat menyumbat aliran sungai di wilayah hulu
sungai. Ketika sumbatan ini tergerus dan jebol maka dapat mengakibatkan banjir
bandang. Naiknya permukaan air akibat banjir bandang diestimasi setinggi 5 meter dari
permukaan sungai.

Selanjutnya dilakukan estimasi sebaran luapan dari sungai tersebut di sekitar wilayah
aliran sungai. Jarak horizonial darl sebaian luapan tcracbut dibataei sejauh 1 kilomater
dar.i su.ngai. Indeks bahaya diperoleh dengan mempertimbangkan hubungan antara
ketinggian luapan dan jarak dari sungai. Penentuan indeks bahaya banjir diperoleh
dengan mempertimbangkan hubungan antara ketinggian luapan dan jarak dari sungai.

BT




Gambar 0.8. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Banjir Bandang
Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir Bandang, 2019

|
3.1.2.3. Cuaca Ekstrim 1
\

Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca vang dapat menimbulkan bencana, korban
jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain
hujan lebat, hujan es, Angin Kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan
cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada Angin Kencang.
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Angin Kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai
pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga
menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB).
Terjadinya Angin Kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika
wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertckanan udara tinggi. Pada
umumnya kasus Angin Kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan
xumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan
hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu
terjadinya Angin Kencang.

Pada kajian ini yang dipetakan adalah wilayah yang berpotensi terdampak oleh Angin
Kencang, yaitu wilayah dataran landai dengan keterbukaan lahan yang tinggi. Wilayah
ini memiliki potensi lebih tingg untuk terkena dampak Angin Kencang. Sebaliknya,
daerah pegunungan dengan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat
memiliki potensi lebih rendah untuk terdampak Angin Kencang. Oleh karena ilu,
semakin luas dan landai (datar) suatu kawasan, maka potensi bencana Angin Kencang
semakin besar. Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta
bahaya cuaca ekstrim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.0. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Cuaca

Ekstrim
1 DEM Raster COPERNICUS 2020
2 Peta Penutup Lahan diperbaharui | Polygon KLHK 2020
berdusarkan :

¢ Peta Sawah Baku Polygon Kementan 2020

e Arca Permukiman Polygon BIG/GHS/ ESRI 2018 - 2020
3 Curah Hujan Rata-rata Tahunan | Polygon CHIRPS 1981 - 2019
4 Peta Ekoregion Polygon KLKH 2018

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian
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Peta Peta Curah
Penutupan/ Hujan
Panqgunaan Tahunan

Lahan

Pembuatan Peta
Lereng (derajat)

Skoring (L) berdasarkan
ransformasi nilal 18¢6Ng skoring (KL

N 4
{) -

L90

(0.333"KL) + (0.333" (1-L)) *
(0.333"CH)

Gambar 0.9. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim
Sumber: Diadaptasi dant Perka BNPB No 2 Tahun 2012

Pembuatan indeks bahaya cuaca ekstrim (angin kencang) dilakukan dengan
mengidentifikasi daerah yang berpotensi untuk terjadi berdasarkan tiga parameter yaitu
kemiringan lereng, keterbukaan lahan, dan curah hujan. Kemiringan lereng dalam
satuan derajat dihitung dari data DEM. Selanjutnya, nilai derajat kemiringan lereng
dikonversi ke dalam skor 0 - 1 dengan membagi nilainya dengan 90 (kemiringan 90°
adalah tebing vertikal). Parameter kedua yaitu keterbukaan lahan diidentifikasi
Lerdasarkan pela penutup lahan. Wilayah dengan penutup lahan selain hutan dan
kebun/perkebunan dianggap memiliki nilai keterbukaan lahan yang tinggi. Beberapa di
antaranya seperti wilayah pemukiman, sawah, dan tegalan/ladang. Skor diperoleh
dengan klasifikasi langsung, yaitu jika jenis penutup lahannya adalah hutan maka
skornya 0,333; jika kebun skornya 0,666; dan selain itu skornya 1.

Paramecter ketiga yaitu curah hujan tahunan diidentifikasi berdasarkan peta curah
hujan. Data nilai curah hujan tahunan dikonversi ke dalam skor O - 1 dengan membagi
nilainya dengan 5.000 (5.000 mm/tahun dianggap sebagai nilai curah hujan tahunan
tertinggi di Indonesia). Indeks bahaya cuaca ekstrim diperoleh dengan melakukan
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analisis overlay terhadap tiga parameter tersebut dengan masing-masing parame:tcr
memiliki persentase bobot sebesar 33,33% (0,333) sehingga total persentase ketiga
parameter adalah 100% (1)-

3.1.2.4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang eckstrim adalah gelombang tinggl yang ditimbulkan karcna efek terjadinya
siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat mcmm.bulkan bo_:ncana
alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan sﬂflm? tropis akan
memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggl disertai hujan
deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelomt':ang lau't
dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut jugsf erosi pantai.
Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam

daerah pantai tersebut.

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Pc_rka N.o:
2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan .abram terdiri
dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan hentuk

garis pantai.

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya gclombang
ekstrim dan abrasi dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.10. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gelombang
Ekstrim dan Abrasi

1 DEM Raster COPERNICUS 2020
2 Data Arus Kctinggian Gelombang  Polygon KLHK 2010-2019
3 Peta Geologi Polygon ESDM 2018
4 Peta Penutup Lahan diperbaharui  Polygon KLHK 2019
berdasarkan :
e Peta Sawah Baku Polygon KEMENTAN 2019
* Area Permukiman Polygon BIG/GHS/ ESRI  2018-2020

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuainn
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Gambar 0.10. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Pemetaan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi hanya dilakukan di daerah darat
dikarenakan potensi kerentanan yang akan dihitung hanya yang terdapat di daratan.
Mengacu pada hal tersebut parameter yang digunakan bertujuan untuk melihat tingkat
keterpaparan wilayah pesisir terhadap bahaya. Nilai tinggi gelombang dan kecepatan
arus digunakan scbagai data awal untuk menghitung porensi bahaya di daratan. Masing
masing parameter diklasifikasikan ke dalam tiga kategori vaitu rendah, sedang, dan
tinggi. Klasifikasi tinggi gelombang dianggap rendah ketika tinggi gelombang di bibir
pantai kurang dari 1 m, sedang ketika tingginya di antara 1 - 2,5 m, dan tinggi ketika
lebih dari 2,5 m. Untuk kecepatan arus dianggap rendah ketika kecepatannya kurang
dari 0,2 m/d, sedang ketika kecepatannya antara 0,2 - 0.4 m/d, dan tinggi ketika
kecepatannya lebih dari 0.4 m/d.

Setelah diketahui potensi sumber bahayanya selanjutnya dilakukan penilaian terhadap
tingkat keterpaparan wilayah pesicir terhadap bahaya tersebut. Oleh karena itu,
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parameter selanjutnya seperti tipologi (proses terbentuknya) pantai, bentuk gang pantai,
dan tutupan lahan digunakan untuk melihat potensi kctcrpapara‘nn}fa. Sebagau f:ontoh
gelombang tinggi lebih dari 2,5 m tidak akan terlalu berbahaya di wilayah pesisir yang
herbentuk tebing atau di wilayah yang terdapat banyak hutan mangrove. Ketiga
parameter ini juga diklasifikasikan ke dalam tiga katego.n ya'ltu rve.ndah. sedany, dan
tinggi. Klasifikasi tipologi pantai dikategorikan rendah ketika tipologinya berupa c'iac;:hn
pantai yang berbatu karang, sedang ketika tipologinya berupa daerah yang berp‘asu. .
tinggi ketika tipologi pantainya berupa daerah yang berlumpur. Bentuk gan's pantai
berteluk memiliki potensi rendah untuk terpapar, lurus If)crteluk berpotensi sedang
untuk terpapar, dan garis pantai yang lurus berpotensi tinggl untuk terpapm". Parameter
terakhir yaitu tutupan lahan memiliki potensi rendah untuk terpapar ketika tutupan
lahannya tinggi seperti terdapat hutan mangrove, sedang }cctlka tutupan lahannya
berupa semak belukar, dan ti nggi ketika tidak terdapat vegetasi.

Overlay seluruh parameter dilakukan untuk menentukan indeks bahay?. gt?lombang
ckstrim dan abrasi. Sehelum dilakukan overlay, masing-masing parameter diberikan skor
dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap intensitas bahaya.

3.1.2.5. Gempabumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh
tumbuken antar lempeng bumi, patahan aktif. aktivitas gunungapi, atau runtuhan
batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempabumi pada dokumen ini menggunakan data
guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan.
Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam
belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa
dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal.

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya gempabumi
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.11. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya
Gempabumi

1 DEM Rai
- ster COPERNICUS 2020
2 PGA probabilitas terlampaui 10% Raster/Polygon PUPR
dalam 50 tahun 2017
3 Referensi nilai AVS30 (Average
S ve Velocity in upper 30 Tabular BMKC 2017

Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Gempabumi Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Metodologi pembuatan peta bahaya gempabumi dibuat berdasarkan analisis distribusi
A.VS30 (Average Shear-wave Velocity in the upper 30m) untuk wilayah Indonesia yang
dikembangkan oleh Akihiro Furuta yang merupakan tenaga ahli dari JICA (Japan
International Cooperational Agency). Pada kajian ini nilai AVS yang digunakan
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merupakan hasil modifikusi vleh Masyhur Irsyam et al, tahun 2017 vang merupakan
pengembangan dari AVS30 oleh Imamura dan Furuta tahun 2015. Untuk mendapatkan
nilai AVS30 proses pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung tiga karakteristik
topografi (Slope, Texture, Convexity) menggunakan data DEM (lwahasi et al, 2007). Slope
menentukan kemiringan lereng sehingga dapat diketahui wilayah dataran landai dan
pegunungan yang curam. Texture menentukan kekasaran permukaan suatu wilayah
yang didekati dengan rasio antara jurang (pits) dan puncak (peaks) Ketika wilayah
tersebut memiliki banyak jurang dan puncak maka dianggap memiliki tekstur yang halus
(fine) sebaliknya jika jarang terdapat jurang dan puncak maka dianggap bertekstur kasar
(coarse). Convexity menentukan kecembungan pcrmukaan yang berhubungan dengan
umur permukaan wilayah. Diagram alir pembuatan indeks bahaya gempabumi dapat
dilihat pada gambar berikut.

PENYIAPAN DATA

ANALISIS DATA

Kelas Topografi

o TR I

Keterangan

N e
Proses

B ouput

Sumber Diadaptasi dari JICA (2015)

Gambar i ;
Sumbef‘;j 1. Diagram Alir Proses Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi
: Modul Tekrnis Penyusunan KRB Gempabumi Ver.01. BNPB, Tahun 2019
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Berdasarkan tiga karakteristik topografi tersebut dilakukan pengklasifikasian menjadi 24
kelas topografi. Hasil 24 kelas topografi tersebut dibandingkan dengan distribusi nilai
AVS30 di Jepang. Nilai tengah/median dari AVS30 tersebut digunakan untuk mengubah
24 kelas topografi menjadi nilai AVS30. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Ground
Amplification Factor (OAF) menggunakan nilai AVS30 (Midorikawa et al, 1994). Hasil nilai
GAF ini berperan dalam menentukan tinggi rendahnya nilai intensitas guncangan di
permukaan. Nilai GAF ini kemudian digabung dengan nilai intensitas guncangan di
batuan dasar (pelta perccpatan puncak di batuan dasar (Sandy Bedform) untuk
probabilitas terlampaui 10% dalam S0 tahun) untuk menjadi nilai intensitas guncangan
di permukaan. Oleh karena itu, nilai guncangan di batuan dasar yang sama, nilai GAF
yang tinggi akan menghasilkan guncangan yang lebih tinggi di permukaan dibanding
dengan nilai GAF yang rendah. Untuk menentukan indeks bahayanya, nilai intensitas
guncangan di permukaan kemudian ditransformasikan ke nilai 0 - 1.

3.1.2.6. Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api.
sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian
ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan
bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kcschatan masyarakat sekitar
(Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-11/2009 tentang Pengendalian Hutan).

Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk
terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan
dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan
lahan oleh manusia.

Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis
multi-lfritcria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan
sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla. Pada kajian ini, metode pemetaan
bahaya karhutla dilakukan dengan pendekatan statistik yang memperhitungkan

probabilitas kejadian karhutla menggunakan metode Weight of Evid i
disajikan pada gambar. s erioe (WoE) sepert

el B




Data
Validasi Area
(30%)

Data
Training Area
(70%)

Random Partition

Jika AUC (Area

Metode Weight of Evidence (WoE)

Validasi
Peta Bahaya Karhutla AUC

I
=
I

Gambar 0.12. Diagram Alir Proses Penyusunan Indeks Peta Bahaya Kebakaran Hutan
dan Lahan
Sumber: Hasil Analisis, 2021

WoE ini merupakan teknik kuantitatif yang dimotori data, menggunakan sejumlah
kombinasi data untuk menghasilkan peta dari pembobotan data, baik yang berbentuk
kontinyu (continuous) dan berkategori (categorical), berdasarkan probabilitas prior (awal)
dan posterior (sesudah) (Carter 1994; Westen, 2003; Sterlacchini 2007). WoE dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

P{F;; N K}) Noi
ptx
o (PIEAIRD (_LFTP K Npix, + Npix,
Wi" =Lln|——57]= —— = Ln 3
P{F,|R) P(F, n K} Npix,
PR Npix; + Npix,
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tan dan lahan terdiri dari parameter tutupan

lahan, area terbakar/titik panas, jenis tanah, kawasan hutan dan perizinan pemanfaatan
huta.x;/I-iGU. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan
dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan

metode skoring. )
P{FH n K} Npl:xz

Parameter penyusun bahaya kebakaran hu

= F.NnK Npix
. nK 4
(EH"LQ-—]) Npix; + Npix,

PR}

— Wt —W-:
Wcontrast ji "Vji ji

kCtsv:?n;gT;io kemungkinan yang menyatakan bahwa rasio dalam k.iiSl.lS adanya
faktor F;maka suatu karhutla terjadi/muncul atau tidak muncul/ terja'dl
Wj;: rasio kemungkinan yang menyatakan bahwa rasio dalam kasus tidak adanya
faktor F; maka karhutla terjadi/muncul atau tidak muncul/ terjadi
P : Probabilitas
F;::Keberadaan faktor j kelas
Fji: Tidak ada faktor j kelas ¢
K : Tidak ada karhutla
K : Keberadaan karhutla

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya kebakaran
hutan dan lahan dililiat pada tabel berlkut.,

Tabel 0.12. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kebakaran
Hutan dan Lahan

1 Batas Administrasi Vektor (Polygon) BIG 2020
2 Peta Area Terbakar Vektor (Polygon) KLHK/Lapan 2015 - 2020
3 DEM Raster COPERNICUS 2020

.47 -



Peta Penutup Lahan | Vektor (Polygon) K B _2015 - 2020

4
!_ 5 f Peta Jaringan Sungai (RBI) Wekmr (Polylhine) BIG 2019
6 | Peta Jaringan Jalan [R_BI] Vektor (Polyline) | BIG - | 2019

Peta Isohyet Curah Hujan

, | .
: Vektor (Polvgon) BMKG 2018
| " Tehwnan | I D, l S
| 8 Peta HGU Perkebunan Vektor (Polygon) I KLHK/ATR-BPN .?ﬂi%_ |

Sumber: Di:.adr_lpa} dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian
3.1.2.7. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan
hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.' Kondisi ini bermula saat
berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga
kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh

dengan normal.

Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah keckeringan meteorologis yang
merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan
analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks
kekeringan yang dilakukan adalah Standardized Precipitation Evapotranspiration Index
(SPEI) vang dikembangkan oleh Vicente Serrann dkk pada tahun 2010. Penentuan
kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan
dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan
metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan

rata-rata.

Detail parameter dan sumber dald yaiy digunakan untuk kajian peta bahaya kekeringan
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.13. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya
Kekeringan

1 Curah Hujan Rata-rata Bulanan | Raster CHIRPS 1991-2020
|2 | Suhu Rata Rata Bulanan | Raster TERACLIMATE | 1991-2020 |

Sumber: Diaduptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengarn penyesuawarn

Tghapgn dalam perhitungan nilai SPEI-12 adalah sebagai berikut: (1) Data utama yang
dlan.ahsis adalah curah hujan dan suhu udara bulanan pada masing-masing data'titik
stasiun hujan yang mencakup wilayah kajian. Rentang waktu data diﬁcrswratkan dalam
berbagai literatur adalah minimal 30 tahun; (2) Nilai curah hujan bulanar; dalam rentan

waktu data yvang digunakan harus terisi penuh (tidak ada data yang kosong). Pcn.gisiat%

' Definisi dan Jenis bencana, hilp /fwww bnpb go 1d
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data kosong dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu metode
Muitiple Nonlinier Standardized Correlation (MNSC); (3) Melakukan perhitungan mean,
standar deviasi, lambda, alpha, beta dan frekuensi untuk setiap bulannya; (4) Melakukan
perhitungan distribusi probabilitas Cumulative Distribution Function (CDF) Gamma; (5)
Melakukan perhitungan koreksi probabilitas kumulatif H{x) untuk menghindari nilai CDF
Gamma tidak terdefinisi akibat adanya curah hujan bernilai 0 (nol); dan (6) Transformasi
probabilitas kumulatif H(x) menjadi variabel acak normal baku. Hasil yang diperoleh
adalah nilai SPEI.

Selanjutnya, untuk membuat peta bahaya kekeringan dapat dilakukan beberapa tahapan
sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sctiap tahun data kejadian kekeringan di wilayah kajian agar
dapat dipilih bulan-bulan tertentu yang mengalami kekeringan saja;

. Melakukan interpolasi spasial titik stasiun hujan berdasarkan nilai SPEI pada
bulan yang terpilih di masing-masing tahun data dengan menggunakan metode
Semivariogram Kriging,

- Mengkelaskan hasil interpolasi nilai SPEI menjadi 2 kelas yaitu nilai <-0.999
adalah kering (1) dan nilai >0.999 adalah tidak kering (0),

- Hasil pengkelasan nilai SPEI di masing-masing tahun data di-overlay secara
keseluruhan (akumulasi semua tahun);

- Menghitung frekuensi kelas kering (1) dengan minimum frekuensi 5 kah kejadian
dalam rentang waktu data dijadikan sebagai acuan kejadian kekeringan terendah;

. Melakukan transformasi linear terhadap nilai frekuensi kekeringan menjadi nilai
0 — 1 sebagai indeks bahaya kekeringan; dan

- Sebaran spasial nilai indeks bahaya kekeringan diperoleh dengan melakukan
interpolasi nilai indeks dengan metode Areal Interpolation dengan tipe Average
(Gaussian).
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Gambar 0.13. Diagram Alir Penentuan Bahaya Kekeringan
Sumber: Diadaptasi dart Ristko Bencana Indonesia BHNPB, 2016

3.1.2.8. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong
yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya
penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah
dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah
potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan
dengan kondisi lereng yang landai. Detail parameter dan sumber data yang digunakan
untuk kajian peta bahaya tanah longsor dilihat pada tabel berikut.
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' ra Tanah
Tabel 0.14. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahay

Longsol

2020

| COPERNICUS — .
: R 2020

| DEM Raster
2 Zona Gerakan Tanah | Polygon | ESDM _
Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan Penyesuaian

PENYIAPAN DATA

Kelastereng [
Anglisio Lorong ~—— 215%
Kelas Zona Kerentanan Skoring
Kw hdaen Tngo
| =
-
Sumber Potensi
Longsoran
Analsis Runout

Keterangan

o oew

s Skoning
B output

Gambar 0.14. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor
Sumber: Modul Teknis Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor BNPB, 2019

Pengkajian bahaya tanah longsor dibuat dengan melakukan delineasi terhadap peta zona
kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG. Terdapat empat zona vaitu
zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, zona kerentanan gerakan tanah rendah,
zona kerentanan gerakan tanah menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi.

Tidak seluruh wilayah zona kerentanan gerakan tanah berpotensi longsor karena dilihat
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: . e s
dari dcfinisinya longsor terjadi di wilayah dengan kemmng.an Icrek;::n u:ﬂ als:m ﬁgc:
iri i 15% yang dimasu
daerah dengan kemiringan lereng di atas asuk
E:;::;a Selanjutnya dilakukan penilaian indeks yang mengikuti zona kcrenta;x:::
gerakan tanah. Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah dan rendah masukelas
dalam kelas rendah, zona kerentanan gerakan tanah menengah maaull: lize clalam. ;
menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi masuk ke dalam kelas tinggi.

3.1.2.9. Tsunami

Tsunami adalah fcnomena alam yang terjadi akibat aktivasi tektonik di dasar lmit ytax:j
mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak .pada mafmk.x-lya air lau
daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji ada.lah pfda
seberapa besar potcnsi inundasi (genangan) d.i daratan berdasarkan potensi ketinggian
gelombang maksimum yang tiba di garis pantal.

Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil. perhitunga.fi maten:‘ah:v, ya‘mg
dikembangkan oleh Berryman (2006} berdasarkan perhltungs'm' lfemlange.n d:ur;gz:\
tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap g
dan kekasaran permukaan.

2
Hige: = (167.‘;‘3 )+ 5¢in S
Ho
ketemganﬁm : kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi
N . koefisien kekasaran permukaan
Ho : ketinggian gelombang tsunami di garis pantai (m)
S : besarnya lereng permukaan (derajat)

Parameter ketinggian gelombang tsunami di garis pantai mengacu pada hasil kajian
BNPB yang merupakan lampiran dari Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 yaitu Panduan
Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami. Parameter kemiringan lereng dihasilkan
dari data raster DEM dan koefisien kekasaran permukaan dihasilkan dari data tutupan

lahan (landcover). Indeks bahaya tsunami dihitung berdasarkan pengkelasan inundasi
sesuai Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 menggunakan metode fuzzy logic.

Sccar_a skematis pembuatan tingkat bahaya tsunami menggunakan parameter ketinggian
maksimum tsunami, ketinggian lereng, dan kekasaran permukaan. Untuk itu, jenis data
yang digunakan adalah data DEM, penutup/ penggunaan lahan, dan garis pantai. Proses
analisis dilakukan dengan perhitungan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi
berdasarkan nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan, seperti yang
ditunjukkan pada gambar berikut.
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PENYIAPAN DATA

Keterangan

o e

Proses

- Output

ANALISIS DATA

Gambar 0.15. Diagram Alir Proses Penyusunan Peta Bahaya Tsunami
Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajiun Ristho Dencana Tsunami Ver.01. BNPB, tahun 2010

Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya tsunami
dilihat pada tabcl benikut.,

Tabel 0.15. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Tsunami

: DEM Raster COPERNICUS | 2020
2. Peta Penutup Lahan Polygon KLHK 2019
diperbaharui berdasarkan:
* Peta Sawah Baku Polygon KEMENTAN 2019
e Area Permukiman Polygon BIG/GHS/ ESRI 2018-2020
3. Ketinggian Maksimum Run-up Point PTHA BNPB-AIFDR 2014
Tsunami di garis Pantai

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Ristko Bencana Tsunami Ver.01. BNPB, Tahun 2019
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1.2.10. Epidemi Dan Wabah Penyakit o ‘ ‘

;:idcmi adzah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit mer\:n%t :;ﬂﬂ
waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luEfs.‘ kadm —
kejadian suatu penyakit menular yang meningkat sccara!r‘za;ta melcbihi euz o

tu serta dapat menimbu malapetaka. secara
pada waktu dan daerah terten . . B s mers

i demi Dan Wabah Penyakit (
harfiah dalam konteks potensi bencana, Epi ! : pakimakit
i tkan oleh Kkejadian suatu peny:

i aman bencana non-alam yang diakiba .
f::z?l?;ra;:da suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan
dampalk (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. i B
Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahay'a _E:WP Fldaluh mmn
pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecan}:)a dahm oriadingi
Parameer yang. digunaian uncuk peryunen P R T e sccrs
kepadatan atau prevalensi dari bahaya asarka g
naz?onal) yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri dan Hc':patms . s
Pcrh’tunéan prevalensi pemberian nilai bobot dan skor masing-masing param

1 ’
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 0.16. Parameter Bahaya Epidemi Dan Wabah Penyakit

Kepadatan timbulnya malaria (1) | n / P*100 10 20
Kepadatan timbulnya DBD (2) n/P*100 5 20
Kepadatan timbulnya Campak (3) | n / P* 100 5 20 -
Kepudatan timbulnya Difton n / Pr 1000 5 20
Kepadatan timbulnya Hepatitis (4) [ n / P * 100 5 20
EWP ~(0.2%(al / 10))+(0.2*(s2/5))+(0.2*(s3/ 5))+(0.2*(s4/ 5)) +(0.2*(s5/ 5}

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

Data-data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah berupa data
spasial yang terdiri dari peta administrasi, data jumlah kasus penyakit KLB, dan data
jumlah penduduk. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.17. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Epidemi
dan Wabah Penyakit

Batas Administrasi Vektor (Polygon) | BIG 2020
2. Jumlah Kasus Penyakit KLB Tabular Podes BPS 2014 - 2018
3. Jumlah Penduduk Tabular KEMENDAGRI 2014 - 2018
Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

3.1.2.11. Kegagalan Teknologi

Bahaya kegagalan teknologi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB
Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya kegagalan teknologi terdiri dari parameter
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jenis industri dan bahaya bencana alam ({tsunami dan gempabumi). Setiap parameter
diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat
pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

Data-data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya kegagalan teknologi adalah
berupa data spasial, tabular dan raster seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 0.18. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kegagalan

Teknologi
1 Batas Administrasi SHP BIG 2020
3. | Tabel Sebaran dan Jenis Industri | Tabel KEMENPERIN 2020 |
3. Peta RTRW SHP ATR-BPN 2020
4. Peta Bahaya Gempabumi Raster Pengolahan Data 2020
5. Peta Bahaya Tsunami Raster Pengolahan Data 2020

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

3.1.2.12. Covid - 19

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan
suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan
rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit COVID-19 dapat
menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara
berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No.
HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah
orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-
19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya,
paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan
kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan
untule menentulzan rekomendagi penanggnlangan kasus COVID-19

Analis bahaya penting untuk dilakukan dalam rangka memetakan tingkat bahaya Covid-
19 yang ada di dalam suatu daerah. Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan
peta bahaya Covid-19 berupa data spasial seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 0.19. Jenis, Bentuk, dan Sumber Data Penyusunan Peta Bahaya Covid -19

1 Batas Administrasi Polygon | BIG
2 Peta Rawan Kecamatan Point SATGAS COVID-19 2020
3. Sebaran Permukiman Point BIG 2019
4 Scbatan Penghubung Transporuasi | Point KEMENHUDB, BIG 2019
{Terminal, Bandara, Stasiun,
Pelabuhan, Halte)

=R




2019

Sebaran Tempat Ibadah (Masjid,
Gereja, Klenteng, Pura, Vihara)

0. Sebaran Tempat Perbelanjaan Point BIG 2019

(Minimarket, Pasar Tradisional,
Department Store, Mall)

7. Sebaran Perkantoran Point BIG 2019

8. | Sebaran Tempat Akomodasi (Hotel, Point | BIG ' 2019
penginapan, dll)

9 Sebaran Industri/Pabrik Point KEMENPERIN, BIG 2019 |

Sumber- Diadaptasi dari Modul Bimbingan Teknis Penyusunan KKB Cowid-19, BNFB 2020

Metode analisis bahaya Covid-19 disusun dengan metode densitas dan skoring/
pembobotan terhadap parameter utama yaitu faktor kerawanan dan faktor pendorong
terjadinya penularan melalui tempat-tempat yang berpotensi besar menimbulkan

kerumunan.

Faktor kerawanan yang bersumber dari peta rawan kecamatan merupakan parameter
penentu tingkat bahaya Covid-19, sedangkan faktor pendorong yang merupakan
gabungan dari beberapa parameter densitas lokasi-lokasi berpotensi terjadinya
penularan melalui kerumunan orang-orang digunakan scbagai pola distribusi sebaran
spasial nilai indeks bahaya Covid-19 di masing-masing kecamatan rawan tersebut.

Tabel 0.20. Parameter Bahaya Covid-19

| 1. | Kepadatan Sebaran Permukiman |
2 Kepadatan Scbaran Penghubung 20
= Transportasi
3 Kepadatan Sebaran Tempat 5
: Ibadah
4. Kepadatan Sebaran Tempat 10
Perbelanjaan SKm ———n — Mmin
5. Kepadatan Scbaran Perkantoran 10 Mmax = Mmin
6. Kepadatan Sebaran Tempat 5
Akomodasi
Kepadatan Sebaran
7. 20
Industri/Pabrik

Keterangan: n adalah nilai densitas yang terboboti
Sumber: Diadaptasi dari Modul Bimbingan Teknic Penyieiman KRB Covid-19, BNPE 2020

Berdasarkan tingkat kerawanan Covid-19, perhitungan nilai indeks bahaya Covid-19

(IBeio) dilakukan dengan ‘1 ; :
yait: gan persamaan transformasi lincar di masing-masing kelas rawan
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x. — x s
mus — Ynin
Huruf b adalah nilai indeks maksimum pada suatu kelas bahaya yang sctara dengan

kelas rawan; a adalah nilai indeks minimum pada suatu kelas bahaya yang setara
dengan kelas rawan; x; adalah nilai indeks faktor pendorong ke-i; Xn adalah nilai
minimum indeks faktor pendorong pada suatu kelas bahaya yang setara dengan kelas
rawan; dan Xp., adalah nilai maksimum indeks faktor pendorong pada suatu kelas
bahaya yang setara dengan kelas rawai.

3.1.2.13. Likuefaksi

Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh
air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan
tanah ini dapat berupa longsor, perubahian ickstur tanah menjadi lumpur, atan
penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi
menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.

Data likuefaksi akan menggunakan data bahaya likuefaksi yang sudah disesuaikan oleh
Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral, tahun 2019.

FARTOR KEGEMPAAY FARTOR GHOLOG]

Prmemtman perwsde slang dan siba poroopatan Vonsommers fubegn, gomee betedage dtineh hatmanl
tamah pundak dan hadrogvube

Gambar 0.16. Proses Penyusunan Indeks Bahaya Likuefaksi
Sumber: Atlas Zona Kerentanan Likuefakst Indonesia, 2019
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3.1.2.14. Letusan Gunungapi

Bahaya gunungapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder
(tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung
oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik
(lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya
sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi
gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

Semua jenis produk erupsi merupakan elemen bahaya yang dapat mengancam terhadap
semua jenis objek bencana. Elemen bahaya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu KRB 1ll, KRB 11,
dan KRB 1. Penilaian elemen bahaya dilakukan dengan cara pembobotan (nilai relatif)
masing-masing wilayah kawasan rawan bencana (KRB) bencana gunungapi berdasarkan
tingkat ancamannya. Peta bahaya letusan gunungapi dibuat berdasarkan penggabungan
masing-masing data peta elemen bahaya yaitu zona landaan dan zona lontaran.
Penentuan indeks bahaya erupsi atau letusan gunungapi menggunakan persamaan
berikut:

Zi + Zj
v 100
di mana:
Hy: Indeks bahaya letusan gunungapi
7i: Zona Landaan pada KRB ke-i (I-11I)
Zj: Zona Lontaran (batas radius) pada KRB ke-j (I-111)
100: nilai total bobot (Zi + Zj) maksimum

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya letusan gunungapi meliputi
data spasial yang dapat dilihat pada tabel serta alur proses pembuatan indeks bahaya
letusan gunungapi dapat dilihat pada gambar.

Tabel 0.21. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Letusan

Gunungapi
1. | Batas Administrasi Polygon BIG 2018
2. | Peta KRB Gunungapi Raster ESDM 2018




PENYIAPAN DATA

ANALISIS DATA l
ZonaLandaan Zona Lontaran
(Aliran lava, Aliran prokiastik, gas beracun, (Jatuhan prokiastk)
Iahar erupsi, surge) . Batasradislontaranarsir KRB |
» KRB | Gunungapi « Batas radius lontaranarsir KRB Il
« KRB Il Gunungapi « Batas radius lontaran arsir KRB Il

+ KRB Hil Gunungapl

Keterangan

B oo vesien

Proses

B Datakeluarsn

Gambar 0.17. Alir Proses Pembuatan Indeks Bahaya Letusan Gunungapi
Sumber: Modul Teknis Kajian Risiko Bencanu Letusan Gunungapi BNPB, 2019

Penentuan indeks bahaya letusan gunungapi mengacu pada pedoman yang dikeluarkan
oleh PVMBG (2014) menggunakan metode pembobotan zona KRB (Kawasan Rawan
Bencana) gunungapi. Masing-masing zona KRB (zona I, I, IlI) terdiri dari zona aliran dan
zona jatuhan diberi nilai bobot yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kerawanannya.

Tabel 0.22. Nilai Bobot Elemen Bahaya Letusan Gunungapi

Aliran Lava, Aliran Area pada peta yang merupakan
KRB Il1 Piroklastik, Gas Beracun, ) Zona Landaan

Lahar Erupsi, Surge
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i i Area pada peta yang merupakan
Jatuhan Piroklastik B Zona Lontaran (batas radius)
Aliran Lava, Aliran Area pada pela yang merupakan
Piroklastik, Gas Beracun, 35 Zona Landaan
KRB I Lahar Erupsi, Surge e s
- : Area peta yang meru
Jatuhan Piroklastik 25 Zona Lontaran (batas radius
i Area pada peta yang merupakan
: Aliran Lahar 20 Zona Landaan ]
IKRD : : Area pada peta yang merupakan
Jatuhan Piroklastik 10 Zona Lontaran (batas radius)

Sumber: PVMBG, 2014

3.1.2. PENGKAJIAN KERENTANAN

Kerentanan (vulnerability) merupakan suatu kondisi dari euatu komunitas atau
masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi
bencana. Semakin “rentan” suatu kelompok masyarakat terhadap bencana, semakin
besar kerugian yang dialami apabila terjadi bencana pada kelompok masyarakat

tersebut.

Analisis kerentanan dilakukan secara spasial dengan menggabungkan scmua komponen
penyusun kerentanan, yang masing-masing komponen kerentanan juga diperoleh dari
hasil proses penggabungan dari beberapa parameter penyusun. Komponen penyusun
dan parameter kerentanan masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar dan
komponen penyusun kerentanan terdiri dari:

* Kerentanan Sosial

e Kerentanan Fisik

e Kerentanan Ekonomi

s Kerentanan Lingkungan

:!:;;.gc yang (}igunakan dalam menggabungkan seluruh komponen kerentanan, maupun
ng- masing parameter penyusun komponen kerentanan adalah dengan
spfas@ MCDA fMuIt.i Criteria Decision Analysis). MCDA adalah pcnggabungf;: bcr;:rt:g:
lmtcnabaecam spasial berdaa:arka.n nilai dari masing-masing kriteria (Malczewski 1999).
mpenggam ol;:g:i ::;l::zapa kriteria dilakukan dengan proses tumpangsusun (overlay)
: tika berdasarkan nilai skor (score) dan bobot (weight) masing-
masing komponen maupun parameter penyusun komponen mengacu pada Perka BNPEB
2/2012. Bobot komponcn kerentanan masing-masing bahaya dapat dilihat pada Tabcl
3.17 dan persamaan umum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: - :

= PMypear (Cwovy) + (wovp) + - (w.v,))

Keterangan:
V : Nilai indeks kerentanan atau komponen kerentanan
V : Nilai indeks kerentanan atau komponen kerentanan
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w : bobot masing-masing komponen kerentanan atau parameter penyusun ' .
FMlinear : Fungsi keanggotaan fuzzy tipe Linear (min = O; maks = bobot tertinggi)
n : banyaknya komponen kerentanan atau parameter penyusun

Tabel 0.23. Bobot Komponen Kerentanan Masing-masing Jenis Bahaya

jir 40%
;: g:szr Bandang 30% 25% 25% 1 (:%
3. Cuaca Ekstrim 40%  30% 30% y
4, Gelombang Ekstrim 40% 25% 25% 1 (: Yo
S. Gempabumi 40% 30% 30%
6. Likuefaksi 40% 25% 25% 10% ]
7 Kebakaran Hutan dan * * 40% 60%
8. | Kekeringan 50% . 40% 10%
9. Letusan Gunungapi 40% 25% 25% 10%
10. | Tanah Longsor 40% 25% - 25% 10%
11. | Tsunami T 40% 25% 25% 10%
Epidemi dan Wabah |  100% R . .
13- Penyakit I
13. | Kegagalan Teknologi
14, | Covid 19 100% ¥ o *

Keterangan: * Tidak diperhitungkan atau tidak memiliki pengaruh dalam analisis kerentanan
Sumber: Diadaptasi dan Modul Teknts Kafian Risiko Bencand, DNPD 2019

Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta kerentanan adalah berupa
data spasial dan non-spasial seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 0.24. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan

1 Batas Administrasi Desa/ Kelurahan | Polygon | BIG 2018
2 Tutupan/Penggunaan Lahan Polygon KLHK 2020
3 Sebaran Rumah /Permukiman Point 1G/GHS/ESRI 2019
4 Sebaran Fasilitas Umum Point BIG/BPS/KEMENKES/ 2019
KEMENDIKBUD
5 Sebaran Fasilitas Kritis 2019 Point BIG/KEMENHUB 2019
6 Fungsi Kawasan Point KLKH 2020
7 Jumlah Kelompok Umur (<5 dan >65 | Tabular DUKCAPIL KEMENDAGRI | 2020
Tahun)

8 Jumlah Penyandang Disabilitas Tabular PODES BPS 2018
Jumlah Penduduk Miskin Tabular | TNI2K ' 2019

10 PDRB Per Sektor Tabular BPS 2020
11 Satuan Biaya Daerah Tabular PEMDA/BPBD 2018-
2020

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019




3.1.2.1. Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial terdiri dari parameter kepadatan penduduk dan kclompok rentan.

Kelompok rentan terdiri dari rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio
penduduk miskin, dan rasio penduduk disabilitas. Masing-masing parameter di analisis
dengan menggunakan metode MCDA sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk
memperoleh nilai indeks kerentanan sosial. Sumber data yang digunakan dalam

perhitungan setiap parameter dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.25. Sumber Data Parameter Kerentanan Sosial

BPS dan Kemendagri

. Jumlah Penduduk Tabular
2 T’t'l-nnlmk-o_l;a_ur Tabular o . BPSE!H Kemendagri
3| Penduduk Disabilitas__| Tabular - | BPS
4 | Penduduk Miskin '—Tﬂ'tﬁiur;_lnd"uhdu_dengun kondisi Tim Nasional -

kesecjahteraan sampai dengan 10% Percepatan
terendah di Indonesia, di atas 10%- Penanggulangan
20%, di atas 20%-30%, di atas Kemiskinan (TNP2K) |
30%-40% terendah di Indonesia - |

Sumber: I}iml.upmsi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 201z “dan Modul Tehnis Kajian Riwsiko Boneana
BNPB 2019

Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecnali

untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak
memperhitungkan kerentanan sosial karena bencana tersebut berada di luar wilayah
pemukiman jadi parameter penduduk tidak dimasukkan dalam analisis. Bobot parameter
kerentanan sosial dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.26. Bobot Parameter Kerentanan Sosial

I{cpgda}an Pcngu_t:hlk _ <5 Jiwa/Ha | 5-10Jiwa/Ha | 10> Jiwa/Ha
Rasin Kelompok Rentan o ) ' o |
Rasio Jenis Kelamin (10%) ' ' >40) 20-40 | <20

x| - —- ——t— 1 |

Rasio Kelompok Umur Rentan H-f\‘-"-"'l
|

Rasio Penduduk Miskin (10%)] 40%

<20 20 40 =10

B

Kerentanan sosial menggunakan dua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan
kc]omPok I’Cl’tltal'l.. Kelompok rentan terdiri dari empat jenis parameter, yaitu rasio jenis
kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk

Jumlah Penduduk (Laki-Laki dan ‘
Perempuan) (10%) | }

Sumber: Modul Teknis Kajian Ristko Bencana BNPB, 2019

|
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disabilitas. Kedua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan
masing-masing dikelaskan ke dalam tiga kategori kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Kelompok rentan sclain rasio jenis Kkelamin kategori kelas rendah diberikan ketika rasio
penduduknya kurang dari 20, kelas sedang ketika rasio penduduknya berkisar antara 20
- 40, dan kelas tinggi ketika rasio penduduknya lebih dari 40. Sedangkan untuk
kelompok rentan rasio jenis kelamin, kategori kelasnya dibalik. Setelah masing-masing
parameter dikelaskan, selanjutnya dilakukan analisis overlay dengan pembobotan
parameter kepadatan penduduk dan rasio kelompok rentan masing-masing 60% dan
40% secara berurutan. Hasil overlay ini yang nantinya menjadi nilai indeks kerentanan

sosial atau bisa disebut juga indeks penduduk terpapar.

Perhitungan kepadatan penduduk yang sering digunakan adalah dengan membagi
jumlah penduduk di suatu wilayah administrasi (kecamatan/ kabupaten) dengan luas
wilayah administrasi tersebut. Hasil nilai kepadatan penduduk kemudian dipetakan
mengikuti unit administrasi. Metode ini disebut dengan metode choropleth. Ketika ingin
mengetahui jumlah penduduk yang terpapar oleh suatu bencana maka metode tersebut
menjadi kurang relevan karena tidak detail. Salah satu metode yang digunakan
kemudian adalah metode dasymetric. Metode dasymetric menggunakan pendekatan
kawasan/ wilayah dalam menentukan kepadatan penduduk. Semenov-Tyan-Shansky
menyebutkan peta dasymetric sebagai peta yang menyajikan kepadatan suatu populasi
tanpa memperhatikan batas administrasi dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga
distribusinya mengikuti kondisi aktual di lapangan. Dengan menggunakan peta
dasymetric, kepadatan penduduk dipetakan hanya pada wilayah yang memang terdapat
penduduk dan tidak mencakup seluruh wilayah administrasi.

Pemetaan dasymetric dibuat dengan menggunakan data area permukiman yang telah
diperbarui dari berbagai sumber (lihat tabel 3.18). Selanjutnya data jumlah penduduk
per wilayah administrasi di level kecamatan didistribusikan secara spasial ke area
permukiman. Cara ini dilakukan melalui persamaan berikut:

rij mcrupakan jumlah penduduk pada satuan unit terkecil/ grid ke-i dan j. Prij
merupakan jumiah penduduk dari data distribusi penduduk pada grid pemukiman ke-i
di unit administrasi kecamatan ke-j. Xdi merupakan jumlah penduduk per kecamatan.
Secara sederhana persamaan tersebut menghitung jumlah penduduk di satuan unit luas
terkecll berdasarkan propuisi jumlah  penduduk dari data distribusi kepadatan
penduduk.

Data d.ist:_'ibusi kt?padatan penduduk juga digunakan pada parameter kelompok rentan.
Data masing-masing jumlah kelompok rentan kemudian didistribusikan ulang mengikuti
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g rasio antara penduduk rentan

nilai distribusi kepadatan penduduk. Setelah itu, dihitun
100

dengan penduduk tidak rentan yang menghasilkan nilai di rentang 0

parameter penyusun kerentanan sosial,

Setelah diperoleh data indeks masing-masing
indeks parameter menjadi

maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua
indeks kerentanan sosial dengan menggunakan persamaan berikut:

vs= Fm(0.6v,,)* Fmlo.1v, )+ Fm0.1v,,) + FM(o.1v,,) + FM(o.1v,,)

h indeks kerentanan sosial; FM adalah fungsi keanggotaan fuzzy;

vkp adalah indeks kepadatan penduduk; vrs adalah indeks rasio jenis kelamin; vru
adalah indeks rasio penduduk umur rentan; vrd adalah indeks rasio penduduk

disabilitas; vrm adalah indeks rasio penduduk miskin.

Keterangan: Vs adala

3.1.2.2. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik terdiri dari parameter rumah, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas kritis
(faskris). Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode MCDA
sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan fisik.
Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan fisik
dapat dilihat pada Tabel 3 18 dan bobot parameternya dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.27. Bobot Parameter Penyusun Kerentanan Fisik

Rumah <400 juta 400 - 800 juta >800 juta
Fasilitas Umum 30 | <500 juta 500 juta- 1 M - >IM
Fasilitas Kritis 30 <500 juta 500 juta- 1 M >I M

Sumber: Modul Teknis Kajiun Risiko Bencanu BNPB, 2019 B

Kerentanan fisik melingkupi fasilitas fisik/ bangunan yang digunakan manusia untuk
h(‘r‘f(‘m‘pni hnggn] rlﬂn/'ntnu beraktivitas Tig;—: parameter utama yang Lligunakan dalam
menghitung kerentanan fisik yaitu jumlah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis.

:?:,Iiil ‘i:f]r:r::z?lr:::?y;; dipe.ro?eh flepgan menghitung nilai kerugian/ kerusakan fasilitas
3 E te ]m‘ bahaya. Nilai nominal kerugian dihitung dari asumsi satuan harga

pengga_nhan kerugian untuk masing-masing parameter. Nilai kerugian tersebut

kemudian diakumulasi dan dikategorikan ke dalam kelas mengikuti tabel di atas

Parameter‘ rumah merupakan banyaknya rumah terdampak bahaya yang berpotensi
mengalami kerusakan/ kerugian materiil di dalam satu desa. Daia layer rumah
umumn:\fa sulit diperoleh terutama pada level desa/kelurahan. Data jumlah rumah yan
fjapat diakses publik tersedia hanya sampai melalui data Potensi Desa (PODES) Ta;hur?
2008. Pada data PODES disebutkan bahwa rata-rata jumlah penduduk dalam satu
rumah sebanyak 5 orang. Dengan mengacu pada angka tersebut, distribusi spasial
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rumah i i isi dekatan berdasarkan sebaran
j d (1 ha) dapat dianalisis dengan pen
L e t(latan penduduk yang telah dibuat sebelumnya menggunakan

spasial distribusi kepa
persamaarn berikut:
R, )
X = -;,:— danjikaR; < dmak 1= i
dengan rij adalah jumlah rumah pada satuan unit terkecil / gri
jumlah penduduk pada grid ke-i dan ke-).

d ke-i dan ke-j, Pij adalah

ihi ilai i cu
Jumlah rumah yang diperoleh selanjutnya dihitung c:'ulsu k_emgm.t:ix:sa :::\ﬁt zelr:im‘
ilai i ! iberlakukan di masing-ma
kepada nilai pengganti kerugian yang di ing k
tia‘:tingkat kerusakan dan disesuaikan dengan kelas bahaya seperti berikut.

e Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kcru?akan; et
« Kelas bahaya sedang : 50% jumlah rumah terdampak rusak ringan dikal
harga dacrah; o
« Kelas bahaya tinggi : 50% jumiah rumah terdampak rusak scdang dikali satuan
harga daerah dan 50% jumlah rumah terdampak rusak berat dikali satuan harga

daerah

Penggunaan nilai 50% merupakan asumsi bahwa tidak seluruh rumah yang terdampak
bahaya mengalami kerusakan.

Parameter fasilitas umum merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai
tempat pelayanan publik terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kemnaka:l. /
kerugian materiil di dalam satu desa. Data spasial fasilitas umum telah banyak tersedia
baik berupa titik (poinf) atau area (polygon). Kebutuhan minimal data yang diperlukan
adalah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Data fasilitas umum yang terdampak
bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya
pengganti/ perbaikan kerusakan fasilitas di kabupaten masing-masing yang disesuaikan
dengan kelas bahaya sebagai berikut.

- Kelas Bahaya Rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;

Kelas Bahaya Sedang : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan
harga daerah;
Kelag Bahaya Tinggi : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan

harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga
daerah

Parameter fasilitas kritis merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi selama
keadaan darurat sangat penting terdampak bahaya yang berpotensi mengalami
kerusakan/kerugian materiil di dalam satu desa. Beberapa contoh dari fasilitas kritis
antara lain bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis berupa titik
dan area juga sudah tersedia. Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah lokasi
bangunan bandara, lokasi bangunan pclabuhan, dan lokasi bangunan pembangkit
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listrik. Data fasilitas kritis yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam
satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di
Kabupaten masing-masing atau Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kclas
bahaya sebagai berikut.
Kelas Rahaya Rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- Kelas Bahaya Sedang : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan
harga daerah;
- Kelas Bahaya Tinggi : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan
harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga
daerah

Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan fisik,
maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi
indeks kerentanan fisik dengan menggunakan persamaan berikut:

vi=rm(04y, )+ FM(03v,, )+ Fm(0.3v,,)

Keterangan: Vs adalah indeks kerentanan sosial: FM adalah fungsi keanggotaan fuzzy;
vrm adalah indeks kerugian rumah; vfu adalah indeks kerugian fasum; vfk adalah indeks

kerugian faskris.
3.1.2.3. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi terdiri dari parameter PDRB Provinsi (Produk Domestik Regional
Bruto) dan lahan produktif. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan
metode MCDA berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai
indeks kerentanan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap
parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 3.22 dan bobot parameter

kerentanan ekonomi dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 0.28. Sumber Data Parameter Kerentanan Ekonomi

2019
2020

Lahan Produktif

L - Penutup Lahan
2. PDRB Kabupaten

Produk Domestik Regional
Bruto Kabupaten

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

BPS

Tabel 0.29. Bobot Parameter Kerentanan Ekonomi

PDRB 40 <100 Juta 100 Juta - 300 Juta | >300 Juta
Lahan Produktif ! ﬁt)_ R <F_'_() Juta 50 Juta - 200 Juta | >200 Juta
Sumber: Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB, 2019 - I - .
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Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan ekonomi,
maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks paramecter menjadi

indeks kerentanan ckonomi dengan menggunakan persamaan berikut:

ve= FM(0.6v,) + FM(0.4v,)

Keterangan: Ve adalah indeks kerentanan ekonomi; FM adalah fungsi keanggotaan fuzzy;
Vpd adalah indeks kontribusi PDRB; Vip adalah indeks kerugian lahan produktif.

3.1.2.4. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan lingkungan terdiri dari parameter hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/
mangrove, semak/ belukar, dan rawa. Masing-masing parameter digunakan berdasarkan
jenis bencana yang telah ditentukan dan dianalisis dengan menggunakan metode MCDA
berdasarkan Perka BNPR No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan
lingkungan. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter
kerentanan lingkungan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.30. Sumber Data Parameter Kerentanan Lingkungan

2019

Status Kawasan Kawasan Hutan dan
Hutan | Penutupan Lahan

KLHK . 2020)

[ 2. | Penutupan Lahan [ Penutupan Lahan
1
| (semak,belukar dan rawa)

Sumber: Perka HNP}ﬁn. 2 Tﬂhu;i 2012

Parameter kerentanan lingkungan dikaji untuk seluruh potensi bencana, kecuali cuaca
eksm‘m. Cuaca ekstrim tidak menggunakan parameter ini, dikarenakan tidak merusak
fungsi lahan maupun lingkungan.

Tabel 0.31. Bobot Parameter Kerentanan Lingkungan

| Hutan Lindungabed.cfah <20 Ha 20 - 50 Ha 50 H o

i A i e . =

Hutan Alamabed.efgt <25 Ha | 25-75Ha >75 Ha jh’
Hutan Bakau/ <10 Ha | 10 - 30 Ha >3 : S
MaﬂgTOV(""'I"' Ad.efg.h | . B 20

Semak Belukar | <10 H: | P

ek Ha 10-30 Ha | >30 Ha 20

awgd.b.cd.e g h == 5 . o N

ggud edelen <5 Ha ! 5-20 Ha >20 Ha i ]
Keterangan: a) Tanah Longsor, b) L('{u:-s_b Gt = ; -

. an Gunungapi, ) Kekeri =

L > o , ‘ ) ringan, d) Kebak ;

ahan, e) Banjir. /1 Banjir Bandang. g) GGelombang Fkstrim dan Abrasi, dan h}) Ts-m:a:ir'(m it dan
' i

- BT =




Analisis parameter kerentanan lingkungan tidak melibatkan pembobotan antar
parameter karena merupakan data spasial yang tidak saling bersinggungan dan dapat
tersedia langsung pada data penggunaan/penutup lahan. Masing-masing parameter
dalam kajian kerentanan lingkungan dianalisis sebagai jumlah luasan (Ha) lahan yang
berfungsi ekologis lingkungan yang berpotensi (terdampak) mengalami kerusakan akibat
berada dalam suatu daerah (bahaya) bencana. Penyesuaian kondisi parameter terhadap
masing-masing kelas bahaya dapat diasumsikan sebagai berikut:

- Bahaya Rendah ~ tidak ada kerusakan;

- Bahaya Sedang ~ 50% luasan lingkungan terdampak kerusakan;

- Bahaya Tinggi ~ 100% luasan lingkungan terdampak kerusakan
3.1.2.5. Kerentanan Epidemi dan Wabah Penyalat

Penyusunan peta kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit pada dasarnya sama dengan
cara penyusunan peta kerentanan bahaya alam yang telah dijelaskan sebelumnya pada
bab ini, namun terbatas pada perhitungan indeks kerentanan dari sisi komponen sosial
saja dengan analisis spasial berbasis wilayah administrasi kecamatan, begitu juga
dengan jenis dan sumber data yang digunakan. Adapun parameter yang digtiinakan
untuk penyusunan peta kerentanan EWP adalah sebagai berikut:

- Kepadatan Penduduk
- Rasio Jenis Kelamin
- Rasio Umur Rentan (Balita dan Lansia)

3.1.2.6. Kerentanan Covid-19

Penyusunan peta kerentanan Covid-19 pada dasarnya sama dengan cara penyusunan
peta kerentanan bahaya alam yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini, namun
terbatas pada perhitungan indeks kerentanan dari sisi komponen sosial saja, begitu juga
dengan jenis dan sumber data yang digunakan. Adapun parameter vang digunakan
untuk penyusunan peta kerentanan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- Kepadatan Penduduk

— Rasio Jenis Kclamin

— Rasio Umur Rentan (Balita dan Lansia)

3.1.3. PENGKA.JTAN KAPASITAS

3.1.3.1. Kapasitas Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas
daera}_l. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta
kapasitas yang kemudian ditumpangsusunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta
kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun
2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.
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Dari fasilitasi pelaksanaan kegiatan penilaian IKD di 34 pro-vix'lsi dan 514
kabupaten/kota ini, diharapkan dapat menghasilkan kajian kapasitas di tingkat prov.nfm
dan kabupaten kota dengan mengacu kepada priorilas program pcngurangan risiko
bencana.

Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan
kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yal:lg .secara langsung
berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah
disepakati dalam mewujudkan kabupaten /kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam
penurunan indeks risiko bencana.

Sejak tahun 2016 indeks dan tingkat ketahanan daerah di-nilai dengan.mf:nggunakm
indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 foku.s pl":or'ltas dan 16
sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri
dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 per.tenyaan]. Dari p.en(m..paia.n
71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan,

diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:
1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
Penanganan tematik kawasan rawan bencana
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
Pengembangan sistem pemulihan bencana

Ngaseb

Penilaian IKD dilakukan pada periode bulan Juni 2021 - Agustus 2021. Dalam proses
pengumpulan data ketahanan daerah ini, diperlukan diskusi grup terfokus (FGD) yang
terdiri dari berbagai pihak di daerah yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk
memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam kuesioner.
Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi. Bukti
verifikasi ini yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil
FGD. Setelah masing-masing pertanyaan terjawab, hasil akan diolah dengan

menggunakan alat bantu analisis dalam spreadsheet atau dalam platform IKD di
InaRISK.

Nilai indcks ketahanan daerah berada pada rentang nilat 0 — 1, dengan pembagian kelas
tingkat ketahanan daerah:

¢ Indeks < 0,4 adalah Rendah
* Indeks 0,4 - 0,8 adalah Sedang
e Indeks 0,8 - 1 adalah Tinggi

Nilai Indeks Kapasitas Daerah untuk Provinsi merupakan nilai agregat dari Indeks
Ketahanan Daerah hasil penilaian IKD Provinsi dan hasil penilaian IKD seluruh
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kabupaten/kota di dalam provinsi yang bersangkutan dengan bobot 40 persen komponen
nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi sendiri dan 60 persen komponen yang berasal
dari rerata nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota.

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan ‘dacrah dalam
suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa

seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks

tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks baha}ya'
dan kerentanan. Oleh karenanya, yang dilakukan adalah mengubah (transformasi) nilai

indeks ketahanan daerah (IKD) ke dalam skala yang sama dengan menggunakan
persamaan berikut.

13
JikaIKD < DOS, IK ;= a—“.IKD

13
JikaoaD<JKD< 08 IKy=1 3~ t-0_4- (IKD —04))

1-3
Jikaos D« IKDS 1. IKDr=2 3~{u—ztm - 08

Hasil transformasi nilai IKD tersebut selanjutnya akan digunakan secara langsung pada
proses penggabungan secara spasial antara IKD Provinsi dengan IKD Kabupaten.

3.1.3.2. Kapasitas Epidemi dan Wabah Penyakit

Penyusunan peta kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bahaya Epidemi dan
Wabah Penyakit dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan pemerintah daerah
dari segi ketersediaan layanan fasilitas kesehatan di level kecamatan. Adapun parameter
yang dianalicie adalah eebagai berilut:

- Jumlah Rumah Sakit

- Jumlah Puskesmas

- Jumlah fasilitas kesehatan lainnya

- Kapasitas fasilitas kesehatan

Analisis spasial masing-masing parameter dilakukan dengan metode densitas (kepadatan
berdasarkan sebaran titik lokasi) dengan radius layanan minimum 3 kilometer dan diberi
bt?bOt yang seimbang. Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistik zonal herbasis
wllay.ah kecamatan untuk memperoleh nilai indeks kapasitas berdasarkan nilai rata-rata
densitas hasil normalisasi di masing-masing wilayah administrasi kecamatan.

3.1.3.3. Kapasitas Covid-19

Ptenyununan peta kapasitas dacrah dalam menghadapi potensi bahaya Covid-19
dﬂakukan dengan memperhitungkan kemampuan pemerintah daerah dari segi
ketersediaan layanan fasilitas kesehatan di level kecamatan dan rasio vaksinasi di level
kabupaten/kota. Adapun paramcter yang dianalisis adalah sebagai berikut:

W



- Jumlah Rumah Sakit

- Jumlah Puskesmas

- Jumlah fasilitas kesehatan lainnya
- Kapasitas fasilitas kesehatan

- Rasio vaksinasi tahap-2

Analisis spasial masing-masing parameter dilakukan dengan metode densitas (kepadatan
berdasarkan sebaran titik lokasi) dengan radius layanan minimum 3 kilometer dan diberi

bobot vang seimbang Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistik zonal berbasis
wilayah kecamatan untuk memperoleh nilai indeks kapasitas berdasarkan nilai rata-rata

densitas hasil normalisasi di masing-masing wilayah administrasi kecamatan.

3.1.4. PENGKAJIAN RISIKO

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks
ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan
kalkulasi secara spasial sehingga menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat
dipergunakan untuk menyusun penjelasan peta risiko bencana. Pencntuan indeks risiko
dilakukan menggunakan konsep persamaan berikut:

R=¥u xv x(1—c)

atau

g=(n Xv X(1 —¢))'"*

Rewevu-o)”

=

Gambar 0.18. Alir Proses Penyusunan Peta Indeks Risiko
Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012
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Berdasarkan pendekatan tersebut, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan
sebagai dasar untuk upaya pengurangan risiko bencana melalui pengurangan aspek
bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Hasil pengkajian risiko bencana
ditampilkan ke dalam nilai indeks yang memiliki rentang nilai O - 1. Nilai indeks 0 -
0,333 menunjukkan kelas risiko rendah, nilai indcks 0,334 - 0,666 menunjukkan kelas
risiko sedang, dan nilai indeks 0,667 — 1 menunjukkan kelas risiko tinggi.

3.1.5. PENARIKAN KESIMPULAN KELAS

Pengkajian Risiko Bencana menggunakan unit analisis kecamatan untuk
mendeskripsikan kelas bencana. Penentuan kelas yang akan dijelaskan berlaku untuk
kajian bahaya, kerentanan dan risiko. Penentuan kelas tersebut sesuai ketentuan kelas
rendah, sedang, tinggi. Nilai indeks mayoritas adalah unit analisis yang digunakan untuk
menentukan kelas per kecamatan. Kelas maksimal per kecamatan digunakan untuk
menentukan kelas di tingkat kabupaten. Selanjutnya kelas maksimal per kabupaten
digunakan untuk menentukan kelas di tingkat provinsi, seperti yang ditunjukkan pada
gambar berikut.

PROVINSI
(KELAS KABUPATEN MAKSIMUM)

KABUPATEN
(KELAS KECAMATAN MAKSIMUM)

Gambar 0.19. Pengambilan Kesimpulan Kelas Bahaya, Kerentanan, dan Risiko
3.2. KAJIAN BAHAYA

Hasil kajian bahaya di Provinsi Banten dituangkan ke dalam bentuk luasan bahaya dan
kelas bahaya untuk seluruh potensi bencana yang ada. Peta bahaya dan detail kajian

baha-ya_per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran Album Peta Risiko Bencan
Provinsi Banten dan Matriks Kajian Risiko Bencana Provinei Banten paj.mna
satu kesatuan dari dokumen ini. e

3.2.1. BAHAYA BANJIR

:Failayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi
be::r dak:;n be'rm.;la l:-ll a'ckitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis
= asar Ezlm ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko

ncana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian 'gcnangan kurang dari
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sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; Wilayah dcngan ketinggian
genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wlli.l}'ah- dengan
ketinggian genangan di atas 150 ¢ termasuk dalam kategori bahaya UNgel (BNPB,

2019).

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayal daratan yang normalnya kering r!an
diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap ?-:ang_ dtseba?:)ka}n curah htjuan
yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa :.nenjgm bencana _\gng
merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Qleh sebhah :u.
penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi ha}l yang Sserius. Berdaz‘v.ardxran
perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bah?"’i an
besaran potensi luas bahaya di Provinsi Banten. Berdasarkan pnrumctcr_pahs?}-n anjir
tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi
Banten, dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.32. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Banten

B ? Eggﬁ?ﬁn 203 | 14356 ] 16.775| 31.534 | TINGGI
" 2 | PANDEGLANG 793 | 26.636 | 31.252 | 58.681 | TINGGI
3 | SERANG ) To87 | 31.616 | 41.596 | 74.898 | TINGGI
a | TANGERANG 1.528 | 31.408 | 34.391 | 67.327 | TINGGI
B l13 :i?)t'?,\ CILEGON 38 2.568 2,013 4.619 | TINGGI
2 | KOTA SERANG o 650 7.690 4230 | 12.570 | SEDANG
3 | KOTA TANGERANG 580 8.544 3.727 | 12.851 | TINGGI
4 | KOTA TANGERANG SELATAN 71 3.537 1.892 5499 | TINGGI
[ Provinsi Banten - 5.750 | 126.354 | 135.876 | 267.980 | TINGGI

Sumber: Hasil Analis is Tahun 2021

Tabel di atas memperlilatkan potensi luas bahaya banjir di Provine: Banten. Potenei
bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang
memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahava. Luas
bahaya Provinsi Banten ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir
kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir

Provinsi Banten ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di
Provinsi Banten yang terdampak banjir.

Total luas bahaya banjir di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 267.980 Ha dan
berada pada kelas Tinggi. Luas

bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas
rendah seluas 5.750 Ha, kelas

sedang seluas 126.354 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas
tinggl adalah seluas 135.876Ha.
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Bahaya Banjir

Luas Lahan [Ha)

Gambar 0.20. Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Banten
Sumber - Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir ké‘bl..lpaten/kot.a di‘Prownfl
Banten terdampak bahaya banjir. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya
banjir pada kelas rendah dan pada kelas sedang adalah kabupaten Scrang dengan
masing-masing luas 1.687 Ha pada kelas rendah dan 31.616 Ha pada kelas sedang.
Demikian pula untuk kelas tinggi dengan luas 41.596 Ha adalah kabupaten Serang.

3.2.2. BAHAYA BANJIR BANDANG

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit
yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas
tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam,
yvang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan
potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinei Banten pada
tiap-tiap Kabupaten/Kota, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan
tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.33. Potensi Bahaya Ranjir RBandang di Provinsi Banten

A Kabupaten

1 | LEBAK 1.831 4.767 9.658 | 16.255| TINGGI

2 | PANDEGLANG 1.633 2.663 5.265| 9.561 | TINGGI

3 | SERANG ) 1.875 2.490 5.435| 9.800| TINGGI

4 | TANGERANG 30 100 171 301 | TINGGI |
B Kota - - - ) o __

1| KOTA SERANG i 11 109 270 390 | TINGGI
2 | KOTA TANGERANG _ 12 22 31 65| TINGGI
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3 | KOTA TANGERANG SELATAN 27 101 122 250 | TINGGI

—
L

Provinsi Banten 5419 10.252 20.951 36.622 TINGGI
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota
yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian
bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Banten ditentukan berdasarkan
rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan
kelas bahaya banjir bandang Provinsi Banten ditentukan dengan melihat kelas bahaya
maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Banten adalah 36.622 Ha dan berada
pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya,
yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.4190 Ha, kelas sedang seluas 10.252 Ha,
sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas
20.951 Ha. Di sisi lain, Kota Cilegon tidak terdapat potensi bahaya banjir bandang.

Bahaya Banjir Bandang

Luas Lahan (Ha)

“-}.'

=

m - ATIE ® Tinggl

Gambar 0.21. Grasﬁk Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Banten
umber : Hasil Pengolahan Data Tah
- . u
:l:n: (Jklacllus memperiihatkan sebaran luas bahaya banjir ba:dionzgldi Provinsi B
b:r:mms‘btup?t;nélkc:a; terdampak bahaya banjir bandang. Bahaya banjir bana:l];:
i terja 1 4 (empat) kabupaten dan 3 (tiga) k
ota dengan luas bah inggi
di kelas rendah adalah kabu > i . : o ot
paten Serang, vakni seluas 1.875 Ha. Sem i
adal 3 " entara
:::a:; bahaya tc}'tlngg'l pada kelas sedang terdapat di Kabupaten Lebak yakni scl::s l;n';zg
a dan kelas tinggi juga terdapat di Kabupaten Lebak dengan luas 9.658 Ha '
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3.2.3. BAHAYA CUACA EKSTRIM

Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian
ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ckstrim
berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai.
Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas
bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Banten, seperti yang ditunjukkan
dilihat pada tabel.

Tabel 0.34. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

A Kabupaten - B

| | LEBAK 202.486 | 43.380 | 33.350 | 279.216 | TINGGI

2 | PANDEGLANG 102.506 | 59.070 | 92.030 | 253.606 | TINGGI
"3 | SERANG _ - ) 29472 | 17.740 | 102.775 | 149.987 | TINGGI

4 | TANGERANG B I 722 | 100.462 | 101.186 | TINGGI

B Kota

1 | KOTA CILEGON 2 465 1.911 9291 | 13.667 | TINGGI |

2 | KOTA SERANG 3.852 3.180 | 19.630 26.671 | TINGGI

3 | KOTA TANGERANG - -| 15.393 15.393 | TINGGI

4 | KOTA TANGERANG SELATAN | - 1| 14.718 14.719 | TINGGI

~ Provinsi Banten 340.783 | 126.013 | 387.650 | 854.445 | TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel terscbut di atas memaparkan jumlah luasan
kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di
Provinsi Banten berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Banten ditentukan
berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan
dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak
cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Banten secara
keseluruhan adalah seluas 854.445 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Darn total luas
bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 340.783 Ha, pada kelas

sedang sclugs 126.013 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim
pada kelas tinggi seluas 387.650 Ha. »
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Gambar 0.22. Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten
sumber : Hasil Penyoluhun Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di di Provinsi
Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kabupaten/kota yang
memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah adalah .Ks‘lbupaten Lebak
dengan luas 202.486 Ha. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas tertinggi
bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang adalah kabupaten Pandeglang dengan Iu.an
59.070 Ha. Sementara itu kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim
pada kelas tinggi adalah kabupaten Serang seluas 102.775 Ha.

3.2.4. BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya
siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana
alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan
memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan
deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut
dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya discbut juga crosi pantai.
Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam
daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun

manusia sering discbut scbagai penycbab utama abrasi ((BNPB, Definisi dan Jenis
bencana, (hitp.// unww brph go. icd)).

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi (GEA) dibuat sesuai dengan metode yang
terdapat dalam Perka Nomor 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusunan tersebut
tcr(‘ﬂri dan unggl gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk
garis pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter
kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-
masing kelas menggunakan metode skoring.
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Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut,
potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten,
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.35. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Banten

maka diperoleh

A | Kabupaten

1 | LEBAK 161 45 1.232 1.438 TINGGI

2 | PANDEGLANG 2.766 1.518 2.837 7.121 TINGGI

3 SERANG 1.268 209 1.362 2.840 TINGGI

4 | TANGERANG 626 60 195 882 TINGGI |

B | Kota

1 | K(C )TA CILEGON 113 30 S60 702 TINGGI

2 KOTA SERANG 101 S5 89 195 RENDAH
Provinsi Banten 5.036 1.867 | 6.275 | 13.178 | _TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan
wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap hencana gelombang ekstrim dan abrasi
berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang
ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Banten ditentukan berdasarkan rekapitulasi total
Juas bahaya scluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi,
sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten ditentukan
dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah vang terdampak bencana

gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten adalah sebesar
13.178 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas
bahaya dengan kelas rendah seluas 5.036 Ha, pada kelas sedang scluas 1.867 Ha, dan
kelas tinggi dengan luas 6.275 Ha
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Gambar 0.23. Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021
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Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di
Provinsi Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan
abrasi, dengan Kabupaten Pandeglang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang cksll:i.m
dan abrasi pada kelas rendah, kelas sedang maupun kelas tinggi yaitu masing-masing
seluas 2.766 Ha, 1.518 Ha dan 2.837 Ha.

3.2.5. BAHAYA GEMPABUMI

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang
disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau
runtuhan batuan. Dari penjelasan bencana gempabumi tersebut, maka pengkajian untuk
bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter - parameter sebagai tolok ukur
penghitungan scbagai berikut. (a) Kelas tapografi (h) Intensitas guncangan di batuan

dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Kajian potensi luas dan kclas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter-
parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap

kabupaten/kota di Provinsi Banten sebagai berikut.

Tabel 0.36. Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Banten

Kabupaten

A
1| LEBAK B [ 73.210 | 215.041 | 54.405 [ 342.656 | TINGGI
2 | PANDEGLANG 13.457 | 143.663 | 117.569 | 274689 | TINGGI
3 | SERANG - 59.033 | 108.206 6.188 | 173.428 | SEDANG
4 | TANGERANG 32.225 | 68.328 633 | 101.186 | SEDANG

B Kota - )

| 1| KOTA CILEGON _ [ 10.612 6.821 116 | 17.550 | SEDANG
2 | KOTA SERANG | 5.843| 20.779 49 | 26.671 | SEDANG
3 | KOTA TANGERANG - 3.023| 12.370| - | 15.393 | SEDANG
4 KOTA TANGERANG SELATAN 1.551 13.093 94 14.719 | SEDANQG

Provinsi Banten | 198934 | 588.302 | 179.056 | 966.292 [ TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tal)e’l di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kota di
Provinsi Banten terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi terscbut
merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana
gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Banten ditentukan
berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempabumi
ditentukan dengan melihat kelags bahaya maksimum dari seluruh kabﬁpaten}kom di
Provinsi Banten terdampak bahaya gempabumi.

Dari hasil analisis, total luas bahaya Gempabumi di Provinsi Banten secara keseluruhan
adalah seluas 066.202 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut,

luas bahaya dengan kelas rendah seluas 198.934 Ha, pada kelas sedang seluas 588.302
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Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas

179.056 Ha.

Grafik Gambar 3.20 di bawah mendeskripsikan sebaran luas bahaya gcm?aburm di
untuk kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi, dengan
ertinggi bahaya gempabumi pada kelas rendah dan
seluas 73.210 Ha dan 215.041Ha. Sementara unL.uk
bahaya gempabumi pada kelas tinggi vaitu

Provingi Banten
Kabupaten Lebak memiliki luas t
kelas sedang yaitu masing-masing
daerah yang memiliki luas tertinggi
Kabupaten Pandeglang, yakni seluas 117.569 Ha.

Bahaya Gempabumi

-

] L

was Lahan (Ma)

Gambar 0.24. Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

3.2.6. BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga
mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian
ekonomis  dan atau  nilai  lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.12/Menhut/-11/2009 tentang Pengendalian Hutan).

Dengan menggunakan parameter paramcter scbagaimana tclah diuraikan Jdi  atas,

keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan
lahan di Provinsi Banten sebagai berikut

Tabel 0.37. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

A Kabupaten

1 LEBAK 131.757 54.500 | 17.655 | 203.912 TINGGI
2 PANDEGLANG o 53.786 46.746 | 51.737 152.270 TINGGI
3 SERANG 29.677 11.639 | 3.358 44.674 | SEDANG
4 TANGERANG 106 66 - 172 | SEDANG
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Kota
I | KOTA CILEGON 3463 77 - 3.540 | RENDAH
2 | KOTA SERANG 3.100 - - 3.100 | RENDAH
T 3 | KOTA TANGERANG SELATAN 68 | . 68 | RENDAH |
B Provinsi Banten 221.957 | 113.029 | 72.750 | 407.736 | TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan
kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana
kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran
hutan dan lahan di Provinsi Banten ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas
bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan
Kkelas hahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Banten ditentukan dengan melihat
kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terdampak
bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dari hasil analisis, total luas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten
secara keseluruhan adalah seluas 407.736 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas
bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas
bahaya dengan kelas rendah adalah 221957 Ha, kelas sedang seluas 113.029 Ha,
sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi
adalah seluas 72.750 Ha.

Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Luas Lahan (Ha)
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Gambar 0.25. Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021
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Gambar 0.26. Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hl.nan dan lahan di
Provinsi Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kabupaten
Lebak adalah kabupaten yang memiliki luas bahaya kekeringan dengan ke]as. sedang
tertinggi yaitu seluas 342.326 Ha, Sementara kabupaten/kota pada kelas tinggi dengan
luas tertinggi vaitu Kabupaten Pandeglang seluas 125.674 Ha. Selain itu, tidak ada
kabupaten/kota di Provinsi Banten yang termasuk dalam kategori kelas rendah.

3.2.8. BAHAYA TANAH LONGSOR

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau
bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di
bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya
gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan
tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di
daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka
pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan paramecter-paramceter
sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut : kemiringan lereng, arah lereng,
panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah),
kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah

longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap kabupaten/kota di
Provinsi Banten sebagai berikut.
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Tabel 0.39. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Banten

A Kabupatcn -
1 LEBAK ~17.846 60.555 | 141.465 219.866 | TINGGI
2 | PANDEGLANG 8.431 23.235 27.872 59.538 | TINGGI
3 | SERANG 4.615 20.866 12.705 38.186 | TINGGI
B Kota )
1 KOTA CILEGON 330  1.989 2.053 4.372 | TINGGI
2 | KOTA SERANG 241 1.584 309 2.133 | SEDANG
Provinsi Banten 31.463 108.228 | 184.404 324.095 | TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota
di Provinsi Banten yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor
berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Banten ditentukan
berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak
bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Banten
ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang
terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah
324 095 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci
menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 31.463 Ha, kelas
sedang seluas 108.228 Ha dan kelas tinggi seluas 184.404 Ha.

Grafik pada Gambar 3.23 di bawah memperlihatkan sebaran luas bahaya tanah longsor
di Provinsi Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana tanah longsor. Kabupaten
Lebak adalah kabupaten vang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada seluruh
kelas, yakni kelas rendah seluas 17.846 Ha, kelas sedang pada Kabupaten Lebak seluas
60.555 Ha dan kelas tinggi dengan luas 141.465 Ha.
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Gambar 0.27. Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

3.2.9. BAHAYA TSUNAMI

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana
dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana un‘tglf ban._ve.nk
wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Provinsi Banten yang juga memiliki pesisir.
Ben;:ana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang menyebabkan
pergeceran eecara vertikal di dasar laut Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk
mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan
mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan
gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan penghitungan
parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami untuk Provinsi Banten
sebagai berikut.

Tabel 0.40. Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Banten

A Kabupaten

1 LEBAK 116 93 2.793 3.002 TINGGI
2 PANDEGLANG 1.097 1.103 8916 11.116 TINGGI
3 SERANG i 2.498 36 695 3.229 TINGGI
4 TANGERANG 1.097 - = 1.097 RENDAH
B Kota

1 KOTA CILEGON BT 249 452 877 TINGGI
2 KOTA SERANG 235 : - 235 RENDAH

Provinsi Banten 5219  1.481| 12.85 19.556 TINGGI |

Sumber - Haeil Analisic Tahun 2021
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Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di
Provinsi Banten yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tsunami berdasarkan
kajian bahaya tsunami. Total luas bahaya Provinsi Banten ditentukan berdasarkan
rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak bahaya tsunami,
sedangkan kelas bahaya tsunami Provinsi Banten ditentukan dengan melihat kelas
bahaya maksimum dari setiap kabupaten /kota yang terdampak bencana tsunami.

Potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 19.556 Ha
dan berada pada kelas Tinggi yang tersebar di wilayah pesisir di 4 kabupaten dan 2 kota
di Provinsi Banten. Luas bahaya tsunami tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu
luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.219 Ha, kelas sedang seluas 1.481 Ha dan
kelas tinggi seluas 12.856 Ha.

Bahaya Tsunami
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(v SERANG  TANGIRAN KOTA KOTA SFRAN

Luas Lahan (Ha)

B Her il | I

Gambar 0.28. Grafik Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya tsunami di Provinsi Banten untuk
kabupaten/kota terdampak bencana Tsunami. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi
bahaya tsunami pada kelas rendah adalah kabupaten Serang dengan luas 2.4U8 H
Sedangkan'i(abupaten vang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada l;elaé sedar:.g
dan kelas tinggi adalah kabupaten Pandeglang dengan luas 1.103 Ha pada kelas sedan
dan 8.916 Ha pada kelas tinggi. 8

3.2.10. BAHAYA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Epidemi dan wabah penyakit adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada
suatu popajxlas‘i tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang
mc.lampam laju "ekspektasi” (dugaan), yang didasarkan pada pengalaman mutakhir
Epidemi digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal muasal dan pola-u
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penyebarannya. Epidemi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali,
maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya. Penyakit yang terlibat
dapat disebarkan oleh vektor biologis, dari orang ke orang ataupun dari sumber yang
sama seperti air pencemaran air.

Pengkajian untuk bahaya epidemi dan wabah penyakit dilihat berdasarkan parameter-
parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut.

¢ Malaria

¢ Demam Berdarah
e Campak

+ Difteri

« Hepatitis
¢ Kepadatan penduduk.

Berdasarkan parameter parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya epidemi
dan wabah penyakit yang meliputi luas bahaya terdampak epidemi dan wabah penyakit.
Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 0.41. Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten

A |[Kabupaten

[1 |[PANDEGLANG 274.689 2 - | 274.689 | RENDAH
2 |LEBAK B 342.656 5 - | 342.656 | RENDAH

| 3 [TANGERANG 101.186 ¢ -1 101.186 | RENDAH
4 [SERANG ~ [173.428 . - 1 173.428 | RENDAH

B |Kota el ==Y

| |[KOTA TANGERANG 15.393 . -1 15.303 | RENDAH

2 |KOTA CILEGON 17.550 - -] 17.550 | RENDAH
| 3 |KOTA SERANG B 26.671 - - | 26.671 | RENDAH
Provinsi Banten 951.573 | | -1951.573 | RENDAH |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya terdampak epidemi dan wabah penyakit dari tabel di atas
merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki kondisi rentan
terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit berdasarkan kajian bahaya epidemi dan
wabah penyakit. Total luas bahaya Provinsi Banten ditentukan berdasarkan rekapitulasi
total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak bahaya epidemi dan wabah penyakit,
sedangkan kelas bahaya epidem: dan wabah penyakit Provinsi Banten ditentukan dengan
melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana
epidemi dan wabah penyakit.

Potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten secara keseluruhan
adalah 951.573 Ha dan berada pada kelas Rendah.
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POTENSI LUAS BAHAYA

Gambar 0.29. Grafik Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengoluliurn Data Tahun 2021

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di
Provinsi Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah
ang memiliki luas tertinggl bahaya epidemi dan wabah penyakit

penyakit. Kabupaten y
yaitu 342.656 Ha dan terkecil yaitu di Kota

pada kelas rendah adalah Kabupaten Lebak,
Tangerang yakni seluas 15.393 Ha.

3.2.11. BAHAYA KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan
desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi
dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah),
korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara
global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-
parameter scbagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.
Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan
teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Luasan wilayah

terdampak E(egagalanl. t.ekr:ologi berbeda untuk setiap kawasan tergantung kondisi
daerah. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 0.42. Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

A Kabupaten
.] LEBAK 72 - - 72 RENDAH
2 | PANDEGLANG 1 9 - 10 | SEDANG
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3 | SERANG 17.862 1.450 -1 19.312 | RENDAH

~ 4| TANGERANG 7731 50 -| 7.781 | RENDAH
B | Kota o

] KOTA CILEGON 1.527 7 - | 1.534 | RENDAH

2 | KOTA SERANG B 174 20 - 194 | RENDAH

3 | KOTA TANGERANG 1.273 - - | 1.273 | RENDAH

4 | KOTA TANGERANG SELATAN 211 - - 211 | RENDAH

Piovinsi Dantcn IR K51 1 536 - | 30.387 SEDANG |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi di
Provinsi Banten. Potensi bahaya kegagalan teknologi pada tabel tersebut memaparkan
jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kegagalan
teknologi berdasarkan  kajian bahava Luas bahava Provinsi Banten ditentukan
berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi
ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Banten yang
terdampak kegagalan teknologi.

Potensi luas bahaya kegagalan teknologi secara keseluruhan di Provinsi Banten adalah
seluas 30.387 Ila dan berada pada kelas Sedang

Bahaya kegagalan Teknologi

i

Lahan (Ha)

uas

Gambar 0.30. Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi
Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana kegagalan teknologi. Kabupaten yang

memilild luae tertinggi bahaya kegagalan teknnlogi pada kelas rendah. dan sedang adalah
Kabupaten Serang, vaitu 17.862 Ha dan 1.450 Ha.
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3.2.12. BAHAYA COVID-19

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya Covid-19 dengan menggunakan
parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan
kelas bahaya Covid- 19 di Proviusi Banten sc bagai berilkut.

Tabel 0.43. Potensi Bahaya COVID-19 di Provinsi Banten

. Sedang T Total
A | Kabupaten _
| 1 | LEBAK 313,312 | 23.994 | 5.050 | 342.666 | RENDAH
2 | PANDEGLANG 263.445 | 11.244 - | 274.689 | RENDAH
3 | SERANG ] 142.474 | 30917 37 | 173.428 | RENDAH
4| TANGERANG . 30.349 | 25.410 | 45.428 | 101.186 | TINGGI
B | Kota B
1 | KOTA CILEGON 6.937 9.915 608 | 17.550 | TINGGI
2 | KOTA SERANG 18.079 8.592 - | 26.671 | SEDANG
3 | KUTA TANGERANG _ K 351 12 | 15.030 15.393 | TINGGI
4 | KOTA TANGERANG SELATAN 287 177 | 14.256 | 14.719 | TINGGI
Provinsi Banten 775.233 | 110.260 | 80.799 | 966.292 | TINGGI

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya Covid-19 dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki
kondisi rentan terhadap bencana Covid-19 berdasarkan kajian bahaya Covid-19. Total
luas bahaya Provinsi Banten ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya
seluruh kabupaten/kota terdampak Covid-19, sedangkan kelas bahaya Covid-19 Provinsi
Banten ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Banten
yang terdampak bahaya Covid-19.

Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 966.292 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas
bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas
rendah adalah 775.233 Ha, kelas sedang seluas 110.260 Ha, sedangkan daerah yang
terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 80.799 Ha.

Bahaya Covid-19

i
I- i_ II o s [

¥l

Lua Lahan

Gambar 0.31. Grafik Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021
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Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya Covid-19 di Provinsi Banten untuk
kabupaten/kota terdampak bencana Covid - 19. Kabupaten Lebak adalah kabupaten
yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid -19 pada kelas rendah seluas 313.312 Ha.

0017 Ha adalah kabupaten Serang, Selain itu,

sementara pada kclas scdang ocluae 3
da kelas tinggi adalah Kabupaten Tangerang

kabupaten yang memiliki luas tertinggi pa
dengan luas 45.428 Ha.

3.2.13. BAHAYA LIKUEFAKSI

Berdasarkan hasil kajian potensi luas da
parameter-parameter sebagaimana telah
luas dan kelas bahaya likuefaksi di Provin

n kelas bahaya likuefaksi dengan menggunakan
diuraikan di atas, diperoleh besaran potensi
si Banten seperti yang ditunjukkan dalam tabel

berikut.

Tabel 0.44. Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya likuefaksi dari tabel di atas adalah luasan kabupaten/kota di
Prc?:frinsi Banten yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana likuefaksi berdasarkan
kajian bahaya. Total luas bahaya di Provinsi Banten ditentukan berdasarkan rekapitulasi
total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak bencana likuefaksi schn kan
kelas' bahaya likuefaksi Provinsi Banten ditentukan dengan melihat kc;las balgl !

maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya likuefaksi o

T —_ o 5
dg:?lb'l:l.llits].baba?a likuefaksi di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 198.533 Ha
a pada kelas Sedang. Luas bahaya likuefaks: tersebut dirinci menjadi..3‘ i(elas

bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 30.077 Ha, kelas sedang seluas

161.518 Ha, sedangkan daerah
’ yvang terd : : . )
adalah seluas 6.937 Ha. @ enismpal: butisye. Hischiai’ Padl Lels! fingg)

=971 -

A Kabupaten
1 I KRAK - 15.331 689 16.021 | SEDANG
2 | PANDEGLANG | 22641 458631 [ 2471| 70.T44 SEDANG
3 | SERANG 7.423 36.396 | 2.015| 45.833 | SEDANG
4 TANGERANG - 14 45.596 860 46.469 | SEDANG
| B [ Kota R — — : =
1 KOTA CILEGON - 1.780 752 2.532 | SEDANG
2 | KOTA SERANG - 4.656 150 4.806 | SEDANG
3 | KOTA TANGERANG - 8.095 - 8.095 | SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN - 4.032 - 4,032 | SEDANG
Provinsi Banten 30.077 | 161.518 6.937 | 198.533 | SEDANG |
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Gambar 0.32. Grafik Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi Banten
Sumber - Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya likuefeksi di Provinsi Banten
untuk kabupaten/kota terdampak bencana likuefaksi. Kabt}paten Pandeglang
merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi pada kelas rendah,
kelas sedang, dan kelas tinggi dengan masing-masing seluas 22.641 Ha umu‘k kt;:las
rendah, seluas 45.631 Ha untuk kelas sedang, dan seluas 2.471 Ha untuk kelas tinggi.

3.2.14. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI

Letusan gunungapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan
istilah "erupsi’. Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran material
(pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar (Definisi dan Jenis
Bencana, BNPB). Gunung yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Area sekitar
keberadaan gunung berapi aktif merupakan wilayah rawan terhadap bencana letusan

gunungapi. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya letusan
gunungapi yaitu: Zona aliran dan Zona jatuhan, data yang digunakan Peta KRB I, Il dan
[lI (letusan gunungapi) dengan sumber data PYMBG Tahun 2010.

3.2.14.1 BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI KARANG

Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana Letusan Gunungapi Karang
di Provinsi Banten, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi.

Hasil potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten dapat dilihat
pada tabel berikut:

el I




Tabel 0.45. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten

' T

A Kabupaten

-] 4.639] SEDANG
DEGLANG 3.800 830 :
:]z ZE:ANG , 3.904 577 | 4.480 igg::g
Provinsi Banten 7.713 1.407 | 5120 |

Sumber- Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Karang di Provinsi !Bantcrjn secara k?selru}:uhin
adalah seluas 9.120 Ha dan berada pada kelas Sedang, meskipun tidak ada dde;.i{l;'aHg
dikategorikan kedalam kelas tinggi. Luas bahaya dengan kelas rendah s;luasKabu x oA
dan kelas sedang seluas 1.407 Ha. Selain itu, Kabupaten Pa‘mdcglang ‘an‘ pa
Serang adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya Letusan Gunungapi Karang.

Bahaya Letusan Gunungapi Karang

B ]

Luas Lahan (Ha)

Gambar 0.33. Gralik Potens: Bahaya Letusan Gunungapi Karang di Provins: Banten
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya Letusan Gunungapi Karang di
Provinsi Banten untuk kabupaten/kota. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya

Letusan Gunungapi Karang pada kelas rendah adalah kabupaten Serang dengan luas
4.904 Ha. Sedangkan pada kelas sedang, wilayah dengan luas tertinggl adalah kabupaten
Pandeglang seluas 830 Ha.

3.2.14.2 BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI

Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana Letusan Gunungapi
Pulosari di Provinsi Banten, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan

tinggi. Hasil potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Pulosari di Provinsi Banten dapat
dilihat pada tabel berikut:



Tabel 0.46. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Pulosari di Provinsi Banten

_Sedang
| A |Kabupaten
|1 | PANDEGLANG ] 6.892 | 1.483 507 | 8.881 | TINGGI _
Provinsi Banten 6.892 | 1483 | 507 |  8.881 | TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Pulosari di Provinsi Banten secara keseluruhan
adalah seluas 8.881 Ha dan berada pada kelas Tinggl. Luas bahaya Letusan Gunungapi
Pulosari tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas
rendah seluas 6.892 Ha, kelas sedang seluas 1.483 Ha, dan kelas tinggi seluas 507 Ha.
Selain itu, Kabupaten Pandeglang menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki potensi
bahaya Letusan Gunungapi Pulosari.

3.3. KAJIAN KERENTANAN

Komponen-komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar
penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi
penduduk terpapar dan potensi kerugian. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan
indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Provinsi Banten. Hasil pengkajian
kerentanan lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Kerentanan Provinsi Banten,
sedangkan hasil pengkajian kerentanan tingkat kabupaten/kota untuk setiap jenis
bencana diuraikan pada sub-bab di bawah ini.

3.3.1. KERENTANAN BANJIR

Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Provinsi Banten didapatkan dari potensi
penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan
kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini
dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar yang berpotens: ditimbulkan bencana banjir di
Provinsi Banten dilihat pada tabel

Tabel 0.47. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Banten

A | Kabupaten
1 LEBAK‘ . ‘ 376.711 42.416 49.823 1.384 | SEDANG
2 FTANULL:LAN{J 348.968 36.656 55.267 1.338 | SEDANG
3 | SERANG 802.263 83.240 63.550 2.078 | SEDANG
4 | TANGERANG 1.946.838 183.050 158.748 2.769 | SEDANG
B | Kota

| I\IU'['A CILEGUN 158.374 17.012 8.958 199 | SEDANG
2 | KOTA SERANG 334.714 33.913 18.514 532 | SEDANG
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| 3 | KOTA TANGERANG 1.484,942 | 146,096 56.202 1.301 | SEDANG
KOTA TANGERANG .

4 SELATAN 499.028 44,701 12.364 213 | SEDANG

Provinsi Banten 5.951.838 | 587.084 423.426 9.814 | SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total penduduk terpapar diperoleh daui ckapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
dari kabupaten/kota terdampak bencana banjir. Penduduk terpapar bencana banjir
terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap
bencana banjir. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Banten ditentukan dengan
melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak

bencana banjir.

Penduduk terpapar bencana banjir di Provinsi Banten diperoleh dari total jumlah
penduduk terpapar, yaitu sejumlah 5.951.838 jiwa dan berada pada kelas Sedang.
Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari

kelompok usia rentan sejumlah 587.084 jiwa, penduduk miskin sejumlah 423.426 jiwa,
dan penduduk disabilitas sejumlah 9.814 jiwa.

Penduduk Terpapar Bencana Banjir

" . " ™

Jum ah Penduduk [fiwa)

Gambar 0.34. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Banten
Sumber: Hastl Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk
terpapgr tertinggi bencana banjir adalah Kabupaten Tangerang, yaitu dengan jumlah
potensi penduduk terpapar mencapai 1.946.838 jiwa, dengan- 183.050 jiwa pada
k?lon?[?ok usia rentan, 158.748 jiwa penduduk miskin. Untuk potensi jumlah penduduk
gjizt;ﬂltas teé'papar bencana terbesar terdapat di Kabupaten Tangerang vakni sejumlah
: jiwa. Sementara itu, potensi i jir di insi

il bl A e potensi kerugian bencana banjir di Provinsi Banten dapat



Tabel 0.48. Potensi Kerugian Bencana Banjir di Provinsi Banten

A | Kabupaten ) -
1 | PANDEGLANG 1.771.198 | 1.539.646 | 3.310.843 | TINGGI 952 | TINGGI
2 | LEBAK 1.513.308 632.656 | 2.415.064 | TINGGI 6 | RENDAH
| 3 | TANGERANG 7 881.809 | 5.577.802 | 13.459.611 | TINGGI - -
4 | SERANG 3.393 854 | 3.748.435 | 7.142.289 | TINGGI 209 | TINGGI
R | Kota
}_1 “KOTA TANGERANG | 5.130.742 945.105 | 6.075.847 | TINGGI - W
2 | KOTA CILEGON _ 715.138 | 1.104.016 | 1.819.154 | TINGGI 0 | RENDAH
3 | KOTA SERANG 1.164.685 456.957 | 1.621.642 | TINGGI 0 | RENDAH
;E&T;'?QNGEMNO 1 2.026.426 19b.208 2.222.694 | TINGQI >
Provinsi Banten [23.897.159 | 14.200.886 | 38.098.045 TINGGI | 1.166 | TINGGI |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana banjir di Provinsi Banten merupakan rekapitulasi potensi
kerugian fisik dan ckonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kelas
kerugian tinggi bencana banjir di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum
dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana
banjir adalah sebesar 38,09 triliun rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian
bencana banijir di Provinsi Banten adalah pada kelas Tinggi. Secara terperinci, kerugian
fisik adalah sebesar 23,89 triliun rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 14,2 triliun
rupiah.

POTENSI KERUGIAN

l Lk |.. II || Ili
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Gambar 0.35. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Provinsi

Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat dilihat, kabupaten/kota dengan kerugian q’_’ik dan_:]fr:ﬁ::
ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 71881 triliun fu;ge .
kerugian fisik dan sebesar 5,577 triliun rupiah untuk kerugian ckonomi. a.;rr:j itu,
Kabupaten Tangerang juga merupakan kabupaten dengan total kerugian tertinggi
sebesar 13,459 triliun rupiah.

Potensi Kerusakan Lingkungan

Luas Kerusakan (Ha)

Gambar 0.36. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan
dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kelas kerusakan lingkungan bencana di
Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian 4 kabupaten dan
4 kota terdampak bencana banjir Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir di
Provinsi Banten seluas 1.166 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi.

Kabupaten terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah
Kabupaten Pandeglang dengan luas 952 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana banjir di Provinsi Banten di atas, maka dapat diketahui kelas

kerentanan bencana banjir di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

.




—.‘l L———l - S e

ITADEEB:;: B [ SEDANG | TINGGI | RENDAH | TINGGI _ i
2 | PANDEGLANG [ SEDANG | TINGGI | TINGGI TINGGI _| |
3 | SERANG [ SEDANG | TINGGI | _TINGGI TINGGI _ |
4 | TANGERANG i [ SEDANG | TINGGI SEDANG |

lu'lakom CILEGON T SEDANG | TINGGI | RENDAH | SEDANG

3 | KOTA SERANG | SEDANG | TINGGI | RENDAH 3;0::24

3 | KOTA TANGERANG SEDANG | TINGGI : §Egmd ]

4 | KOTA TANGERANG SELATAN | SEDANG _|_TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahwr 2021
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Banten dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan kelas penduduk terpapar bfnc'anai_
banjir Sedang. Sementara untuk kelas kerentaran, seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Banten dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan kelas Tinggi.

3.3.2. KERENTANAN BANJIR BANDANG

Pengkajian kerentanan bencana banjit bandang dilakukan berdasarkan gTandr—lr
pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks
vaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks
tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar bencana banjis bandang
dapat dilihat pada tabel

Tabel 0.50. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi Banten

A | Kabupaten
| LEBAK B _ 169.003 19.017 23.032 | 682 | SEDANG |
2 | PANDEGLANG 87.454 9.369 11.386 332 | SEDANG
3 | SERANG 83.810 8.765 8.719 230 | SEDANG
4 | TANGERANG ¥ 070093 | 410 f - 6 | onpana |
B_| Kota A ———
1 | KOTA SERANG 2.698 276 136 ' 4 | SEDANG
2 | KOTA TANGERANG 8.630 846 259 6 | SEDANG
3 | KOTA TANGERANG SELATAN [ 9.178 799 208 4 | SEDANG
Provinsi Banten 371.113 40.005 | 44.159 1.264 | SEDANG |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar

dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana banjir bandang. Penduduk
terpapar bencana banjir bandang terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk
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yang berada di area rentan terhadap bencana banjir bandang, Kelas penduduk terpapar
bencana di Provinsi Banten ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar
maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana banjir bandang.

Penduduk terpapar bencana banjir bandang di Provinsi Banten diperoleh dari total
jumlah penduduk terpapar, yaitu sejumlah 371.113 jiwa dan berada pada kelas Sedang.
Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari

kelompok usia rentan sejumlah 40.005 jiwa, penduduk miskin sejumlah 44.159 jiwa, dan
penduduk disabilitas sejumlah 1.264 jiwa.

Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang

‘ |

Jumlah Pendaduk (Jiwa)

Gambar 0.37. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atag, dgpa_l dilihat potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang
Kabupaten yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir bundané

adalah Kabupaten Lebak, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 169.003

jiwa, dengan 10.017 jiwa pada kel 1 i
Y. i sem?;ak 05;3;5-;!‘ usia rentan, 23,032 jiwa penduduk miskin dan

Q ; : ..
edangkan potenosi kerugian bencana banjir bandang dapalt dilihat pada tabel berikut

= G99 -



Tabel 0.51. Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang di Provinsi Banten

A Kabupalen - s - RENDR
I | PANDEGLANG 540,727 354'82 895.612 | TINGGI 21 =
¥ - : RENDA
> | LEBAK - 213.99 "226'63 TINGGI 18| NN
3 [ TANGERANG 57.571 | 19.863 77.434 | TINGGI | z B
- o ) SEDAN
4 | SERANG 526332 | 20097 | 815426 | TINGGI 2 R
L 5 _ G __|
| B | Kota S - _ ]
KOTA TANGERANG T a7.071 | 9.162| 47.133 SEg“N ] N
2 . KOTA SERANG 25.478 3.794 29.272 SEgAN - -
| KOTA TANGERANG ;
27728 | 32.679| 70.407 | TINGGI x
|3 ‘ssmmw 37.728 it e | XA
= ; 5 A K 02 = SED!
. e ——— 223345 | 92047 | 216192 [ mna ok )
2| 3 | ___5__ ] ) G|

“Sumber- Hasil Analists Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana banjir bandang merupakan rekapitulasi potensi kerugian
fisik dan ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kelas kerugian tinggi bencana
hanjir di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh
kabupaten/kota terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana banjir bandang
adalah sebesar 3, 16 triliun rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian
bencana banjir bandang di Provinsi Banten adalah pada kelas Tinggi. Secara terperinci,

kerugian fisik adalah sebesar 2,233 triliun rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar
928,473 milyar rupiah.

Ga — . ey
mbar 0.38. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Ea:lj:x grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah
abupaten Lebak, yaitu sebesar 1,007 triliun rupiah, sementara itu kabupaten dengan
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Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran Juas bahaya kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Banten untuk kabupaten/kota terdampak bencana kebakaran hutan dan. lahan.
Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki luas tertinggi un'tuk
bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah dan kelas sedgng _yaltu masing-
masing seluas 131.757 Ha dan 54.500 Ha. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang
memiliki luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah kabupaten Pandeglang
yakni seluas 51.737 Ha.

3.2.7 BAHAYA KEKERINGAN

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter fakto.r metwrologl
dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, d:r?ernleh hasn.l
pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil
kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan me.nggunakan parameter-
parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya

kekeringan di Provinsi Banten sebagai berikut.

Tabel 0.38. Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Banten

A Kabupaten

I | LEBAK - 342.326 330 | 342.656 | SEDANG

2 | PANDEGLANG - 149.015 | 125.674 | 274.689 | TINGGI

3| SERANG ) - 131.304 | 42.124 | 173.428 | TINGGI

4 | TANGERANG - 101.186 | - | 101.186 | SEDANG

B | Kota S

1| KOTA CILEGON o - 16.199 1.351 | 17.550 | SEDANG |

2 | KOTA SERANG - 26.671 - | 26.671 | SEDANG

3 | KOTA TANGERANG 1S 15.393 -| 15.393 | SEDANG

4 | KOTA TANGERANG SELATAN - 14.719 - | 14.719 | SEDANG
Provinsi Banten - 796.812 | 169.480 | 966.292 TINGGI ___;

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Potensi hahaya kekeringan dari tabel di ataec merupakan luasan kabupaten/kota di
Provinsi Banten yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan

kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Banten ditentukan berdasarkan
rekapitilaai tatal ae hahava kahunatan /leata tordampale Lalaoringan, modamgloan Lola.

bahaya kekeringan Provinsi Banten ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terdampak bencana kekeringan,

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Banten secara
keseluruhan adalah 966.292 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan
terscbut dirinci menjadi 2 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas sedang seluas
796.812 Ha dan kelas tinggi seluas 169.480 Ha. Tidak ada wilayah di Provinsi Banten
yang dikategorikan ke dalam kelas rendah untuk bahaya kekeringan.
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kerugian ekonomi tertinggi adalah kabupaten Pandeglang sebesar 354,885 milyar rupiah.
Kabupaten dengan total Kerugian tertinggi berpotensi terjadi pada Kabupaten Lebak
yakni sebesar 1,222 triliun rupiah.

Kerusakan Lingkungan

Gambar 0.39. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir Bandang di Provinsi
Banten
Swinber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi putensi kerusakan lingkungan
terdampak bencana banjir bandang. Kelas kerusakan lingkungan bencana banjir
bandang di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian
seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. Potensi kerusakan lingkungan
bencana banjir bandang di Provinsi Banten adalah seluas 98 Ha. Kabupaten terdampak
potensi kerugian lingkungan bencana banjir bandang tertinggi adalah kabupaten Serang

dengan luas 59 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana banjir bandang di Provinsi Banten di atas, maka dapat
diketahui kelas kerentanan bencana banjir bandang di tiap kabupaten /kota di Provinsi

Banten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.52. Kelas Kerentanan Bencana Banjir Bandang di Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
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Kabupaten

1 [ LEBAK - SEDANG | TINGGI | RENDAH TINGGI

2 | PANDEGLANG SEDANG | TINGGI | RENDAH TINGGI

3 | SERANG SEDANG | TINGGI | SEDANG TINGGI

4 | TANGERANG SEDANG | TINGGI - ~ SEDANG

Kota T o i
1 | KOTA SERANG ) SEDANG | SEDANG SEDANG
2 | KOTA TANGERANG SEDANG | SEDANG | _SEDANG

3 | KOTA TANGERANG SELATAN | SEDANG | TINGGI | - SEDANG




Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahu
Serang dikategorikan dalam kelas kerentanan Tinggi.
kerentanan bencana banjir bandang di Provinsi Banten adal

kelas penduduk terpapar, secara ke

kategori kelas Sedang.

3.3.3. KERENTANAN CUACA EKSTRIM

Kajian kerentanan pada bagian in
terjadi bencana cuaca ekstrim (angin
ekstrim di Provinsi Banten diperoleh dari pot
rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi.

i bahwa Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang,

Secara keseluruhan, kelas

ah Tinggi. Sedangkan untuk
seluruhan Provinsi Banten termasuk kedalam

i dilakukan untuk mengetahui tingkat kerentanan saat
kencang). Kajian kerentanan untuk bencana cuaca

ensi penduduk terpapar dan kelompok

terpapar bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel.

Tabel 0.53. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim d

Potensi jumlah penduduk

i Provinsi Banten

A | Kabupaten ) - e
1 | LEBAK 1.343.162 | 148.190 | 185.061 5.229 | SEDANG |
2 | PANDEGLANG - 1.270.387 | 135873 | 184.908 4.942 | SEDANG |
'3 | SERANG 1.573.463 164.768 132.538 4.077 | SEDANG |
4 TANGERANG 3.105.043 292.079 240.739 4.130 | SEDANG
B Kota !
|| KOTA CILEGON B 415.397 45.155 | 23.904 588 | SEDANG
.?_‘ | m:a SERANG 687.881 69.838 32.476 1.089 | SEDANG
| KOTA TANGERANG 1.853.462 | 181.765 68.052 1.511 | SEDANG |
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | 1.352.035 | 121.884 | 36.316 650 | SEDANG |
—_ Provins: Banten [1.600.830 | 1.159.552 | 903994 |  22.216 | SEDANG |

Tot.tsl penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana cuaca ekstrim. Penduduk
terpapar bencana cuaca ekstrim terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yan
berada di area rentan terhadap bencana cuaca ckat-rim. ~Kclas pcnduduk te 'a af
bencana ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimurﬁrp dp '
kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. v

Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim di Provinsi Banten diperoleh dari total juml

pcndu'du?c terpapar sejumlah 11.600.830 jiwa dan berada pada kelas Sedan J;{:: .
terperinci, _potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelomg k .
rentan sejumlah 1.159.552 jiwa, penduduk miskin sejumlah 903.994 \I:O ?1&
penduduk disabilitas sejumlah 22.216 jiwa. | S
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Penduduk Terpapar Cuaca Ekstrim

f |' | 2]
Ia.r. I_..- I-‘ |=L l | - | ¥2

fiwia

Jurmniah Penduduk

Gambar 0.40. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat Kabupaten/kota yang memiliki potensi.penduduk
terpapar tertinggi bencana cuaca ckstrim adalah Kabupaten Tangerang, };anf! dengan
jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.105.043 jiwa, dengan 292.079 jiwa ‘ptada
kelompok usia rentan, 240.739 jiwa penduduk miskin dan penduduk disabilitas

sebanyak 4.130 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana cuaca ekstrim di Provinsi Banten dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 0.54. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

| A | Kabupaten .
|| PANDEGLANG | 10560740  4.553.310 [ 15.114.050 | TINGGI
2 | LEBAK o 5.577.237 1.306.592 6.883.830 | TINGGI
3 | TANGERANG 28.131.897 8.211.381 36.343 277 TINGGI
4 | SERANG 12.669.888 5.194.064 17.863.951 | TINGGI
B | Kota
1 | KOTA TANGERANG 16.406.004 2.977.753 | 19.383.757 | TINGGI
2 | KOTA CILEGON 3.415.651 74.693 3.490.344 | TINGGI
3 | KOTA SERANG 6.058.908 1.018.659 7.077.567 TINGGI
4 | KOTA TANGERANG SELATAN 12.349.291 206.757 12.556.048 TINGGI
Provinsi Banten 95.169.615 23.543.209 | 118.712.824 | TINGGI |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana cuaca ekstrim di Provinsi Banten merupakan rekapitulasi
potensi kerugian fisik dan ekonomi dari kabupaten/kota terdampak bencana cuaca
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ekstrim. Kelas kerugian tinggi cuaca ekstrim di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas
maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk
bencana cuaca ekstrim adalah sebesar 118, 712 triliun rupiah. Berdasarkan kajian
dihasilkan kelas kerugian bencana cuaca ekstrim di Provinsi Banten adalah pada ke.laa
Tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik sebesar 95,169 triliun rupiah, dan kerugian

ekonomi sebesar 23,543 triliun rupiah.

POTENS!I KERUGIAN

||-|||I.L|l

Gambar 0.41. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrim d
Provinsi Banten
Sumber: Hast Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan kerugian fisik dan kerugian
ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 28,131 triliun rupiah
untuk kerugian fisik dan 8,211 triliun rupiah untuk kerugian ekonomi. Demikian pula
untuk kabupaten dengan total kerugian tertinggi yakni Kabupaten Tangerang sebesar
36,343 triliun rupiah.

Analisis potensi kerentanan lingkungan tidak dianalisis pada kajian cuaca ekstrim, hal
ini dikarenakan cuaca ekstrim terjadi di wilayah dengan keterbukaan lahan vang tinggi,
dan dianggap tidak berpotensi merusak dan mengganggu fungsi lingkungan.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian dari bencana cuaca
eketrim di Provinei Ranten di atan, mala dapat diketahui kelas kerentanan Lonvana
cuaca ekstrim di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 0.55. Kelas Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

_Kabupaten |
1 | LEBAK - SEDANG | TINGGI - TINGGI
2 | PANDEGLANG SEDANG | TINGGI - | TINGGI
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3(SERANG | SEDANG | TINGGL | - | _TINGGI

[ 4 | TANGERANG SEDANG | TINGGI | - | TINGGI

Kowa! o o e S

1 |KOTACILEGON | SEDANG | TINGGI - | TINGGI

2 | KOTA SERANG B SEDANG | TINGGI - TINGGI |

3 | KOTA TANGERANG SEDANG | TINGGI “TINGGI |
SEDANG | TINGGIL - TINGGI

4 | KOTA TANGERANG SELATAN

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan, kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim
di Provinsi Banten adalah Tinggi. Sementara untuk kelas penduduk terpapar, secara
umum Provinsi Banten terkategorikan dalam kelas Sedang.

3.3.4. KERENTANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Kajian kerentanan untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten
didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian,

baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan

potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas
kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Rekapitulasi potensi penduduk

terpapar bencana gelombang ckstrim dan abras: di Provinsi Banten dapat dilihat pada
tabel.

Tabel 0.56. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi di
Provinsi Banten

A | Kabupatcn

| 1 | LEBAK ‘ P
| g - . 10.273 1.095 | 1.441 | a6 ’ SEDANG
2 | PANDEGLANG - J
Dl __26.550 2.677 | 4,276 80 SEDANG
3 SERANG
21.272 :' 2. 168 2046 60 | SEDANG
4 | TANGERANG N - ’ :
. 7.461 ‘ 746 911 13 | 3 3
B | Kota - AEDANG
1 KUTA CILEGUN - - = e |
12.792 1.374 878 12 SEDANG
2 KOTA SERANG
}"_b— S ——— s }J.233 1251 127 3 SEDANG
rovinsi Banten 70.581 8.185 9.679 | " 204 | SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
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Total penduduk terpapar diperoleh dari 1ckapitulasi hasil potenei penduduk ﬂ-‘l"[}apﬂr
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana gelprnbefng. ekstrira dan
abrasi. Penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi, terjadi berdasarkan
banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana gfrlomhang
ekstrim dan abrasi. Kelas penduduk terpapar bencana di !frovinm Banten ditentukan
dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota
terdampak bencana gelombang ckstrim dan abrasi. o o _
Pcndudpl.fk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten diperolch
dari total jumlah penduduk terpapar sejumlah 79.581 jiwa dan berada pada. -kelas.
Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan te.':dm dari
kelompok umur rentan sejumlah 8.185 jiwa, penduduk miskin sejumlah 9.679 jiwa, dan
penduduk disabilitas sejumlah 204 jiwa.

Penduduk Terpapar
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Gambar 0.42. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan
Abrasi di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk
teljpapar tertinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kabupaten Pandeglang,
yaitu dengan potensi jumlah penduduk terpapar mencapai 26.550 jiwa, kelompok umur

rentan sebanyak 2.677 jiwa, penduduk miskin sebanyak 4.276 jiwa. Dan jumlah
penduduk disabilitas yang terpapar bencana sebesar 80 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 0.57. Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Banten

_A | Kabupaten o
| | PANDEGLANG 204.032 29,341 | 233.373 | SEDANG | 692 | TINGGI
| 2 | LEBAK 77.516 6.086 83.602 | SEDANG - -
3 | TANGERANG 26.014 - 26.014 | RENDAH -1-
4 | SERANG 166.665 3.948 | 170.613 | SEDANG 23 | RENDAH
B | Kota )
| 1 | KOTA CILEGON 147.624 998 | 148.622 | SEDANG - -
2 | KOTA SERANG 9.061 - 9.061 | RENDAH - -
Provinsi Banten 630913 40.373 | 671.286 | SEDANG 715 | TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten
merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ckonumi kabupaten/kota terdampak
bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas kerugian tinggi bencana gelombang
ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil
kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana gelombang
ekstrim dan abrasi adalah sebesar 671,28 milyar rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan
kelas kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten adalah pada
kelas Sedang. Secara terperinci, kerugian hsik adalah sebesar 630,91 milyar rupiah dan
kerugian ekonomi sebesar 40,37 milyar rupiah.

POTENSI KERUGIAN

Gambar 0.43. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gelombang Ekstrim
dan Abrasi

di Provinsi Banten

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021
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Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan potensi kerugian f-lsik dan
ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 233,37 milyar rupiah yang
terbagi pada kerugian fisik dan sebesar 204,03 milyar rupiah dan untuk kerugian

ekonomi sebesar 29,34 milyar rupiah.

Kerusakan Lingkungan

3

1ds Kertsaran

: J
Gambar 0.44. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gelombang Ekstrim dan
Abrasi
di Provinsi Banten
Sumber: Hastl Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan
dari kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas
kerusakan lingkungan bencana di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum
dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten
seluas 715 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kabupaten/kota
terdampak potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi
tertinggi adalah kabupaten Pandeglang dengan luas 692 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan

lingkungan dari bencana gelombang ckstrim dan abrasi di Provinsi Banten di atas. maka
dapat diketahui kelas kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di tiap

kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 0.58. Kelas Kerentanan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi

Banten

Kabupaten _ e

1 [ LEBAK SEDANG | SEDANG - | SEDANG

2 | PANDEGLANG SEDANG | SEDANG _ TINGGI | TINGGI

3 | SERANG SEDANG | SEDANG RENDAH ~ SEDANG
4 [ TANGERANG | SEDANG RENDAH : SEDANG
Kota e}
'r__l [ KOTA CILEGON | SEDANG | SEDANG - | __SEDANG |
2 | KOTA SERANG SEDANG RENDAH RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Banten dikategorikan memiliki kelas kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi
adalah Tinggi.

3.3.5. KERENTANAN GEMPABUMI

Kajian kerentanan untuk bencana gempabumi di Provinsi Banten didapatkan dari
potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik
maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis
dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana gempabumi.
Rekapitulast potensi penduduk terpapar yang ditimbulkan bencana gempabumi di
Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel.

Tabel 0.59. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi Banten

| A | Kabupatcn _ - -
"1 | LEBAK ) 1.402.288 | 154.178 | 193.404 5.479 | SEDANG
|2 | PANDEGLANG ~ [ 1318614 | 141.198| 191447  5.128 | SEDANG
| 3 | SERANG _ 1.623.409 169.984 | 137.198 4.202 | SEDANG |
4 | TANGERANG 3.105.042 | 292.079 | 240.739 | 4.130 | SEDANG |
B | Kota |
I | KOTA CILEGON [ 440.901 F0.001 | 26.869 613 | SEDANG |
2 | KOTA SERANG | es7.881 69.838 | 32.476 | 1.089 | SEDANG |
3 | KOTA TANCERANG 1.853.462 181 765 AR 052 1.511 | SEDANG |
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | 1.352.035 121.884 36.316 | 650 | SEDANG
Provinsi Banten 11.788.692 | 1.179.307 925.491 22.802 | SEDANG |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak gempabumi. Penduduk terpapar
bencana gempabumi, terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di
area rentan terhadap bencana gempabumi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi
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Banten ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh

kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi. . . |
Penduduk terpapar bencana gempabumi di Provinsi Banten dipervleh d?“ total jumlah
penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 11.788.692 jiwa dan berada

pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan
terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 1.179.307 jiwa, penduduk miskin sejumlah
925.491 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 22.802 jiwa.

jumlah Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi

nhah Pendudut (Nws)

Gambar 0.45. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk
terpapar bencana gempabumi di Provinsi Banten. Kota yang memiliki potensi penduduk
terpapar tertinggi bencana gempabumi adalah Kabupaten Tangerang, yaitu dengan
jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.105.042 jiwa, dan dari kelompok umur
rentan sebanyak 292.079 jiwa serta dari kelompok penduduk miskin sebanyak 240.739
jiwa. Sementara itu untuk potensi terbesar jumlah penduduk terpapar dari kelompok
penduduk penduduk disabilitas berasal dari Kabupaten Lebak sebanyak 5.479 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana gempabumi di Provinsi Banten dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 0.60. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Provinsi Banten

| A | Kabupaten
1 | PANDEGLANG i 6.833.881 | 4.960.368 | 11.794.249 | TINGGI
2 |LEBAK 6.035.685 4.939.006 10.974.691 TINGGI
3 | TANGERANG 4.209.778 2.732.663 6.942.441 | TINGGI
4 | SERANG 2.849.300 2.067.974 4.917.283 | TINGGI
B | Kota _ e : .
| | KOTA TANGERANG | 2.663.850 | 816.516 |  3.480.366 | TINGGI
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2 | KOTA CILEGON 555.895 297.017 852911 TINGGI
3 | KOTA SERANG B 1.261.172 | 386.935 1.648.107 | TINGGI
4 | KOTA TANGERANG SELATAN 2.351 .031_% e 366.868 | 0.717.600 | TINGGI

Provinsi Banten 26.761.401 16.566.345 43.327.746 TINGGI

“Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
Total potensi kerugian bencana gempabumi di Provinsi Banten merupakan rekapitulasi

potensi kerugian fisik dan ekonomi dari kabupaten/kota terdampak bencana
gempabumi. Kelas kerugian tinggi gempabumi di Provinsi Banten dilihat berdasarkan
kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian
untuk bencana gempabumi adalah sebesar 43,32 triliun rupiah. Berdasarkan kajian
dihasilkan kelas kerugian bencana gempabumi di Provinsi Banten adalah pada kelas
Tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik sebesar 26,76 triliun rupiah, dan kerugian
ekonomi sebesar 16,56 triliun rupiah.

POTENS!I KERUGIAN

..|.|.|.hi||

Gambar 0.46. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gempabumi di

Provinsi Banten
Sumber. Hasil J'\_'!lw.-h:huu Data Talhtun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota dengan kerugian fisik dan kerugian
ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang, yaitu sebesar 6,83 triliun rupiah untuk
kerugian fisik dan 4,96 triliun rupiah untuk kerugian ekonomi. Demikian pula untuk
kabupaten dengan total kerugian tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang scbesar
11,79 triliun rupiah.
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Analisis potensi kerentanail lingkungan tidak dianalisis pada kajian gempabumi, hal ini
dikarenakan gempabumi dianggap tidak berpotensi merusak dan mengganggu fungsi

lingkungan.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana gempabumi di Provinsi Banten di atas, maka dapat diketahui
kelas Kerentanan bencana gempabumi di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.61. Kelas Kerentanan Bencana Gempabumi di Provinsi Banten

Kabupaten

SEDANG | TINGGI | - [ TINGGI __}

1 [ LEBAK [ SED ] )

"2 | PANDEGLANG SEDANG | TINGGI - | TINGGL |
3 | SERANG SEDANG | TINGGI - | SEDANG |
4 | TANGERANG | SEDANG | TINGGI | - | SEDANG
Kota R R 1
1 | KOTA CILEGON | SEDANG | TINGGI | = SEDANG _|

2 | KOTA SERANG | SEDANG | TINGGI | - | SEDANG |

3 | KOTA TANGERANG | SEDANG [ TINGGI | - SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | SEDANG | TINGGI - SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten /kota di Provinsi
Banten dikategorikan memiliki kelas kerentanan bencana gempabumi adalah Tinggi
dengan kategori kelas penduduk terpapar Sedang serta kelas kerugian yang juga Tinggi.

3.3.6. KERENTANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten
didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian,
baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan
potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas
kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun, dalam kebakaran hutan dan
lahan tidak ditemui adanya kerentanan sosial yang meliputi penduduk terpapar dan
kelompok rentan, schingga rekapitulasi potensi penduduk terpapar tidak ditampilkan.

Reka.plt.ulasi potensi kerugian vang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.62. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

A | Kabupaten
| | PANDEGLANG ! 705.378 | 705.378 Ri-:zm 5.731 | TINGGI
2 | LEBAK ' - 123.256 | 123.256 | RENDA 3.164 | TINGGI |

=112-



H
3 | TANGERANG . 6.569 | 6.569 | RENDA R
4 | SERANG . 151.246 | 151.246 RE:DA 1.703 | TINGGI
B | Kota -
1 | KOTA CILEGON - 138.033 | 138.033 | RENDA B
2 | KOTA SERANG . 8.747 | 8.747 RE:'!DA ) RE:DA
KUTA TANGERANG 5 RENDA
3 SELATAN = 9.539 9.539 H - 3
Provinsi Banten : L'416? qusb? RE:DA 10.598 | TINGGI

" Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten
merupakan rekapitulasi ekonomi dan kabupaten/kota di Provinsi Danten terdampak
bencana kebakaran hutan dan lahan. Kelas kerugian tinggi bencana kebakaran hutan
dan lahan di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian
seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana kebakaran hutan
dan lahan adalah sebesar 1,14 triliun rupiah. Tidak ada potensi kerugian fisik dalam
bencana kebakaran hutan dan lahan, sehingga total kerugian ditentukan berdasarkan
perhitungan potensi kerugian ckonomi saja. Berdasarkan kajian dihasilkan kclas
kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten adalah pada kelas

Rendah.

POTENSI KERUGIAN

Gambar 0.47. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kebakaran Hutan
dan Lahan di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021
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Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten dengan kerugian ekonomi tertinggi sebesar
705,37 milyar rupiah adalah Kabupaten Pandeglang.

Kerusakan Lingkungan

Luias Kerusakan | Ha)

Gambar 0.48. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.
Kelas kerusakan lingkungan bencana di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas
maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana kebakaran hutan dan
lahan. Potensi kerusakan lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi
Banten adalah 10.598 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kabupaten

terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi
adalah kabupaten Pandeglang dengan luas 5.731 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten di atas, maka
dapat diketahui kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di tiap
kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.63. Kelas Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

Kabupaten

1 | LEBAK . _ : RENDAH | TINGGI | TINGGI
2 | PANDEGLANG | RENDAH | TINGGI TINGGI
3 | SERANG - RENDAH TINGGI SEDANG |
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4 | TANGERANG - | RENDAH | : | RENDAH
Kula ) _ - e

1 | KOTA CILEGON ~ [ RENDAH | - | RENDAH

2 | KOTA SERANG - RENDAH | RENDAH RENDAH

3 | KOTA TANGERANG SELATAN - RENDAH - RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa di Provinsi Banten
untuk bencana kebakatan hutan dan lahan dikatcgorikan kelas kerentanan Tingm
dengan kelas kerugian Rendah dan kelas kerusakan lingkungan Tinggi.

3.3.7. KERENTANAN KEKERINGAN

Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Provinsi Banten didapatkan dari potensi
penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan
lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan
kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kekeringan. Rekapitulasi
potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana kekeringan di Provinsi Banten dapat
dilihat pada tabel

Tabel 0.64. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi Banteu

A | Kabupaten -
1 | LEBAK ) 1.402.288 159.178 193.404 5.479 | SEDANG
2 | PANDEGLANG 1.318.614 141.198 | 191.447 5.128 | SEDANG
3 | SERANG B 1.623.409 169.984 | 137.198 4.202 | SEDANG
4 | TANGERANG 3.105.042 | 292.079 | 240.739|  4.130 | SEDANG |
B | Kota o )
1 | KOTA CILEGON - 445.961 48.381 25.859 613 | SEDANG |
| 2 | KOTA SERANG 687.881 69.838 32.476 1.089 | SEDANG
| 3 | KOTA TANGERANG 1.853.462 181.765 68.052 |  1.511 | SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | 1.352.035 121.884 36.316 650 | SEDANG
| Provinsi Banten 11.788.692 | 1.179.307 | 925.491 |  22.802 | SEDANG |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak kekeringan. Penduduk terpapar
bencana kekeringan, terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di
area rentan terhadap bencana kekeringan. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi
Banten ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh
kabupaten/kota terdampak bencana Kekeringan. Penduduk terpapar bencana
kekeringan di Provinsi Banten diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk
seluruh wilayah, yaitu sejumlah 11.788.692 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara
terperinci, potens: penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri darl penduduk winus
rentan sejumlah 1.179.307 jiwa, penduduk miskin sejumlah 925.491 jiwa, dan
penduduk disabilitas sejumlah 22.802 jiwa
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Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan
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Gambar 0.49. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan di Provinsi Banten
Sumber- Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk
terpapar bencana kekeringan di Provinsi Banten. Kabupaten/kota yang memiliki potensi
penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan adalah Kabupaten Tangerang, vaitu
dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.105.042 jiwa dan dari kelompok
umur rentan sebanyak 292.079 jiwa serta dari kelompok penduduk miskin sebanyak
240.739 jiwa. Sedangkan untuk kelompok penduduk disabilitus Let tinggi berasal dari
Kabupaten Lebak sebanyak 5.479 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.65. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi Banten

A | Kabupaten :
| | PANDEGLANG s 6-367.30 | 6.367.308 | RENDAH | 27.187 | TINGGI

. 6.117.85
2 | LEBAK ] 1 o | 6.117.850 | RENDAH | 10.531 | TINGGI

3 | TANGERANG ; ""986'5i 4086 528 | RENDAH i :

: 5 .900.
4 | SERANG - o 3.900.937 | RENDAH 5.531 | TINGGI

7

B | Kota -
I | KOTA TANGERANG | - | 1.447.45] 1.447.450 [ RENDAH | - -
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. 0
3 | KOTA CILEGON . 980.776 |  980.776 | RENDAH ) gy
3 | KOTA SERANG 2 610.414 | _ 610.414 | RENDAH 110 | TINGGI
KOTA TANGERANG
" 572.¢ - £
e 572559 | 572.559 | RENDAH J
Provinsi Banten ; 24‘%‘33 “"“”"“‘”‘; RENDAH | 43.391 | TINGGI |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Sclain potensi penduduk terpapar, parameter penentu tingkat kerentanan juga
didasarkan pada potensi kerugian dan kerusakan lingkungan. Bencana kekeringan tidak
memiliki potensi kerugian fisik dikarenakan kekeringan dianggap tidak merusak
bangunan rumah maupun infrastruktur fisik suatu wilayah. Kerugian lingkungan
dihitung dari lahan-lahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Total potensi kerugian
akibat bencana kekeringan di Provinsi Banten adalah 24,983 triliun rupiah dan termasuk

ke dalam kelas kerugian Rendah.

POTENSI KERUGIAN

in

Gambar 0.50. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kekeringan di
Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

}f():t;njau dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa Kabupaten Pandeglang dan
abupaten Lebak adalah 2 (dua) kabupaten yang berpotensi mengalami kerugian

ekonomi terbesar akibat bencana k i i i
: ekeringan dimana masing-masin ilai ili
rupiah dan 6,11 triliun rupiah. . e
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Gambar 0.51. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kekeringan di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rckapitulasi potenei kerigakan lingkungan
dari kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kelas kerusakan lingkungan
bencana di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian dari
kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan bencana
kekeringan di Provinsi Banten adalah 43.391 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan
adalah Tinggi. Kabupaten terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan
tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang dengan luas 27.187 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana kekeringan di Provinsi Banten di atas, maka dapat diketahui
kelas kerentanan bencana kekeringan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.66. Kelas Kerentanan Bencana Kekeringan di Provinsi Banten

Kabupaten

I [ LEBAK SEDANG | RENDAH | TINGGI SEDANG

2 [ PANDEGLANG SEDANG | RENDAH | TINGGI TINGGI
3 | SERANG SEDANG | RENDAH | TINGGI TINGGI |
4 | TANGERANG SEDANG | RENDAH " SEDANG |
T | SEDANC

1 | KOTA CILEGON SEDANG | RENDAH | RENDAH | SEDANG |
| 2 | KOTA SERANG | SEDANG | RENDAH | TINGGI | SEDANG
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| SEDANG | RENDAH | . | SEDA}\_E_(‘;I
SEDANG | RENDAH : SEDANG

3 | KOTA TANGERANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Banten dikategorikan kelas kerentanan Tinggi untuk bencana kekeringan serta kategori
Sedang untuk kelas penduduk terpapar dan kelas kerusakan lingkungan Tinggi.

3.3.8. KERENTANAN TANAH LONGSOR

longsor di Provinsi Banten didapatkan dari

potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan
kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini
dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanali
longsor. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana tanah longsor di

Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 3.61.

Kajian kerentanan untuk bencana tanah

Tabel 0.67. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Provinsi Banten

A | Kabupatcn -
1 | LEBAK 407.867 42.960 | 59.521 1.743 | SEDANG
2| PANDEGLANG 71.061 7.639 10.673 286 | SEDANG
3 | SERANG 86.613 9.037 8.865 231 | SEDANG
B _| Kota o o
I_| KOTA CILEGON | 26.952 | ~ 2.897 1.763 24 | SEDANG
2 | KOTA SERANG _ B 2832 300 93 9 | SEDANG
| Provinsi Ranten 545 325 h2 B33 K0 915 2 293 | SEDANG |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Zoli.il penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
lan kabupgte_n/kota terdampak tanah longsor. Penduduk terpapar bencana tanah
tou:s;r. terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk vang berada di area rentan
dcilt' at akp ben:l'ana tanah longsor. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Banten

entukan dengan melihat kelas i
s penduduk  ferpapar maksimum dari

kabupaten/kota terdampak bencana tanah longsor. e

Pe e P :

pe:-:j::::}}: :cl‘Dapar bencana tanah longsor di Provine1 Banten diperoleh dari total jumlal
. A . . ’ “an

 n o erpasecpar untuk sglulruh wilayah, yaitu sejumlah 595.325 jiwa dan berada pada

dai kc]or:lf)-k ara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri

umur rentan sejumlah 62.833 jiwa, pend L .
i 2 . ) uduk i
Jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 2.293 jiwa. . e mumen mehmialy 0N

= L19:=
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Gambar 0.52. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Tanah Longsor di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor di
Provinsi Banten. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi
bencana tanah longsor adalah Kabupaten Lebak, yaitu dengan jumlah potensi penduduk
terpapar mencapai 407.867 jiwa, kelompok umur rentan sebanyak 42.960 jiwa,
kelompok penduduk miskin sebanyak 59.521 jiwa, dan kelompok penduduk disabilitas
sejumlah 1.743 jiwa.

Potensi kerugian bencana tanah longsor di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 0.68. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Provinsi Banten

A | Kabupaten
1 | PANDEGLANG _ 230.949 | 1.710.393 | 1.941.342 | TINGGI 3.476 | TINGG
i .710. 941, ; GGl

| 2 [LEBAK  ]2.603.214 | 2.191.488 | 4.794.702 | TINGGI 1.684 | TINGGI
| 3 | SERANG 203.983 | 370.427 | 574.410 | TINGGI 572 | TINGGI

B | Kota

1 | KOTA CILECON 75.106 197.505 272.611 | TINGGI
| 2 | KOTA SERANG 13.985| 54.528| 68512 | TINGGI | 70 | SEDANG
| Provinsi Banten | 3.127.237 | 4.524.341 | 7.651.578 | TINGGI | 5.802 | TINGGI |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021




Total potensi kerugian bencana tanah longsor merupakan rekapitulasi potensi kerugian
fisik dan ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana tanah
longsor. Kelas kerugian tingg bencana tanah longsor di Provinsi Banten dilihat
berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.
Total kerugian untuk bencana tanah longsor adalah sebesar 7,65 triliun rupiah.
Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana tanah longsor di Provinsi Banten
adalah pada kelas Tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik adalah sebesar 3,12 triliun
rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 4,52 triliun rupiah.

POTENSI KERUGIAN

Gambar 0.53. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Tanah Longsor di
Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Kabupaten/kota dengan kerugian fisik dan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten
Lebak dengan masing-masing sebesar 2.6 triliun rupiah dan 2.19 triliun rupiah.
Demikian pula dengan total kerugian tertinggi sebesar 4,79 triliun rupiah juga dimiliki
oleh Kabupaten Lebak.
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Kerusakan Lingkungan

Luas Kerusakan (Ha)

Gambar 0.54. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Tanah Longsor di Provinsi
Banten
Sumber: Hasu Pengolahan Data lahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Provinsi Banten seluas 5.802 Ha
dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggl. Kabupaten terdampak potensi
kerugian lingkungan tertinggi bencana tanah longsor adalah Kabupaten Pandeglang
dengan luas 3.476 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana tanah longsor di Provinsi Banten di atas, maka dapat diketahui
kelas kerentanan bencana tanah longsor di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.69. Kelas Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Banten

Rabupaten

I | LEBAK SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI

2 | PANDEGLANG | SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI
"3 | SERANG SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI
Kota B |
| [ KOTA CILEGON | SEDANG | TINGGI - [ SEDANG

2 | KOTA SERANG | SEDANG | TINGGI | SEDANG SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
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Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan, kelas kerentanan bencana tanah longsor
di Provinsi Banten adalah Tingg dengan kelas penduduk terpapai sedang, kelas kerugian
tinggi dan kelas kerusakan lingkungan tinggi.

3.3.9. KERENTANAN TSUNAMI

Kajian kerentanan untuk bencana tsunami di Provinsi Banten didapatkan dari potensi
penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan
lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan
kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tsunami. Rekapitulasi
potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat
dilihat pada tabel

Tabel 0.70. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi Banten

A | Kabupaten i .

1 | LEBAK 35.585]  3.800 5.022 | 123 | SEDANG
| 2 | PANDEGLANG ' 93.238 9.508 14.322 282 | SEDANG
3 | SERANG ' 17.404 1.776 1.647 48 | SEDANG
4 | TANGERANG 7.018 691 | 880 15 | RENDAH
" B_| Kota
[ 1| KOTA CILEGON 13316 1.471 | 945 16 | SEDANG
|2 | KOTASERANG [ 2157 219 222 5 | RENDAH |
| ___Provinsi Banten | 168.718 |  17.465 23.038 | 489 | SEDANG

Sumber: Hastl Analisis Tahun 2021

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak tsunami. Penduduk terpapar
bencana tsunami, terjadi berdasarkan banvaknya aktivitas penduduk yang berada di
area rentan terhadap bencana tsunami. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi
Banten ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh
kabupaten/kota terdampak bencana tsunami.

Penduduk terpapar bencana tsunam i Provinsi Banten diperoleh dar total jumilah
penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 168.718 jiwa dan berada pada
kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri
dari kelompok umur rentan sejumlah 17.465 jiwa, penduduk miskin sejumlah 23.038
jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 489 jiwa.
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Jjumlah Penduduk Terpapar Bencana Tsunami

Im |ﬂ l Illl. -

Jamiah Penduduk (Jiwa)

Gambar 0.35. Grafik Potcnoi Penduduk Terpapar Tennami di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di alas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar hr'nra‘na tlaunarni di Provms;

Banten. Kabupaten yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tsunami

adalah kabupaten Pandeglang, yaitu dengan jumlah potensi penduduk lerpap.c:lr

mencapai 93.238 jiwa, kelompok umur rentan sebanyak 0.508 jiwa, penduduk miskin

sebanyak 14.322 jiwa dan penduduk disabilitas adalah 282 jiwa.

Potensi kerugian bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.71. Potensi Kerugian Bencana Tsunami di Provinsi Banten

A | Kabupaten i
1 | PANDEGLANG 582.248 | 7.237 | 580.485 | TINGGI | 32 | RENDAH
2 |IFRAK 207.317 3.643 | 300.960 | TINGOI - | RENDAH |
3 | TANGERANG -1 5236 5.236 | RENDAH - - ]
; SERANG 72592 | 17.408 | 90.000 | TINGGI 3 | RENDAH
Knta = —— jiile
|1 | KOTA CILEGON 101.259 | 39.339 | 140.598 | TINGGI 1 | RENDAH
2 | KOTA SERANG -] 11.342 11.342 | RENDAH - | RENDAH
Provinsi Banten 1053411 84204 | 113702 | gy 36 | RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian bencana tsunami merupakan rckapitulasi potensi kerugian fisik
dan ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana tsunami. Kelas
kerugian tinggi bencana tsunami di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas

maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk
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bencana tsunami adalah sebesar 1,13 triliun rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan
kelas kerugian bencana tsunami di Provins: Banten adalah pada kelas Tinggi. Seccara
terperinci, kerugian fisik adalah sebesar 1,053 triliun rupiah dan kerugian ekonomi
sebesar 84,2 milyar rupiah.

POTENSI KERUGIAN

L] L]

Gambar 0.56. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Tsunami di Provinsi
Danten
Sumber: Hastl Pengolahan Data Tahun 2021

Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang sebesar
582,24 milyar rupiah dan kerugian ckonomi tertinggi berada pada Kota Cilegon sebesar
39,33 milyar rupiah. Demikian pula dengan total kerugian tertinggi sebesar 589,48
milyar rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang.




Kerusakan Lingkungan

Luas Kerusahkan [Ha)

Gambar 0.57. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan BDencana Tsunami di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan
dari Kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana tsunami. Kelas kerusakan
lingkungan bencana di Provinsi Banten dilihiat berdasarkan kclas maksimum dari hasil
kajian seluruh wilayah terdampak bencana tsunami. Potensi kerusakan lingkungan
bencana tsunami di Provinsi Banten seluas 36 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan
adalah Rendah. Kabupaten terdampak potensi kerugian lingkungan tertinggi bencana
tsunami adalah kabupaten Pandeglang dengan luas 32 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar tanpa adanya kelas keiugian dan kclas
kerusakan lingkungan dari bencana tsunami di Provinsi Banten di atas, maka dapat
diketahui kelas kerentanan bencana tsunami di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.72. Kelas Kerentanan Bencana Tsunami di Provinsi Banten

Kabupaten

1 | PANDEGLANG SEDANG TINGGI RENDAH | TINGGI
2 | LEBAK SEDANG TINGGI RENDAH ; TINGGI
3 | TANGERANG RENDAH | RENDAH - | RENDAH
4 | SERANG SEDANG TINGGI RENDAH TINGGI
Kota

1 | KOTA CILEGON | SEDANG TINGGI RENDAH TINGGI
2 | KOTA SERANG RENDAH | RENDAH RENDAH RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Tangerang dan Kota
Serang yang dikategorikan memiliki kelas kerentanan Rendah. Sementara secara
keseluruhan, kelas kerentanan bencana tsunami di Provinsi Banten adalah Tinggi.

3.3.10. KERENTANAN EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Kerentanan terhadap potensi epidemi dan wabah penyakit didapatkan dari indeks
penduduk terpapar, sedangkan bahaya epidemi tidak mengkaji indeks kerugian karena
tidak berdampak baik pada kerugian fisik, ekonomi, ataupun kerusakan lingkungan.
Perolehan indeks penduduk terpapar dengan melihat potensi penduduk terpapar di
Provinsi Banten. Hasil dari nilai indeks menentukan kelas penduduk terpapar bencana
epidemi dan wabah penyakit. Hasil pengkajian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.

Tabel 0.73. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di
Provinsi Banten

A |Kabupaten
LA K i -
il PANDEGLANG 1.318.614 141.198 191.447 5.128 [ISEDANG
[ 2 LEBAK 1.402.288 | 154.178| 193.404 5.479 [SEDANG
3 [TANGERANG 3.105.042| - 292.079 240.739 4.130 SEDANG
| 4 ISERANG 1.623.409)  169.984| 137.198] 4.202 [SEDANG|
| B |[Kota - i
I_[KOTA TANGERANG 1.853.462 181.765|  68.052 1.511 SEDANG|
2 |[KOTA CILEGON 445.961 48.381 25.859 613 SEDANG|
3 |[KOTA SERANG SEDANG

687.881

69,838

32.476

SEDAN(

Sumber: Hasil Anahsis Tahun 2021

:en‘dudukl terpapar bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten diperoleh
dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah 10.436.657
Jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar dari

kelompok rentan adalah penduduk umur rentan sejumlah 1.057.423 Jiwa, penduduk
miskin sejumlah 889.175 jiwa, dan penduduk disabilitas 22.152 jlwa. ’
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POTENS! JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR

Gambar 0.58. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Epidemi dan Wabah Penyakit di
Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Pada grafik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar bencana epidemi dan wabah
penyakit di Provinsi Banten. Kabupaten/kota vang memiliki potensi penduduk terpapar
tertinggi bencana epidemi dan wabah penyakit adalah Kabupaten Tangerang, yaitu
dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 3.105.042 jiwa.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten di atas, maka
dapat diketahui kelas kerentanan bencana epidemi dan wabah penyakit di tiap
kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.74. Kelas Kerentanan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten

A | Kabupaten
1 [LEBAK SEDANG | RENDAH
2 | PANDEGLANG SEDANG | - - RENDAH
3 | SERANG _ SEDANG | - | - | RENDAH |
4| TANGERANG SEDANG | - | RENDAH |
B | kota ]
1 | KOTA CILEGON | SEDANG | - : RENDAH |
2 | KOTA SERANG SEDANG | - : RENDAH
3_| KOTA TANGERANG | SEDANG ' RENDAH

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, kelas kerentanan bencana epidemi dan wabah penyakit di
Provinsi Banten adalah Rendah. l
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3.3.11. KERENTANAN KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kerentanan terhadap pulcnsi kegagalan teknologi didapatkan dari penggahungan indeks |
penduduk terpapar dan indeks kerugian. Perolehan indeks penduduk terpapar dengan

melihat potensi penduduk terpapar di Provinsi Banten. Hasil dari nilai indeks

menentukan kelas penduduk tcrpapar bencana kegagalan teknologi. Dari hasil

pengkajian tersebut menunjukan bahwa tidak ada wilayah yang memiliki potensi

terpapar baik dari segi penduduk, kerugian dan kerusakan lingkungan.

Tabel 0.75. Potensi Penduduk Terpapar Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

Piten sl

A | Kabupaten S o e |
1 | LEBAK 4.578 477 1.367 4 | TINGG! |
2 | PANDEGLANG - ; : - g
'3 | SERANG : 5 - :
[4 | TANGERANG B 541 56 248 2 [ TINGGI |
| B__| Kota . ‘
1| KOTA CILEGON l 55665 |  6.448 16.689 51 | TINGGI
|2 | KOTA SERANG i 1T : - pRE |
3 | KOTA TANGERANG | 34.610 4.108 11.580 65 | TINGGI
¢ | KEOTA TANGRRANG 25.427 3.124 7.601 58 | TINGGI ‘

SELATAN

Sumber: HastAnafisis Tahun 2021 .

Penduduk terpapar bencana kegagalan teknologi di Provinsi Banten diperoleh dari total
jumlah penduduk terpapar untuk kabupaten/kota, yaitu 120.821 jiwa dan berada pada
krl;fs Tinggi. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdin
dari kelompok umur rentan sejumlah 14.213 jiwa, penduduk miskin sejumlah 37.485
Jjiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 180 jiwa.
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Gambar 0.59. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kegagalan Teknologi
Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kota Cilegon adalgh I'fa.bll.].patEH 'yang perltiud;:;l::
paling rentan terpapar bencana kegagalan teknologi baik ditinjau da.n po(enf‘.l pe: \ ‘
terpapar, kelompok umur rentan, penduduk miskinadalah rmf.-smg—nmsmg . ubt‘:]gl;on
tersebut sebesar 55.665 jiwa, 6.448 jiwa, 16.689 jiwa, dan kategori penduduk disabilitas
tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kota Tangerang sebesar 65 jiwa.

Tabel 0.76Potensi Kerugian Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

A_| Kabupaten
_1 | LEBAK e 0 0 | RENDAH |
2 | PANDEGLANG > 0 0 | RENDAH -1 -1
3 | SERANG B 3.000 487 | 3.487 | SEDANG S LS
4 | TANGERANG - 0 0 | RENDAH '
B | Kota - -
; 4n9 n 460
| KOTA CILROON RENDAH
2 | KOTA SERANG . 0 0 | RENDAH -
3 | KOTA TANGERANG - 0 0 | RENDAH -1 -
4 | KOTA TANGERANG 158 0 158
SELATAN RENDAH
Provinsi Banten _ 3.627 | 487 | 4.114 | SEDANG |
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 _

Total potensi kerugian bencana kegagalan teknologi merupakan rekapitulasi potensi
kerugian fisik dan ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana

kegagalan teknologi. Kelas kerugian tinggi bencana kegagalan teknologi di Provinsi
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Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah
terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana kegagalan teknologi adalah'sebes;'ar
4,11 milyar rupiah dengan kelas kerugian Sedang. Secara terperinci, kerugian fisik
adalah sel‘x:sm 3,62 milyar rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 4R7 juta rupiah.

POTENSI KERUGIAN

Gambar 0 60 Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kegagalan Teknologi
di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas hanya Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang
Selatan yang memiliki berpotensi kerugian akibat kegagalan teknologi. Adapun potensi
kerugian tertinggi berada pada Kabupaten Serang dengan total 3,48 milyar.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingltungan dari bencana kegagalan teknologi di Provinei Ranten di aras, maka dapai
diketahui kelas kerentanan bencana kegagalan tcknologi di tiap kabupaten/kota di
Provinsi Banten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.77. Kelas Kerentanan Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

A | Kabupaten - )

1 | LEBAK | TINGGI | RENDAH - RENDAH
2 | PANDEGLANG - | RENDAH : RENDAH

3 | SERANG . | SEDANG - RENDAH

4 | TANGERANG TINGGI | RENDAH : RENDAH

B |Kota

1 | KOTA CILEGON | TINGGI [ RENDAH|[ - | SEDANG
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dalam Covid
lingkungan, sehingga rekapitulasi potensi kerugian tidak
potensi penduduk terpapar yang ditimbulkan bencana Covid -19 di Provinsi Banten

dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel 0.78. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Covid -19 di Provinsi Banten

3.3.12. KERENTANAN COVID - 19

Kajian kerentanan untuk bencana Covid -19 di Pro
penduduk terpapar dan ke
ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalis
kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana Covid -19. Namun,

19 tidak ditemui adanya potensi kerugian baik fisik, ekonomi maupun
ditampilkan. Rekapitulasi

2 | KOTA SERANG - | RENDAH | RENDAH
3 | KOTA TANGERANG TINGGI | RENDAH ~ RENDAH
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | TINGGI | RENDAH RENDAH |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hanya Kota Cilegon adalah daerah

yang dikategorikan sebagai kota dengan kelas kerentanan bencana
Banten. Sedangkan untuk kelas kerentanan di Provinsi Banten adalah Sedang.

sedang di Provinsi

vinsi Banten didapatkan dari potensi
lompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun

is dan

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

_A_| Kabupaten

.]z LF.BAK_ _— | 1402288 [ 154 178 | 193404 | 5479 | SEDANG |
: ngum‘,u\m, 1.318.614 | 141.198 | 191.447 5.128 | SEDANG |

3 %:5??;&&'(* B 1.623.409 | 169.984 | 137.198 |  4.202 | SEDANG
NGERANG 3.105.042 | 292 > 130 | SEDANG |

2 I | 292079 | 240.739 4.130 | SEDANG

; :83 gggN?N i '445.%1 48.381 |  25.859 613 | SEDANG
L :MNGER,ANG 687.881 69.838 | 32.476 | 1.089 | SEDANG |
4| KOTA TANGERANG SELATAN | }ﬁzgﬁz 181765 | AR 052 1.511 | SEDANG |

.352.035 | 121.884 36.316 650 | SEDANG

I I T I re [lltll]ﬂbl llﬂsl] L€ nsi pelldUdUk fe IDHDFH
du_ll kﬂl)u pﬂtcn/ kota (jl ' rov insl Bant(;‘ll ter d;lmp&lk Co\‘ ld‘l 9. KCIBS I)C"ﬂduduk ter pa[)&l

bencana di Provinsi Bante i i

Ea};sir;ul:n dari seluruh kabt,:]pa‘tj;:;l:z:(aa;:erg;;g;ank br::tl;gi; (lj;:\l:; lgcndlldUk R

endudu i 1 . oo

o ey tt:gg:: ::?::nl:aa:nwd 19 di r‘ro‘vinsi Banten diperoleh dari total jumlah

i Tlem Bl R {;patfn{'kota, }'altlu sejumlah 11.788.692 jiwa dan berada

L e 3 . perinel, potensi penduduk terpapar Covid 19 da
pok rentan terdiri dari kelompok umur rentan, yaitu sejumlah 1.179.307 I;?va

penduduk miskin sebanyak 925.49] jiw :
jiwa. y 491 jiwa, dan penduduk disabilitas sebanyak 22.802
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Gambar 0.61. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Covid- 19 di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana Cuv:d-lq
adalah Kabupaten Tangerang, yaitu dengan jumlah potensi penduduli terpapar mcncay_)ai
3.105.042 jiwa dengan kelompok umur rentan sebanyak 292.079 jiwa. Sementarz.i itu
jumlah kelompok rentan terpapar terbanyak dari penduduk miskin dan dlsab:}ilas
berasal dari Kabupaten Tangerang masing-masing sejurnlah 240.739 jiwa dan 4.130 jiwa.
Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, tanpa adanva kelas kerugian, kelas
kerusakan lingkungan dari bencana Covid-19 di Provinsi Banten di atas, maka dapat
diketahui kelas kerentanan bencana Covid-19 di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.79. Kelas Kerentanan Bencana Covid-19 di Provinsi Banten

_A | Kabupaten
1 | LEBAK SEDANG | - " RENDAH |
2 | PANDEGLANG | SEDANG . - RENDAH
3 | SERANG | SEDANG | - | | RENDAH |
4 | TANGERANG SEDANG - - RENDAH
B | Kota i ]
1 | KOTA CILEGON SEDANG | . T T

|2 | KOTA SERANG _:Ear[}::2 - - '_%&%ﬂ_’
i KOTA TANGERANG SEDANG RENDAH |

KOTA TANGERANG SELATAN | SEDANG 5 - I RENDAH
Sumber: Hasil Analisis Tahun 202]
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kabupaten/kota yang berada di

Provinsi Banten adalah kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai kelas penduduk

tt?rpapar dengan kelas Sedang. Secara keseluruhan. kelas kerentanan bencana Covid 19
di Provinsi Banten adalah Rendah.
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3.3.13. KERENTANAN LIKUEFAKSI

Kerentanan terhadap potensi bencana likuefaksi didapatkan dari penggabungan indeks
penduduk terpapar dan indeks kerugian. Perolehan indeks penduduk terpapar dengan
melihat potensi penduduk terpapar di Provinsi Banten. Hasil dari nilai indeks
menentukan kelas penduduk terpapar bencana bencana likuefaksi. Hasil pengkajian
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 0.80 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi Banten

|_A_| Kabupaten :
1 | LEBAK | 184.580 20.637 25.189 645 | SEDANG
2 | PANDEGLANG 385.741 |  40.074 61.945 1.437 | SEDANG
3 | SERANG ~ 416.556 |  42.852 36.469 1.172 | SEDANG
4 | TANGERANG o 1.362.521 129.775 123.763 | 2.120 | SEDANG
| B_| Kota _
| 1 | KOTA CILEGON 62.901 6.924 4.467 71 | SEDANG
|2 | KOTA SERANG 44.322 4.491 4.564 96 | SEDANG
| 3 | KOTA TANGERANG 820.428 80.934 34.233 941 | SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN 378.252 34 0R6 9.041 172 | SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar
dari seluruh wilayah terdampak Likuefaksi. Penduduk terpapar bencana Likuefaksi
terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap
bencana Likuefaksi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Banten ditentukan
dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota
terdampak bencana Likuefaksi.

Penduduk terpapar bencana Likuefaksi di Provinsi Banten diperoleh dari total jumlah
penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 3.655.301 jiwa dan berada pada kelas
sedang. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dan
kelompok usia rentan scjumlah 359.773 jiwa, penduduk miskin sejumlah 300.571 jiwa,
dan penduduk disabilitas sejumlah 6.654 jiwa. '
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Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi

jumidah Penduduk (Jrwal

Gambar 0.62. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

i ili i bencana Likuefaksi.
Pada fik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar | _ .
Kabupmn,’kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertingg bencana Likuefaksi
adalah Kabupaten Tangerang yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai
1.362.521 jiwa, dengan 129.775 jiwa pada kelompok usia rentan, 123.763 jiwa penduduk
miskin dan penduduk disabilitas sebanyak 2.120 jiwa.

Sedangkan potensi kerugian bencana likuefaksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.81. Potensi Kerugian Bencana Likuefaksi di Provinsi Banten

A | Kabupaten

1 | PANDEGLANG 1.083.414 288.254 | 1.371.668 | TINGGI 495 | TINGGI

2 |LEBAK 460.761 117.497 578.258 | TINGGI 6 | RENDAH

J | TANGERANG | 2.371.672 116.362 | 2.488.034 | TINGGI - -

4 | SERANG | 1.054.805 208.059 | 1.262.864 | TINGGI 4 | RENDAH

B | Kota

| | KOTA TANGERANG | 1.354.000 | 139.898 | 1.493.898 | TINGGI - T
2 | KOTA CILEGON 295.562 6.718 |  302.279 | TINGGI 6 | RENDAH

3 | KOTA SERANG 83.177 4.889 88.067 | TINGGI 0 | RENDAH

KOTA TANGERANG _ : S
4 | SELATAN 664.152 34.038 | 698,190 | TINGGI -

Sur.' Hast' Analisis Tahun 2021

Kelas kerugian tinggi bencana Likuefaksi di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas
maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk
hencana Likuefaksi adalah sebesar 8,28 triliun rupiah. Derdasarkan kajian dihasilkan
kelas kerugian bencana Likuefaksi di Provinsi Banten adalah pada kelas Tinggi
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POTENS!I KERUGIAN

Ll

Gambar 0.63. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Likuefaksi di Provinsi
Banten
Sumber; Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

secara terinci, kerugian fisik adalah scbesar 7,367 triliun rupiah, dan kerugian ekonami
sebesar 015,716 milyar rupiah berpotensi di Provinsi Banten. Sedangkan
kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Tangerang yaitu
sebesar 2,371 triliun rupiah Kabupaten dengan kerugian ckonomi tertinggi adalah
Kabupaten Pandeglang sebesar 288,25 milyar rupiah, dan kabupaten dengan total
kerugian tertinggi adalah Kabupaten Tangerang sebesar 2,488 triliun rupiah

Potens: kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan
dari seluruh wilayah terdampak bencana Likuefaksi. Kelas kerusakan lingkungan
bencana Likuefaksi di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil
kajian seluruh wilayah terdampak bencana Likuefaksi. Potensi kerusakan lingkungan
akibat bencana Likuefaksi di Provinsi Banten adalah seluas 511 Ha dengan kelas
kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kabupaten terdampak potensi kerugian lingkungan
bencana Likuefaksi tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang dengan luas 495Ha
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Gambar 0.64. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Likuefaksi di Provinsi
Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar tanpa adanya keias‘kerugan dan kelas
kerusakan lingkungan dari bencana tsunami di Provinsi Banten di atas, :.na%ta dapat
diketahui kelas kerentanan bencana tsunami di tiap kabupaten /kota di Provinsi Banten.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.82. Kelas Kerentanan Bencana Likuefaksi di Provinsi Banten

A Kabupaten o
1 | LEBAK | SEDANG | TINGGI RENDAH | SEDANG
2 | PANDEGLANG | SEDANG \ TINGGI | TINGGI | SEDANG
3 | SERANG SEDANG | TINGGI | RENDAH | SEDANG |
| 4 |[TANGERANG | SEDANG | TINGGI | - | SEDANG |
B | Kota ! J
1 | KOTA CILEGON SEDANG | TINGGI | RENDAH | SEDANG
2 | KOTA SERANG SEDANG | TINGGI | 'RENDAH SEDANG
3 | KOTA TANGERANG SEDANG | TINGGI SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | SEDANG |

TINGGI SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

RBerdasarkan tabel di atas, dapat dikctahui bahwa kabupaten/kota di Provinsi Banten
yang berpotensi terpapar bencana likuefaksi. Bencana Likuefaksi di Provinsi Banten
dikategorikan memiliki kelas kerentanan Sedang,

3.3.14. KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI
Pengkajian kerentanan hencana gunungapi dilakukan berdasarkan standar pengkajian
risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks vaitu indeks

penduduk terpapar dan indeks kerugian. Potensi penduduk terpapar diperoleh
berdasarkan data sosial kependudukan Provinsi Banten. sedangkan potensi kerugian
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merupakan analisis nilai kerugian yang mungkin terjadi akibat letusan gunungapi.
Adapun potensi penduduk terpapar bencana masing-masing gunungapi di Provinsi
Banten dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

3.3.14.1 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI KARANG

Berdasarkan pengkajian dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan
potensi kerugian bencana Letusan Gunungapi Karang. Adapun potensi penduduk

terpapar bencana Letusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 0.83. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Karang di Provinsi
Banten

[ A _|Kabupaten - - .
| 1 |PANDEGLANG _ 16.682 1.829 1.841 40| SEDANG
2 |SERANG 23.645 2.533 2.990 86| SEDANG
Provinsi Banten 40.327 4.362 4.831 126 | SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Bencana Letusan Gunungapi Karang berpotensi memapar 2 (dua) kabupaten di Provinsi
Banten yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Karena itu, total penduduk
terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar di kedua wilayah
tersebut. Kelas penduduk terpapar ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar
maksimum dari kabupaten yang terdampak bencana.

Jumlah penduduk terpapar bencana lLetusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten
adalah 40.327 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terinci, potensi penduduk
terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 4.362 jiwa,

pegduduk miskin sejumlah 4.831 jiwa, dan penduduk penyandang disabilitas sejumlah
126 jiwa. |
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POTENS! JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR

Gambar 0.65. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Karang di

Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten &‘?erang sangat bcrpoFens?
besar terpapar bencana Letusan Gunungapi Karang dalam jumlah yang lebth tm'gg?
dibanding Kabupaten Pandeglang baik dari sisi jumlah penduduk terpapar dari
penduduk kelompok rentan, penduduk kelompok miskin, dan penduduk kelompok

disabilitas.

Sementara itu untuk potensi kerugian akibat bencana letusan gunungapi Karang dapat
dilihat pada tabel berilut

Tabel 0.84. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten

A | Kabupaten

1 PANDEGLANG 1.366 | 41.470 42,836 | SEDANG 256 . TINGGI

2 | SERANG 1.618 3.900 5.519 | SEDANG 50 | SEDANG
Provinsi Banten 2.985 45,370 48.354 | SEDANG 306 | TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Total potensi kerugian akibat bencana Letusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten
adalah rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi kabupaten yang terdampak
bencana Letusan Gunungapi Karang. Kelas kerugian bencana dilihat berdasarkan kelas
maksimum dari hasil kajian pada seluruh daerah terdampak bencana. Untuk bencana
Letusan Gunungapi Karang, potensi kerugian hanya terjadi di Kabupaten Serang dan
Kabupaten Pandeglang. Total kerugian akibat bencana Letusan Gunungapi Karang
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adalah sebesar 48,35 milyar rupiah yang terdiri dari ker ugian fisik scbesar 2,98 milyar
rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 45,37 milyar rupiah. Hasil kajian menunjukkan

kelas kerugian bencana Letusan Gunungapi Karang adalah Sedang.

POTENS! KERUGIAN

Gambar 0.66. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Letusan Gunungapi
Karang di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Ditinjau dari potenei kerugian yang dapat terjadi. kerugian terbesar terjadi di Kabupaten
Pandeglang dengan total kerugian mencapai 42,83 milyar rupiah, denga kerugian fisik
sebesar 1,366 milyar rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 41,47 milyar rupiah.




POTENS! KERUSAKAN LINGKUNGAN

Gambar 0.67. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Letusan Gunungapi
Karang di Provinsi Banten
Sumber- Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan Iin.gkungan
dari kabupaten/kota di Provinsi Banten terdampak bencana Letusan Gunungapi Karang.
Kelas kerusakan lingkungan bencana di Provinsi Banten dilihat berdasarkan kelas
maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana Letusan Gunungapi
Karang. Potensi kerusakan lingkungan bencana Letusan Gunungapi Karang di Provinsi
Banten mencapai 306 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Selain itu,
wilavah dengan kelas kerusakan lingkungan tertinggi adalah Kabupaten Pandeglang
dengan luas potensi kerusakan lingkungan sebesar 256 Ha.

Berdasarkan hasil tentang kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas
kerusakan lingkungan, maka dapat dikctahui kclas kerentanan bencana Letusan
Gunungapi Karang di Provinsi Banten. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.85. Kelas Kerentanan Bencana letusan Gunungapi Karang di Provinsi Banten
A | Kabupaten

PANDEGLANG SEDANG | SEDANG | TINGGI SEDANG
2 | SERANG SEDANG | SEDANG | SEDANG | SEDANG

—

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelas kerentanan bencana Letusan Gunungapi

Karang di Provinsi Banten. Secara keseluruhan kelas kerentanan bencana Letusan
Gunungapi Karang di Provinsi Banten adalah Sedang.
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3.3.14.2 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI

Berdasarkan pengkajian dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan
beneana Letusan Gunungapi Pulosari. Adapun potensi penduduk

potensi kerugian
losari di Provinsi Banten dapat dilihat pada

terpapar bencana Letusan Gunungapi Pu
tabel berikut.

Tabel 0.86. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Pulosari di
Provinsi Banten

A Kabupaten

I | PANDEGLANG 85251 ]  9.651 |  12.098 | 357 | SEDANG
~ Provinsi Banten | 85251  9.651 12.098 | 357 | SEDANG |
Sumber: Hasil Analisis Tuhun 2021

Bencana Letusan Gunungapi Pulosari berpotensi memapar 1 (satu) kabupaten di Provinsi

Banten yaitu Kabupaten Pandeglang. Potensi jumlah penduduk terpapar bencana
Letusan Gunungapi Pulosari di Kabupaten Pandeglang adalah 85.251 jiwa. Jumlah
potensi penduduk terpapar dari kelompok usia rentan adalah 9.651 jiwa, 12.098 jiwa
penduduk miskin, dan 357 jiwa penduduk disabilitas. Kelas penduduk terpapar adalah

Sedang.

Sementara itu untuk potensi Kerugian akibat bencana Letusan Ounungapi Pulosari

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.87. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Pulosari di Provinsi Banicn

Kabupaten

1 _PANDEGLANG "_4_5'.61"1'_](_'__2_05.1369] 250.880 | TINGGI 576 | TINGGI
Provinsi Banten 45.611 | 205260 | 250 880 | TINGGI | 576 | TINGGI |

" Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Ditinjau dati putcnoei horugian yang dapat tegadi, bencana Letusan Cunungapi Pulonari
yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang menyebabkan kerugian sebesar 250,88
milyar rupiah, dengan kategori kelas kerugian adalah Tinggi. Kerugian terbesar
diakibatkan adanya kerugian ekonomi sebesar 205,269 milyar rupiah, sementara
kerugian fisik sebesar 45,611 milyar rupiah.

Letusan Gunungapi Pulosari juga berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan

lingkungan seluas 576 Ha vang termasuk dalam kelas kerusakan Tinggi dan juga hanya
berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang.
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Berdasarkan hasil kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kerusakan lingkungan
di atas, maka dapat ditentukan kelas kerentanan bencana Letusan Gunungapi Pulosari
di Provinsi Banten. Kelas kerentananan bencana Letusan Gunungapi Pulosari di Provinsi
Banten dikategorikan Tinggi, meskipun hanya memapar 1 (satu) wilayah saja.

Tabel 0.88. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gungunapi Pulosari di Provinsi Banten

Kabupaten
PANDEGLANG SEDANG | TINGQI TINGGI TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.4. KAJIAN KAPASITAS

Kapasitas didcfinisikan oscbagai penguasaan sumberdaya. cara dan ketahanan yang
dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan
diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat
memulihkan diri dari akibat bencana. Penilaian kapasitas adalah pendekatan
mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan dan hasil-hasil upaya peningkatan
kapasitas yang telah dilaksanakan oleh kawasan atau suatu daerah dalam kurun waktu
yang sesuai dengan periodc kajian.

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak
tahun 2016 adalah pelaksanaan survci Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7
fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus
prioritas dalam IKD merupakan analisis tcrhadap kapasitas penanggulangan bencana
daerah; terdiri dari 1) Perkuatan kebijakan dan kclembagaan, 2) Pengkajian risiko dan
perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, 4}
Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan
mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7)
Pengembangan sistem pemulihan bencana. Masing-masing indikator terdiri dari 4
pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71
indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang tclah discdiakan,
diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Hasil dari penilaian terhadap 7
(tujuh) fokus prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Ketahanan daerah Provinsi Banten berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa
dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,48

yang berarti kapasitas daerah pada kelas Sedang. Secara rinci nilal indeks pada setiup
prioritas ditunjukkan pada berikut.



Tabel 0.89. Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provins: Banten

i Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,55

2  Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,40

3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan 0,50
Logistik

4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan 0,68
Bencana 0.48 Sedang

s Peningkatan Efcktivitas Pencegahan dan 0,71
Mitigasi Bencana

6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan 0,32
Darurat Bencana

7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,36

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi
Banten dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah 0.48
dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Sedang. Hal ini merepresentasikan
ketahanan daerah pada level 3, yang artinya bahwa komitmen pemerintah dan
komponen terkait pengurangan risiko bencana di Provinsi Banten telah tercapai dan
didukung dengen kebijakan sistematie, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen
dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti
untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Nilai IKD 0,48 perlu melalui verifikasi oleh BNPB untuk mendapat nilai indeks yang lebih
memadai. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diperoleh nilai IKD Provinsi Banten
adalah 0,48. Hasil transformasi nilai IKD ini digunakan secara langsung pada proses
penggabungan secara spasial antara IKD Provinsi dengan IKD Kabupaten. Lebih jelasnya
tentang nilai IKD kabupaten/kota dan IKD Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 0.90. Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

SERANG 0,58 0,48 0,48 0,40 0,450 SEDANG
LEBAK _ 0,66 0,55 0,48 0,40 0,490 SEDANG
PANDEGLANG 0.78 065 | 048 | 040 0,550 SEDANG
KOTA SERANG 0,46 0,38 0,48 0,40 0,390 SEDANG
TANGERANG 7 0,58 0,48 0,40 0.510 | SEDANG |
KOTA

A HGRRANG 0,35 0,29 0,48 0,40 0,335 SEDANG |
KOTA CILEGON 0,56 0,47 0,48 0,40 0,440 SEDANG
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SEDANG
¥E}I&3mm3 0,5 042 | 048 040 | 0410 SED .J
> J - . _ ——
Zﬁﬁb’if\j"enqo{ajwn Data Tahun 2021 (*Penilaian IKD dilakukan pada pe riode Juni s.d. Agustus
2021)

abupaten/kota dan IKD Provinsi, maka dapat

i ilai IKD k :
T e s Provinsi Banten memiliki kelas kapasitas

diketahui bahwa selurnh kabupaten/kota di
daerah yang Sedang.

3.5. KAJIAN RISIKO

Kajian risiko merupakan penggabungan antara indeks/ kelas bahaya, kelas kcrcntan;mr;
dan kelas kapasitas. Hasil dari penggabungan ketiga indeks/ klclas tgrser.bu[t; aka
menunjukkan kelas risiko bencana di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Selengkapiiya dapat dilihat sub bab berikut ini.

3.5.1. RISIKO BANJIR

Bencana banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan kelas
bahaya dan kerentanan yang beragam. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 0.91. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Banten

A. Kabupaten

| | PANDEGLANG TINGGI | TINGGI | SEDANG
2[/LEBAK | TINGGI TINGGI | SEDANG
| 3 | TANGERANG | TINGGI SEDANG SEDANG
4 | SERANG TINGGI | TINGGI | SEDANGC
' B. Koia

1 | KOTA TANGERANG TINGGI SEDANG |  SEDANG
2 | KOTA CILEGON TINGGI SEDANG SEDANG
3 | KOTA SERANG SEDANG SEDANG | SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN TINGGI SEDANG _SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelas risiko banjir di Provinsi Banten terbagi menjadi

2 (dua) yaitu kelas Sedang dan Tinggi. Terdapat 5 daerah vang memiliki kelas risiko
banjir Sedang dan 3 daerah memiliki kelas risiko Tinggi. Secara keseluruhan, kelas risiko
bencana banjir di Provinsi Banten adalah Tinggi.
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3.5.2. RISIKO BANJIR BANDANG

Potensi bencana banjir bandang dapat terjadi di 4 (empat) kabupaten dan 3 (tiga) kota di
Provinsi Banten. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa terdapat 4 wilayah yang memiliki
kelas risiko Sedang. Sedangkan 3 wilayah lainnya memiliki kelas risiko Tinggi. Dengan

demikian, kelas risiko bencana banjir bandang di Provinsi Banten adalah Tinggi.

Tabel 0.92. Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Banten

A. Kabupaten B -

| 1 | PANDEGLANG | _TINGGI TINGGI SEDANG
[ 2 | LEBAK | TINGGI TINGGI SEDANG

3 | TANGERANG TINGGI | SEDANG | SEDANG

4 | SERANG TINGGI TINGGI SEDANG

B. Kuta ) - . _

1 | KOTA TANGERANG TINGGI SEDANG | SEDANG DAN
2 | KOTA SERANG _ "TINGGI | SEDANG | SEDANG | SEDANG
3 | KOTA TANGERANG SELATAN TINGGI SEDANG SEDANG | SEDANC
3.5.3. RISIKO CUACA EKSTRIM

Bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) berpotensi terjadi di seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan tingkat risiko Tinggi. Secara keseluruhan,
tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Banten adalah Tinggi. Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahel 0 93 Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

Kabupaten

"1 | LEBAK | _TINGGI | TINGGI SEDANG
2 | PANDEGLANG TINGGI | TINGGI SEDANG
3 | SERANG TINGGI TINGGI | SEDANG
4 | TANGERANG [INGGI TINGGI | SEDANG
B. Kota s e )

1 | KOTA CILEGON - TINGGI __|__TINGGI | SEDANG
2 | KOTA SERANG TINGGI | TINGGI SEDANG _
3 | KOTA TANGERANG TINGGI ~ TINGGI___| SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN TINGGI TINGGI SEDANG

sSumber: Hasil Anulisis Tahun 2021

3.54. RISIKO GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang memapar 6 kabupaten/kota di Provinsi
Banten. Seluruh kabupaten/kota dikategorikan memiliki kelas risiko Rendah, Sedang
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dan Tinggi. Kota Serang merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki kelas risiko
Rendah. Sedangkan untuk wilayah lainnya memiliki kelas risiko Sedang dan ‘Tinggi.
Meskipun demikian, kelas risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi

Ranten adalah Tinggi.

Tabel 0.94. Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Banten

A. Kabupaten

1 [ PANDEGLANG [ TINGGI TINGGI | SEDANG
2 | LEBAK [ TINGGI_ TINGGI SEDANG
3 | TANGERANG B TINGGL |  TINGGI SEDANG
4 | SERANG o TINGGI | TINGGI SEDANG
1 | KOTA CILEGON TINGGI TINGGI | SEDANG
2 | KOTA SERANG RENDAH RENDAH SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.5. RISIKO GEMPABUMI

Provinsi Banten termasuk daerah yang dapat dikatakan kurang aman dari potensi
bencana gempabumi. Setiap wilayah di Provinsi Banten termasuk memiliki kelas risiko
Sedang dan Tinggi. Oleh karena itu, kelas risiko bencana gempabumi di Provinsi Banten

dikategorikan Tingg:.

Tabel 0.95. Tingkat Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Banten

A. Kabupaten |

FT PANDEGLANG [ TINGGI TINGGI | SEDANG
2 | LEBAK [ TINGGI | TINGGI | SEDANG

3 | TANGERANG | SEDANG | SEDANG SEDANG

4 | SERANG B | SEDANG | SEDANG SEDANG
B. Kota |

| [ KOTATANGERANG “SEDANG | SEDANG SEDANG

2 | KOTA CILEGON ~ | SEDANG | SEDANG SEDANG

3 | KOTA SERANG ~ SEDANG | SEDANG SEDANG |
4 | KOTA TANGERANG SELATAN SEDANG “SEDANG | SEDANG |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.56. RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat rentan terpapar bencana kebakaran
hutan d"'""f lahan, karena Inasnya pemanfaatan lahan di Provinsi Banten vang berupa
hutan, baik yang berada di kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

- AT -



Tabel 0.96. Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

A. Kabupaten

1 | PANDEGLANG TINGGI | TINGGI | SEDANG

2 | LEBAK TINGGI | TINGGI SEDANG

3 | TANGERANG ) ~ SEDANG RENDAH SEDANG

4 | SERANG - | SEDANG SEDANG | SEDANG 2
B. Kota . o R —

|1 [ KOTA CILEGON ' RENDAH RENDAH | SEDANG

2 | KOTA SERANG RENDAH RENDAH SEDANG

3 | KOTA TANGERANG SELATAN RENDAH RENDAH | SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan kelas bahaya Tinggi, kelas kerentanan Tingei,
dan kapasitas yang Sedang, menyehabkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten
digolongkan memiliki kelas risiko Tinggi meskipun terdapat 1 daerah yang memiliki kelas
risiko sedang dan 4 daerah yang memiliki kelas risiko rendah. Dengan demikian, kondisi
ini menjadikan kelas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten

adalah Tinggi.
3.5.7. RISIKO KEKERINGAN
Kelas kerentanan bencana kekeringan di 8 kabupaten/kota tergolong sedang dan tinggi.

Dengan kelas bahaya tinggi dan kelas kapasitas sedang, kondisi ini menjadikan
kabupaten/kota memiliki kelas risiko bencana kekeringan Tinggi.

Tabel 0.97. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Banten

A. Kabupaten

| [ PANDEGLANG TINGGI " TINGGI | SEDANG
2 | LEBAK ~ | SEDANG SEDANG | SEDANG
| 3 | TANGERANG SEDANG | SEDANG SEDANG
4 | SERANG _ | TINGGI TINGGl | SEDANG
B. KLI'H S
I | KOTA TANGERANG ~ SEDANG SEDANG | SEDANG
2 [ KOTA CILEGON T SEDANG | SEDANG | SEDANG
3 | KOTA SERANG SEDANG | SEDANG | SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN SEDANG | SEDANG | SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.8. RISIKO TANAH LONGSOR
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Bencana tanah longsor memapar 3 (tiga) kabupaten dan 2 (dua) kota di Prolvinsi Banten
dengan kelas bahaya Tinggi, kelas kerentanan Tinggi, dan kelas kapasitas bet‘:lang.
Kondisi ini menjadikan seluruh kabupateb/kota tersebut memiliki kelas risiko Tinggi.

Tabel 0.98. Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Banten

 TPARDRGE] l TINGGI | SEDANG
"1 | PANDEGLANG TINGGI |

; LEBAK | TINGGI TINGGI SEDANC:
3 | SERANG B | TINGGI TINGGI SEDANG
B. Kota B . .
1 | KOTA CILEGON TINGG! ~ SEDANG | SEDANG
2 | KOTA SERANG SEDANG SEDANG | _SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
3.5.9. RISIKO TSUNAMI

Bencana tsunami berpotensi mengancam daerah pesisir di Provinsi Bantgn. walau
demikian, wilayah Provinsi Banten dapat dikatakan rentan trrhadap‘ putensf .b:::ncana
tsunami. Tidak ada kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir mcmllhlu kelas
bahava dan kelas kerentanan Tinggi terhadap potensi bencana Tsunarm‘ Dengan
(lernii-cian kelas risiko bencana tsunami di Provinsi Banten adalah Tingg.

Tabel 0.99. Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Banten

Kabupaten

PANDEGLANG

TINGGI

| TINGGI

SEDANG

LEBAK

TINGGI

A.
1
2 | LEBAK
3 | TANGERANG
4
B.

RENDAH

“TINGGI

SEDANG

| RENDAH

TINGGI

SEDANG
SEDANG

1 | KOTA CILEGON

TINGGI

TINGGI

SEDANG

2 | KOTA SERANG

RENDAH

3.5.10. RISIKO EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

RENDAH

SEDANG

Bahaya epidemi dan wabah penvakit berpotensi memapar 7 kabupaten/kota di Provinsi
Banten dengan kategori kelas bahaya rendah dengan kelas kerentanan scluruh

kabupaten/kota adalah rendah, maka kondisi ini menjadikan seluruh kabupaten /kota
memiliki kelas risiko rendah. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana epidemi dan
wabah penyakit di Provinsi Banten adalah Rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel benkut.

Tabel 0.100. Tingkat Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten
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A. Kabupaten
|1 [ PANDEGLANG | RENDAH | RENDAH | SEDANG
2 | LEBAK - RENDAH RENDAH | SEDANG
3 | TANGERANG ~ RENDAII RENDAIl | SEDANG
| 4 | SERANG ~— | RENDAH | RENDAH | SEDANG
| B. Kota _ e
1 | KOTA TANGERANG | RENDAH RENDAH TINGGI
2 | KOTA CILEGON - |  RENDAH | RENDAH | SEDANG
3 | KOTA SERANG | RENDAH RENDAH | SEDANG

Sumber- Hasil Analists Tahun 2021

3.5.11. RISIKO KEGAGALAN TEKNOLOGI

Bencana kegagalan teknologi berpotensi memapar 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten
dengan kategori kelas bahaya sedang. Dengan kelas kapasitas sedang dan kelas
kerentanan scdang . Secara keseluruhan, kelas rigiko bencana kegagalan teknologi di
Provinsi Banten adalah Sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.101. Tingkat Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

A. Kabupaten
1 | PANDEGLANG  SEDANG RENDAH SEDANG
2 | LEBAK ) RENDAH RENDAH SEDANG
3 | TANGERANG RENDAH RENDAH SEDANG
4 | SERANG | RENDAH RENDAH | SEDANG
B. Kota B o S o
| 1 | KOTA TANGERANG RENDAH | RENDAH | SEDANG
2 | KOTA CILEGON - RENDAH SEDANG SEDANG
3 | KOTA SERANG | RENDAH RENDAH SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN RENDAH | RENDAH SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.12. RISIKO COVID-19
Sebagai jenis bencana yang baru, Covid-19 telah banyak menyebabkan korban jiwa di
berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Dalam kondisi bahaya dan
kerentanaan di berbagail Kabupaien/kula dengan kelas Tinggl dan Rendah, didukung
oleh kelas kapasitas Tinggi, menjadikan Provins: Banten memiliki kelas risiko bencana
Covid-19 adalah Rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.102. Tingkat Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi Banten

e el

[ A. Kabupaten

| 1 | PANDEGLANG - [  RENDAH RENDAH SEDANG
2 | LEBAK - _ | RENDAH RENDAH | SEDANG
3 | TANGERANG - "TINGGI RENDAH TINGGI |
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RENDAH | SEDANG

RENDAH | TINGGI _

RENDAH | SEDANG
RENDAH | TINGGI

4 | SERANG RENDAH
B. Kota .
1 | KOTA TANGERANG TINGGI

2 [ KOTA CILEGON TINGGI

3 | KOTA SERANG SEDANG

4 | KOTA TANGERANG SELATAN TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.13. RISIKO LIKUEFAKSI

Bencana Likuefaksi berpotensi memapar
kategori kelas bahaya Sedang. Dengan kel
Sedang. Secara keseluruhan, ke
adalah Sedang. Selengkapnya dapat dilihat pac

RENDAH TINGGI

kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan

las risiko bencana kegagalan teknologi di
la tabel berikut.

as kapasitas Sedang dan kelas kerentanan

Provinsi Banten

Tabel 0.103. Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi Provinsi Banten

li Kabupaten

[1 | LEBAK “SEDANG “SEDANG | SEDANG %
[3 PANDEGIANG SEDANG SEDANG | SEDANG DAN

3| SERANG SEDANG SEDANG | SEDANG |

4 | TANGERANG SEDANG SEDANG | SEDANG |

| B. Kota

[ 1 | KOTA CILEGON SEDANG SEDANG SEDANG |

| 2 [ KOTA SERANG SEDANG SEDANG | SEDANG

| 3 | KOTA TANGERANG SEDANG SEDANG | SEDANG |

| 4 | KOTA TANGERANG SELATAN SEDANG SEDANG SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.14. RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI

Risik ay
1e:l o bahaya let.usap gunungapi yang berada di Provinsi Banten terdapat 2 (dua)
usan gunungapi, yaitu Letusan Gunungapi Karang dan Letusan Gunungapi Pulosari

3.5.14.1RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI

Bencana Let ; ;
dengan kclal:;s?)nahGunungapl- Pulosari hanya berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglan
Kondisi ini "aRyR Tll'lﬂﬂl_. lfelas kerentanan Tinggi, dan kelas kapasitas Se.da ;

menjadikan Provinsi Banten memiliki bahaya Letusan Gunungapi PulOST:l:

dengan kelas risiko Tinggi.

- ; : o
abel 0.104. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Pulosari Provinsi Banten
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| SEDANG

TINGGI TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.5.14.2 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI KARANG

berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang dan
kelas kerentanan Sedang, dan kelas
ten memiliki bahaya Letusan

Bencana Letusan Gunungapi Karang
Kabupaten Serang dengan kelas bahaya Sedang,
kapasitas Sedang. Kondisi ini menjadikan Provinsi Ban
Gunungapi Karang dengan kelas risiko Sedang.

usan Gunungap: Karang Provinsi Bantcu

Tabel 0.105. Tingkat Risiko Bencana Let

A. Kabupaten -
1 | PANDEGLANG I

SEDANG

_SEDANG __| SEDANG _
SEDANG

SEDANG SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.6. REKAPITULASI KAJIAN RISIKO
3.6.1. REKAPITULASI BAHAYA
Berdasarkan uraian analisis bahaya di atas, hasil rekapitulasi seluruh bahava yang

berpotensi di Provinsi Banten ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh
berdasarkan nilai indeks bahaya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.106. Reckapitulasi Dahaya di Provine: Banton

i SEDANG
L | S:_g,j_:g_ - 5.750 26.354 | 135.876 | 267.980 TINGGI
2 | DANJIR BANDANG _5419| 10252 | 20931 30.022 | TINGG .‘
o ] ;‘;(;.z;d 110.260 | 80.799 | 960,292 ; ~ TINGGI
1 4 [ S 340.783 | 126.013 | 387.650 | 854.445 | Te
1% sl v | 854 445 | TINGGI
PENYAKIT 951.573 0 7 )
e 0| 0| 951.573|  RENDAH
(Ef;i['[;g;_gu,;‘ulmm 5.036 1.867 6.275 13.178 _| TINGGI
i 198934 | 588302 | 179056 ‘
KEBAKARAN HUTAN | 1 = | e
LAHAN | 221957 113.029 7
LAHAN | 3.029 | 72.750 | 407.736 TINGGI |
G _IEE::_I:;%I.;[)(;‘;‘I‘N 28851 |  1.536 | 0 30.387 SEDANG
_______ | K INGAN 0| 796.812| 169480 | 966.292 TINGGI |
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11 | LETUSAN GUNUNGAPI N
_ KARANG s 7713 1.407 0 9.120 SEDANG

— | LETUSAN GUNUNGAPI

12 | pULOSARI 6 RA2 1.483 507 8.881 TINGGI
13 | LIKUEFAKSI 30.077 | 161.518 6.937 | 198.533 SEDANG

14 | TANAH LONGSOR T 31.463 | 108.228 | 184.404 | 324.095 ~ TINGGI

15 | TSUNAMI 5219 |  1.481 | 12.856 9856  TINGGI |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

ndeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut
pengelompoKkan rendah, scdang, dan tingg
Rendah adalah Epidemi dan Wabah Penyakit .
lang adalah Kegagalan Teknologi Letusan
bencana dengan tingkat bahaya Tinggi
Covid-19, Gelombang Ekstrim dan
Tanah Longsor, Letusan Gunungapi

Tabel di atas memperlihatkan nilai i
menentukan tingkat bahaya melalu
Bencana yang termasuk tingkat bahaya
Bencana dengan tingkat bahaya Sec
Gunangapi Karang, Likuefaksi. Sementara 1tu
adalah Banjir , Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim,
Abrasi. Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempabumi,
Pulosari,, Kekeringan dan Tsunami.

3.6.2. REKAPITULASI KERENTANAN

Berdasarkan uraian analisis kerentanan di atas, hasil rekapitulasi seluruh potensi
kerentanan per jenis bahaya di Provinsi Banten ditunjukkan dengan tingkat/kelas
kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan, dapat dilihat

pada tabel
Tabel 0.107. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Provinsi
Banten
; BANJIR ) 5.051.838 | 587.084 | 423.426 9814 | SEDANG
2 ??NJIR BANDANG 371.113 40.005 44.159 1.264 | SEDANG
- CJ::;. :;KWRIM 11.788.692 | 1.179.307 | 925.491 22.802 | SEDANG
§ 11.600.830 | 1.159.55: 2. AETANG
5 | EPIDEMI WABATI S | KOs 22.216 | SEDANG
PENYAKIT 10.43
- GELOMBANG. 6.657 | 1.057.423 | 889.175| 22.152| SEDANG
EKSTRIM DAN ABRASI 79.581 :
: & R 185 9.679 - K
7 204 | s ;
7 L OEMPABUMI___ 11.788.692 | 1.179.307 | 925.491 2 SEDAN
8 BAKARAN HUTAN 2.802 | SEDANG
DAN LAHAN .
g | KEGAGALAN - B
TEKNOLOGI 120.8: .
- 20.821 14213 | 374
10 l 485 18 3
LKEI\ERINGAN 11.788.692 | 1.179.307 | 925.491 22 303 JE!NGN‘
11 Kmami?'rq GUNUNGAPI 1 : DANG
3 40.327 2 |
12 ;I?USAN GUNUNGAPI #:104 3831 126 | SEDANG
LOSARI 85.251
. 9.651 12.098
}: 'II:LKNl.JAEIFAKS] 3655301 | 350773 | 300571 6 gg: gf‘.gmﬁ
s st A;?”GSOR 595.325 | 62.833 |  80.915 2.293 smiﬁg
168.718 17.465 23.038 489 | SEDANG
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Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Rekapitulasi potensi pendu
berada pada kelas Sedang, kecuali
Hasil analisis menunjukkan bahwa
oleh Cuaca Ekstrim, Gempabumi. Kekeringan,
dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpa

duk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya

pada Kegagalan Teknologi berada pada kelas Tingg.

kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan
serta Covid -19. Analisis kebakaran hutan
par, dikarenakan potensi bahaya

Tabel 0.108. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi
Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Banten

1 | BANJIR

23.897.159

14.200.886

38.098.045

TINGGI

1.166

BANJIR
BANDANG

2.233.452

T

3.161.925

TINGGI

TINGGI

98

SEDANG

COVID 19

928.473

CUACA
EKSTRIM

s OB

95.169.615

23.543.200

118.712.824

TINGG] |

EPIDEMI
5 | WABAH
PENYAKIT

GELOMBANG
6 | EKSTRIM DAN
ABRASI

630.913

40.373

| 671.286

SEDANG

715

7 | GEMPABUMI

26.761.401

' KEBAKARAN
R | HUTAN DAN
LAHAN

1.143.667 |

| 43.327.746

TINGGI

_TINGGL

g

| 1.143.667

RENDAH

——

10.598

TINGGI

KEGAGALAN
TEKNOLOGI

3.627

487

i 4.114

SEDANG

10 | KEKERINCAN

34.083.823

24.9083.823

RENDAH

43.301

TINGGI

LETUSAN
11 | GUNUNGAPI
KARANG

2.985

45.370

48.354

SEDANG

306

TINGGI

LETUSAN
12 | GUNUNGAPI
PULOSARI

45611

205.269

250.880

TINGGI

576 |

TINGGI

J

13 | LIKUEFAKSI

7.367.543

915716k

" R 2R3 250 |

TINGGI

14 | TANAH
LONGSOR

3.127.237

4 834 34 ]

| 7.051.578

TINGGI

5.802

511

TINGGI

TINGGI

15 | TSUNAMI

1.053.416

84.204

[ 1.137.620

TINGGI

36

RENDAH

1
|

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan
dan kekeringan memiliki kelas kerugian Rendah dan kelas kerusakan lingkungan Tinggi’
Sementara itu untuk bencana banjir, letusan gunungapi pulosari, likuefaksi dan tanal-;
longsor memiliki kelas kerugian Tinggi dan kelas kerusakan lingkungan Tinggi. Bencana

CluAacaA ¢ kg trmm 99"1' llel!lll dllmtego“kn'“ ll'l!‘m'l.hl 1 an ll.ll all ll
. » : L8 kC]Da kcru t . )’
Sl g&l pﬂ. d.d iyd
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Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Provinsi Banten, maka dapat ditclaah
melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan.
Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.109. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Banten

1 | BANJIR SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI
2 | BANJIR BANDANG SEDANG | TINGGI SEDANG TINGGI
3 | coviD-19 SEDANG - - RENDAH
4 | CUACA EKSTRIM SEDANG TINGGI - TINGGI
5 | EPIDEMI WABAH PENYAKIT SEDANG - - RENDAH
6 | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI SEDANG | SEDANG TINGGI TINGGI
7 | GEMPABUMI SEDANG TINGGI - TINGGI
8 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 5 RENDAH TINGGI TINGGI
9 | KEGAGALAN TEKNOLOGI TINGGI SEDANG - SEDANG
10 | KEKERINGAN SEDANG | RENDAH TINGGI TINGGI
[ 11 | LETUSAN GUNUNGAPL KARANQ SEDANGQ | SEDANQ TINGQI SEDANGC
12 | LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI SEDANG TINGGI TINGGI __TINGGI |
13 | LIKUEFAKSI SEDANG TINGGI TINGGI SEDANG
14 | TANAH LONGSOR _ SEDANG | TINGGI TINGGI TINGGI
15 | TSUNAMI SEDANG TINGGI RENDAH TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di
Provinsi Banten terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kelas kerentanan rendah, sedang, dan
tinggi. Dari lima belas potensi bencana yang terjadi di Provinsi Banten, sebanyak 10
daerah di antaranya memiliki kelas kerentanan Tinggi. Bencana yang dimaksud adalah
bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi,
Gempabumi, Kebakaran Hufan dan Lahan. Kckeringan, Tanah Longsor, Tsunami dan
Letusan Gunungapi Pulosari. Terdapat 3 potensi bencana yang termasuk dalam keias
kerentanan Sedang yaitu Likuefaksi, Kegagalan Teknologi, Letusan Gunungapi Karang.
Terdapat 2 potensi bencana yang termasuk dalam kelas kerentanan Rendah yaitu Covid-
19, Epidemi Wabah Penyakit.

3.6.3. REKAPITULASI KAPASITAS

Hasil kajian menunjukkan bahwa kelas kapasitas bencana di Provinsi Banten terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu kelas kapasitas sedang, dan tinggi. Terdapat 2 (dua) potensi bahaya
yang memiliki kelas kapasitas Tinggi, yakni bencana Covid- 19 serta Epidemi dan Wabah
Penyakit. Sementara banijir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran
hutan dan lahan, kekeringan, Letusan Gunungapi Pulosari, Letusan Gunungapi Karang,
Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Tsunami memiliki kelas kapasitas
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sedang. Tidak ada bencana yang dikategorikan kelas kapasitas rendah di Provinsi
Banten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.110. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Banten

1 | BANJIR SEDANG
2 BAN.JIR BANDANG SEDANG
3 | COVID-19 TINGGI
(4 | CUACA EKSTRIM SEDANG
= | EDIDEM! WARAH PENYAKIT TTINGGT |
6 | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI SEDANG
7 | GEMPABUMI SEDANG
8 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEDANG
9 | KEGAGALAN TEKNOLOGI SEDANG
10 | KEKERINGAN SEDANG
11| LETUSAN GUNUNGAPI KARANG SEDANG
12 | LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI SEDANG
13 | LIKUEFAKSI SEDANG
14 | TANAH LONGSOR SEDANG
15 TSUNAMI SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

3.6.4. REKAPITULASI RISIKO

Tingkat risiko bencana Provinsi Banten dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di
Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana
meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan
pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Provinsi Banten. Kajian risiko bencana dapat
pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam
menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risike bencana juga
digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Banten dapat dilihat

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 0.111. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Banten

I | BANJIR TINGGI TINGGI SEDAN

2 | BANJIR BANDANG TINGGI TINGGI SEDANg E:gGG}
3 | COVID-19 TINGGI RENDAH TINGGI RENDAH
4 | CUACAEKSTRIM TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI
5 | EPIDEMI WABAH PENYAKIT RENDAH RENDAH TINGGI RENDAH
6 | GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI
7__| GEMPABUMI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI
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8 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI |
9 | KEGAGALAN TEKNOLOGI | SEDANG SEDANG | SEDANG | SEDANG |
10 | KEKERINGAN TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI
11 | LETUSAN GUNUNGAPI KARANG SEDANG SEDANG | SEDANG | SEDANG
12 LE’_f_USAN GUNUNGAPI PULOSARI | TINGGI TINGGI SEDANG | TINGGI
13 | LIKUEFAKSI o | SEDANG SEDANG SEDANG | SEDANG
14 | TANAH LONQ3OR TINGG] TINGGI SEDANG TINGGI

| 15 | TSUNAMI } TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Tingkat risiko setiap bencana
tingkat risiko rendah, sedang,

Epidemi Wabah Peyakit. Tingkat risiko

Likuefaksi. Letusan Gunungapi Karang. Sementara itu,

Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim da

Gempabumi,
memiliki tingkat risiko tinggi.

3.7. RISIKO MULTIBAHAYA

3.7.1. MULTIBAHAYA

Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan m

bencana yang mengancam suatu

pengaruh terbesar terhadap suatu

perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas d

wilayah.

Penggabungan
mempertimbangkan nilai maksimum dari sctiap bencana yang terjadi sehingga gambaran
bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan

perhitungan nilai potensi luas bahaya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 0.112. Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Banten

Total

di Provinsi Banten berdasarkan tabel di atas menunjukkan
dan tinggi. Tingkat risiko rendah untuk bencana Covid-19,
sedang untuk bencana Kegagalan Teknologi,
untuk bencana Banjr, Banjir
n Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan,
Kekeringan, Letusan Gunungapi Pulosari, Tanah Longsor dan Tsunami

enggabungkan beberapa potensi
dilakukan

dengan

wilayah. Analisis multibahaya juga dilakukan
an risiko multibahaya. Hasil

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
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A Kabupaten o

1 LEBAK [ 9922 119.757 | 212.976 | 342.656 | TINGGI

- t?tgifmw l 768 | 58080 | 214.941 | 274.689 | TINGGI |
3| SERANG __ . 5.552 | 47.656 | 120.220 | 173.428 | TINGQI

4 | TANGERANG L 2 609 | 100.575 | 101.186 | TINGGI

B Kota

1| KOTA CILEGON o 1.710 4.151 | 11.689 | 17.550 | TINGGI

2 | KOTASERANG 824 5.547 | 20.300 | 26.671 | TINGGI

3| KOTA TANGERANG - - | 15.303 | 15.393 | TINGGI

4 | KOTA TANGERANG SELATAN - 1| 14.718 | 14.719 | TINGGI




Rekapitulasi data yang ditunjukkan pada di atas rnenunjukkgn luasan multibahays.u yang'
mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesual df:ngan luas administrasi
dikarenakan beberapa bencana yang diperhitungan mempcrtunbangka:.r kc'aclur}.:han
wilayah. Hasil menunjukkan Kabupaten Lebak memiliki luasan tertinggi sehingga
meﬁjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar. Berggam bencan? mengancg}r(n
wilayah tersebut namun dominasi setiap bencana dapat fhhhat pada nncuan“matzas
dalam lampiran dokumen ini. Secara ringkas grafik perbandingan luas bahaya dijelaskan
pada gambar berikut.

Multibahaya

usltisahays (Ha)

Ly

Gambar 0.68. Grafik Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya likuefeksi di Provinsi Banten
untuk kabupaten/kota terdampak bencana multibahaya. Kabupaten Lebak merupakan
kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Multibahaya pada kelas rendah seluas
0,922 Ha dan untuk kelas sedang seluas 119.757 Ha, sedangkan untuk Kabupaten
Pandeglang merupakan kabupaten yang memiliki luas bencana multibahaya kelas tinggi
terbesar dengan luas 214,941 Ha.

3.7.2. KERENTANAN MULTIBAHAYA

Kaiian kerentanan mulitihahava dilakiikan nintulk mengetahini patenai pendudnlz tarpapar
dan potensi kerugian di Provinsi Banten. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan
kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian ekonomi maupun lingkungan. Rekapitulasi
potensi penduduk terpapar dan potenei kerugian yang ditimbulkan akibat multibahaya di
Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0 113 Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinei Banten.
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Sumber: Hasil

Berdasarkan Tabel dia

Analisis Tahun 2021

A | Kabupaten - |

1 | LEBAK 1.402.288 154.178 103.404 5.479 | SEDANG |

2 | PANDEGLANG 1.318.614 141.198 191.447 5.128 | SEDANG

3 | SERANG 1.623.409 169.984 137.198 4.202 | SEDANG

4 | TANGERANG 3.105.042 | 292.079 240.739 4.130 | SEDANG
H Kota ' m

1 | KOTA CILEGON 445.961 48.381 25.859 613 | SEDANG

2 | KOTA SERANG 687.881 69.838 32.476 1.089 | SEDANG

3 | KOTA TANGERANG 1.853.462 | 181.765 68.052 1.511 | SEDANG
KOTA TANGERANG ;

3 36. SEDANG

SELATAN 1.352.035 121.884 316

tas, diketahui bahwa potensi penduduk terpapar multibahaya di

Provinsi Banten sejumlah 11.788.692 jiwa. Jumlah penduduk terpapar merupakan total
jumlah penduduk yang ada di di Provinsi Banten. Potensi penduduk terpapar
multibahaya kahupaten/kota di Provinsi Banten berada pada kelas Sedang. Seluruh
penduduk di Provinsi Banten memiliki potensi terpapar multibahaya dikarenakan
perhitungannya merupakan gabungan beberapa bencana, sehingga seluruh area
tercakup bencana. Perbandingan data penduduk terpapar dan penduduk rentan terpapar
pada gambar berikut.

Juduk (s

Cambar 0.69. Qraflik fl‘uluuai Penduduk Terpapar Miullribahaya di Provins: Hanten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

P ) . :

Kz';ngaf;?;kg;aam% dapat dl‘h‘hat potensi penduduk terpapar bencana multibahaya

Mol atacs adal;;h n!g(abmemlhkl potensi penduduk terpapar tertinggi bcncana:

oo oo o upaten Tangerang yaitu dengan jumlah potensi penduduk
p capai 3.105.042 jiwa, dengan 292.079 jiwa pada kelompok usia rentan, dan

penduduk miskin 240.739 ji isabili
B a2 L.ebak_lea‘ Sedangkan penduduk disabilitas sebanyak 5.479 jiwa
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Kajian kerentanan juga mengha
kerusakan lingkungan akibat mu

silkan

Banten dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 0.114. Potensi Kerug

ian Multibahaya di Provinsi Banten.

potensi kerugian fisik dan ckonomi serta
Itibahaya. Potensi kerugian multibahaya di Provinsi

| A | Kabupaten — = ) R
' : 42 =
| 1 | LEBAK 10.390.441 | 6.136.844 | 16.527.285 SEDANG | 20 2| TNl
2 | PANDEGLANG 12.099.852 | 8.216.550 | 20.316.402 SEDANG 23'2 TINGGI
3 | SERANG 13335.362 | 6.055.603 | 19.291.054 | SEDANG | 5.314 | TINGGI
4 | TANGERANG 28.138.521 | 9.495.283 | 37.633.804 | SEDANG 2 :
B | Kota B _
I | KOTA CILEGON 3.586.986 | 184.257 | 3.771.243 SEDANG 37 REﬂm
L2 “"KOTA SERANG _ 6111.874 | 1.369.843 | 7.481.717 | SEDANG 139 | TINGGI |
3 TKOTA TANGERANG | 16.406.004 | 2.684.000 | 19.090.004 SEDANG : :
t KOTA TANGERANG , SEDANG
"R 12.349.291 180.000 | 12.529.291

Sumber Hasil Analisis Tahun 2021

Multibahaya yang berpotensi di seluruh wilayah men

fisik yang tinggi. Tabel di atas memperlihatkan total

multibahaya di Provinsi Banten adalah 136,640 triliun rupiah yang berada

yebabkan kerugian ekonomi dan
potensi kerugian bencana

pada kelas

Sedang. Potensi kerusakan lingkungan adalah 49.435 Ha dan berada pada kelas Tinggi.

it

Multibahaya

Gambar 1 K ‘isi
mbar 0.70. Grafik Pnter}m Kerugian Fisik dan Ekonomi Multibahaya di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021 ‘
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Kabupaten/kota dengan kerugian fisik dan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten
Tangerang, yaitu sebesar 28,138 triliun rupiah dan 9,495 triliun rupiah dengan total
kerugian yakni sebesar 37,633 triliun rupiah.

Multibahaya

Gambar 0.71. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Multibahaya di Provinsi Banten
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Daerah yang memiliki potensi kerusakan lingkungan multibahaya tertinggi di Provinsi
Banten adalah Kabupaten Pandeglang dengan luas 23.518 Ha.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan
lingkungan dari bencana multibahaya di Provinsi Banten di atas, maka dapat diketahui
kelas kerentanan bencana multibahaya di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Qelenglkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0 115 Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Provinsi Banten

A | Kabupaten | |

I | LEBAK - SEDANG | SEDANG TINGGI | TINGGI

2 | PANDEGLANG SEDANG i ~ SEDANG TINGGI TINGGI

3 | SERANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI

4 | TANGERANG ~__SEDANG | SEDANG - | SEDANG

B | Kota |

1| KOTA CILEGON SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG

2 | KOTA SERANGC SEDANG SEDANG TINGGI SEDANG
|_3_| KOTA TANGERANG SEDANG SEDANG : SEDANG
| | RO SENGRRARGD SEDANG SEDANG : SRR |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021
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Rerdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten/kota yang
dikategorikan ke dalam kelas kerentanan Tinggi, vaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang,
Serang. Secara keseluruhan, kelas kerentanan bencana multibahaya di Provinsi Banten

adalah Tinggi.

27 3 RISIKO MULTIBAHAYA

Risiko multibahaya dikaji melalui nilai bahaya, kerentanan dan kapasitasn}-g :.’.ehipg_ga
akan diperoleh kelas risiko kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hasil analisis risiko
untuk multibahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.116. Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Banten

A | Kabupaten §
| 1 | LEBAK TINGGI |  TINGGI | SEDANG
2 | PANDEGLANG TINGGI TINGGI SEDANG
3 | SERANG TINGGI TINGGI | SEDANG
4 |[TANGERANG | TINGGI SEDANG | SEDANG
B | Kota o — :
1 | KOTACILEGON TINGGI SEDANG SEDANG B
< KUTA SERANG TINGGI SEDANG SEDANG P il
3 | KOTATANGERANG [ TINGGI SEDANG SEDANG
4 | KOTA TANGERANG SELATAN |  TINGGI | SEDANG SEDANG

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Ranten
memiliki kelas risiko muitibahaya pada kelas Tinggi.

3.8. PETA RISIKO BENCANA

Peta risiko bencana merupakan salah satu hasil pengkajian risiko bencana Provinsi
Banten yang memberikan gambaran tingkatan risiko yang ditimbulkan oleh bencana di
seluruh wilayah bagian Provinsi Banten. Pemetaan risiko tersebut memuat seluruh
bencana berpotensi di Provinsi Banten.

Karena penyusunan peta risiko bencana diperoleh dari penggabungan hasil pemetaan
bahaya, kerentanan, dan kapasitas, maka pemetaan risiko bencana baru dapat
dihasilkan sctclah  dihasilkan ketiga pemetaan tersebut. Peta risiko bencana
menampilkan tingkat risiko setiap daerah terhadap bencana yang dikelompokkan dalam
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kelas rendah, sedang, dan tinggi. Gambaran tingkat risiko tersebut berbeda untuk setiap
bencana yang mengancam di Provinsi Banten. Sementara itu, hasil overlay dari seluruh
peta risiko bencana didapatkan peta multi bahaya di Provinsi Banten.

Penyusunan peta didasarkan pada prasyarat utama yang diatur oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Prasyarat tersebut adalah sebagai berikut.

1.

& W

S,

6.

Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat
nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi
minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota
minimal hingga tingkat kelurahan).

Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000
untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta
dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).

Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam
rupiah).

Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang
dan rendah.

Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana.

Visualisasi hasil setiap peta diperhalus sehingga hasil tingkat risiko bencana terlihat
lebih jelas. Gambaran peta risiko bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.
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Gambar 3.68. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Banten
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Gambar 0.72. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provins: Banten
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Gambar 0.73. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten
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Gambar 0.75. Pata Risiko Bencana Gempabumi di Frovinsi Banten
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Gambar 0.78. Peta Risiko Bencana Keoakaran Hutan dan Lahan ci Provins Banten
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Gambar 0.77. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Banten
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Gambar 0.78. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Banten
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Gambar 0.79. Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Banten
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Gambar 0.80. Peta Risko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten
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Gambar 0.81. Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provins| Banten
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Gambar 0.82. Peta Risiko Bencana Covid -19 di Provinsi Banten
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.83, Peta Risiko Bencana Likuefaksi di Provinsi Banten
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Gambar 0.85. Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi Pulosari di ProvinsiBanten
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3.9. MASALAH POKOK DAN AKAR MASALAH

Masalah pokok merupakan masalah-masalah mendasar dan mungkin dalam hal ini
menjadi akar masalah terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam
pengkajian risiko bencana hai-hai ini berkaitan dengan faktor penyebab keberadaan dan
hadirnya bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor-faktor kerentanan yang
membangun risiko bencana. Dengan kata lain yang menyebabkan tingginya potensi
akibat atau dampak langsung dari peristiwa bencana dan kejadian-kejadian bahaya
kumulatif; berupa penderitaan, korban jiwa. gangguan penghidupan dan kehidupan,
serta kerusakan dan kehilangan/kerugian terhadap aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik,
dan sumberdaya alam-lingkungan hidup.

Beberapa bahaya dalam kelompok jenis yang sama — misalnya banjir, banjir bandang,
longsor, kekeringan yang masuk dalam jenis bahaya hidrometeorologis mungkin memiliki
faktor penentu atau masalah yang sama. Akar masalah (masalah pokok yang
diidentifikasi sebagai masalah mendasar) atau dapat berupa hal-hal dari faktor birokrasi
dan politik, sosial-budaya, ekonomi, fisik, serta sumberdaya alam - lingkungan hidup.
Dan dalam analisis lebih lanjut beberapa masalah pokok mungkin timbul akibat masalah
tertentu yang jauh mendasar sehingga disebut akar masalah dan berkaitan dengan
keberadaan beberapa/banyak sumber bahaya atau pemicu peristiwa bencana.

Dalam mengelola risiko bencana harus ditetapkan dahulu visi yang digunakan.
Berdasarkan visi ini dilakukan perumusan masalah (problem description) dari
bahaya/risiko bencana, selanjutnya dilakukan analisis masalah dan ditetapkan
solusinya. Mengembangkan visi dengan: 1) Menguraikan inti dari persoalan, 2)
Pandangan atau wawasan ke depan yang akan dibangun, 3) Mengemukakan latar
belakang permasalahannya, 4) Mengimajinasikan persoaian iain ierkait bahaya/risiko
bencana, dan 5) Membangun perspektif ke depan tentang bahaya/risiko bencana yang
dihadapi. Pembahasan masalah pokok dan akar masalah diharapkan mendukung proscs
tersebut di atas.

Masalah pokok dalam sub-bab ini dipaparkan per-jenis risiko bencana, melalui
pendekatan teknokratis dan administratif yang bersumber dari informasi dari pengkajian
bahaya dan kerentanan, beberapa referensi dan kebijakan baik di tingkat daerah
maupun nasional (termasuk Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana
Induk Penanggulangun Bencana Tahun 2020-2044 atau RIPB]).

Fenomena perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dari distribusi poia
cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarea hingga jutaan tahun.
Bisa diartikan sebagai perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi
peristiwa cuaca rata-rata. Perubahan iklim dapat terjadi secara lokal, terbatas hingga
regional tertentu, atau dapat terjadi di seluruh wilayah permukaan bumi. Perubahan itu
ditandai setidaknya oleh 4 hal: 1) karena adanya perubahan/kenaikan temperatur secara
global, 2} kenaikan tinggi muka air laut, 3) semakin sering terjadinya kondisi cuaca
ekstrim dan lainnya, dan keempat terjadi perubahan pola curah hujan.

- 180 -



Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis, di
antaranya cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan atau bahkan bisa
menyebabkan kelebihan jumlah debit air pada waktu yang lain, sera kebakaran hutan
dan lahan. Risikec bencana hidrometeorologis tersebut akan meningkat berdasarkan
proyekei peruhahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh pada ketahanan
sumberdaya air, pangan, dan energi. WHO memperkirakan bahwa pada 2030 hingga
2050 perubahan iklim dapat memicu kurang lebih 250.000 kematian setiap tahunnya
akibat malnutrisi, malaria, diare, dan heat stress.

Suhu udara di Indonesia pada 30 tahun terakhir naik sekitar 0,1 derajat celcius.
Kenaikan tersebut terlihat kecil, namun dunia telah membatasi bahwa sampai tahun
2030 perubahan suhu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat celcius. Sementara itu selama
tahun 1866-2020 kenaikan suhu di Indonesia sudah hampir mencapai 1,6 derajat
celsius. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi faktor penting
pemanasan giobal, dan Indonesia merupakan negara terbesar keempat penghasil emisi
GRK di dunia. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah antisipasi lebih dini
ager Indonesia dan dunia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi perubahan iklim

secara tepat.
3.9.1. BANJIR

Selain faktor kondisi letak geografis wilayah, kondisi topografi, geometri sungai (misalnya
meandering, penycmpitan ruas sungai, cedimentasi dan adanya ambang atau
pembendungan alami pada ruas sungai), serta cuaca ekstrim seiring dengan keragaman
cuaca/iklim seiring perubahan iklim (berjangka dekade hingga abad); banjir diperparah
oleh terjadinya degradasi lahan dan penggundulan tanaman kering yang meningKaikan
koefisien aliran dan bertambahnya dataran banjir baik di dataran tinggi dan dataran
rendah.

Ft.aktnr Pemicu dan Penunjang Lain: 1) Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; 2)

Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai atau naiknya

paras muka laut di pantai. Pada bagian lain, laut pasang juga disebabkan oleh

gelombang pasang bila ada badai tropis yang mendekat di kawasan tersebut atau

j;ro:ﬁanwang{n kencang yang diikuti gelombang tinggi; 3) Air/arus balik (back water
ngai utama; 4) Penurunan mu ! ;

aliran sungal akibat longsor, aed.lmen:;‘:aitﬁ;al;haﬁar:: ;‘;2:13::;{' RS S

Aktivitatf Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni:
pembud:dayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang
tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir;
mum .di bantamn sungai; sistem drainase yang tidak memadai; tu'batamya.
tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur suigai,
penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan
pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.



Terjadinya bencana banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi
tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana banjir, antara lain:

1.

Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami
banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak
membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi
sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah,
juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup
beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan
scbagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan
banjir.

Daerah resapan air yang kurang. Daeran resapan air merupakan suatu daerah
yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan
atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan
air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya
bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau
schagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan
yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk
genangan dan akhirnya terjadi banjir.

Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor
dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga
berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini,
penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan
deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang
lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang
menyebabkan banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika
berbicara (entung banjir karcna semestinya menijadi tempat untuk mengalimya
air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau
menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu.
Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan
sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang
menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri
menjadi rusak. Selain ilu, warga scring menyalahgunakan sempadan atau
bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan
hidup. Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan semalon hari kian
menurun. Mereka tidak peduli dari dampek membuang sampah tidak pada
tempatnya untuk menjaga lingkungan agar teiap lestari. Mercka tidak melakukan
penanaman pohon, justru melakukan pencbangan sccara liar, meskipun
sebenarnya mereka sadar manfaat akan pohon untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat.

Area-area kota pesisir di Pantai Utara Jawa (Pantura) dan Selat Sunda yang mengalami
banjir pasang laut “rob”, abrasi/erosi pantai, dan sedimentasi: Jakarta, Tangerang,
Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pemalang, Pckalongan, Batang,
Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Gresik, Pandeglang, Tangerang dan Serang
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«Slow-onset threat” atau ancaman perlahan, dapat terjadi akibat subsiden tanah dan
faktor pendukung lainnya. Land subsidence atau subsiden tanah adalah fenomena
turunnya level permukaan tanah dari suatu bidang referensinya (seperti permukaan laut,
geoid atou ellipsoid). Subsiden tanah dikenal dengan istilah amblesan tanah dan
penurunan muka tanah. Persoalan ini banyak terjadi di dataran rendah pesisir seperti di
kota-kota pesisir, kawasan gambut pesisir dan daerah pertambangan migas dunia,
termasuk di Indonesia. Daerah-daerah pertambangan bawah permukaan serta area basin
(cekungan) lainnya juga rentan terhadap kejadian subsiden tanah.

Ancaman bencana tersebut bahkan telah terjadi di sebagian wilayah di Indonesia dan
menimbulkan dampak yang yang sangat beoar, seperti di antaranya adalah banjir pasang
laut “rob”, yang menyebabkan dampak bencana berupa kerusakan infrastruktur,
periuasan area banjir, penurunan kualitas lingkungan, dan lain-lain.

Subsiden tanah terjadi akibat faktor antropogenik, yaitu pengambilan air tanah yang
berlebihan, dampak pembebanan (loading effect), eksploitasi minyak dan gas bumi,
pengeringan dan oksidasi lahan gambut, scrta dampak kegiatan tambang bawah
permukaan. Faktor penyebab lain yang bersifat non-antropogenik adalah pemadatan
alamiah dan efck subsiden tektonis. Pengambilan air tanah yang berlebihan akan
menyebabkan kompaksi pada akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan
dapat mengalirkan air), sehingga terjadi respons di bagian permukaan berupa kejadi_an
subsiden. Efek pembebanan dapat menyebabkan kompaksi pada lapisan tanah bagian
atas yang menyebabkan adanya penurunan muka tanah. Kcgiatan tambang bawah
permukaan akan mengakibatkan pengurangan tekanan formasi pada lapisan batuan
sekitar, sehingga terjadi respons subsiden di atasnya.

3.9.2. BANJIR BANDANG

Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab
banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan
banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh
longsor di hulu sungai. Secara ringkas banjir bandang diakibatkan oleh curah hujan
yang tinggi yang meyebabkan aliran air yang keluar sungai karena debit air yang naik
secara tiba-tiba melebihi kapasitas alur air. Karakteristiknya adalah terjadi dengan cepat
ke daerah yang lebih rendah di sekitar sungai. Faktor Pemicu dan Penunjang Lain: 1)
Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; 2) Pembendungan aliran sungai akibat
longsor, scdimentasi dan aliran lahar dingin.

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni:
pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di lindung yang tidak
sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman
di bantaran sungai; sistem drainase vang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi
banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan
di daerah huly; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir,
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Terjadinya bencana banjir bandang tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan

lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana

Tngear:hmnalzglan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan -.-matu daerah yang
ditanami pohon atau mempunyai danau yang bcrﬁ.l.n.gai sebagai tampungan ata.u
menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian dlal"mpalli sebagai cadangan air
tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyak:ny's.t ba.ngunan
yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebi.:gax
tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang bcmkld‘::
terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan

i jadi banjir.

2. mﬂ;f E'.;‘::::dmxfxu secara liar. Selain memiliki fungsjﬁ_ untuk menfzegah longaol:
dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohor{ juga berfungsi
untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akamya.. D‘ewas.a ini, penebangan
pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras alr tdak
mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang 1e§1?1 rendah
seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pcdesaan yang menyebabkan banjir. —

3. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besa.r :
berbicara tentang banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengahrnya‘auj
dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menj_ach
tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa mf,
kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampan
sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang .menyebabka'.n
terjadinya pendangkalan, bahkan ckosistem sungai itu sendiri menjadi ruaak_._ Selmn
itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan
pcmukiman,

4. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan semakin hari kian menurun.
Mercka tidak peduli dari dampak membuang sampah tidak pada tempatnya untuk
menjaga lingkungan agar tetap lestari. Mereka tidak melakukan penanaman pohon,
justru melakukan penebangan secara liar, meskipun sebenarnya mereka sadar
wianfaat akan polion untuk incningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.9.3. CUACA EKSTRIM

Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang, datang secara tiba-tiba
mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi
dan punah dalam waktu singkat (3—-5 menit). Angin puting beiiung mempunyai kecepatan
rata-rata 30 - 40 knots berasal dari awan Cumulonimbus yaitu awan yang bergumpal,
berwarna abu-abu gelap dan menjulang tinggi. Angin puting beliung sering terjadi pada
siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Penyebab terjadinya angin puting
beliung secara sederhana karena adanya bentrokan pertemuan udara panas dan dingin
yang kemudian membentuk awan Cumulonimbus. Kemudian kala awan terkena radiasi
matahari, awan tersebut berubah vertikal. Di dalam awan verlikal tersebut terjadi
pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara

yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba
dan berjalan secara acak
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Tiga parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang mempunyai bahaya
cuaca ekstrim (angin puting beliung) yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan
curah hujan untuk. Potensi cuaca ekstrim (angin puting beliung) terjadi akan lebih tinggi
di wilayah dengan keicibukaan lehan yang tinggi seperti di arca pemukiman dan area
pertanian. Sebaliknya, wilayah dengan keterbukaan lahan rendah seperti di huta.n
potensi terjadinya lebih rendah. Selain keterbukaan lahan, parameter yang dﬂt.:np
selanjutnya adalah curah hujan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, curah hu,laxf
berhubungan dengan tekanan udara. Wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi
disertai curah hujan yang tinggi akan berpotensi lebih besar untuk terjadi bahaya cuaca
ekstrim. Kemiringan lereng digunakan untuk mendekati wilavah yang berpotensi
terdapat cuaca ekstrim. Wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi biasa terdapat prada
dataran landai sehingga wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% dianggap tidak
memiliki potensi terkena bahaya cuaca ekstrim.

Menurut Worid Meterological Organization, variabel-variabel yang termasuk dalam
cuaca/iklim ekstrim mencakup unsur suhu udara, curah hujan dan angin, dimana
fenomena cuaca dan iklim tersebut berkontribusi dalam terjadinya cuaca ekstrim, atau
fenomena-fenomena ekstrim itu sendiri (monsoon, El Nino dan La Nina, dipole mode,
siklon tropis dan siklon extratropics) yang mengakibatkan nilai unsur suhu udara, curah

hujan dan angin menjadi ekstrim.

Bencana cuaca ekstrim di Indonesia tidak terlcpas dari beberapa pengaruh fenomena
atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri serta lingkup regional dan global.
Fenomena ini terjadi antara lain akibat dari perubahan iklim secara langsung yang
kemudian juga mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti EI Nino dan
La Nina yang berdampak pada kemuncuian cuaca ekstrim. Selain itu, kondisi lokal dan
regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan
ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrim dalam skala lokal
di Indonesia.

Bila El Nino giat kondisi hangatnya suhu muka laut kawasan ekuator Samudera Pasifik
memberikan dampak kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta pencemaran udara
atau turunnya kualitas udara. Sebaliknya kondisi La Nina dengan hadirnya pola-pola
cuaca dan iklim yang mendukung kehadiran kian marak awan Cumulonimbus, maka
seringkali awal tahun terjadi hujan tinggi namun sifatnya lokal dan seringkali hujan

eskirem yang terjadi mengindikasikan sebagai bagian perubahan iklim akan
berkembang. s

3.9.4. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Beflcana gelombang pasang akibat pasang maksimum laut ataupun gelombang pasang
akibat badai tropis giat di dalam wilayah umumnya berkaitan dengan indikasi kondisi
cuaca ekstrim yang mungkin terjadi bersamaan pasang muka air laut maksimum. Hal ini
karena berdasarkan teori naiknya pasang air laut bersamaan dengan adanya
pengumpulan massa udara atau konvergensi atau kawasan tekanan udara rendah.
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Kondisi udara demikian tentunya akan menggiatkan awan badai atau awan
Cumulorumbus yang giat terjadi.

Abrasi pantai di Indonesia merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya
perlindungan pesisir pantai. Fenomena ini dapat berdampak pada tergerusnya garis
pantai yang dapat mengganggu pemukiman serta infrastruktur serta fasilitas umum
lainnya.

Indonesia bukan daerah lintasan sikion tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan
memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan
deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan paniui vich tenaga gclombang laut
dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Faktor
geografis dan iklim saling yang saling terkait akan menimbulkan ancaman bencana
gelombang ekstrim dan abrasi, situasi ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan
gelombang dan arus menuju pantai, arus dan angin tersebut memiliki kekuatan yang
lama kelamaan menggerus pinggir pantai. Kekuatan gelombang di sepanjang pantai
menggetarkan batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan.

Faktor Pemicu dan Penunjang Lain: a) terjangan gelombang secara terus menerus; b)
gelombang dan tiupan angin yang cukup kencang yang melunda dacrali pantai; c)
perbedaan tekanan yang ekstrim di permukaan laut; d) kenaikan permukaan laut akibat
pemanasan global juga mempengaruhi terjadinya abrasi; e} adanya angin
kencang/puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya
pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.

Terjadinya bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi tidak terlepas dari kondisi tata ruang
dan lingkungan. Kondisi lata ruang dan lingkungan yang mendulung terjadinya bencana
Gelombang Ekstrim dan Abrasi, antara lain:

1. Kerusakan terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam
pantai semakin kuat.

2. Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah
tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir
laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang
menghantam pantai banyak terjadi pada wilayah pesisir.

3. Penebangan mangrove, mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami.
Apabila mangrove terus menerus ditebang, akan mengakibatkan gelombang semakin
mcmbeasar dan menghantam wilayah pantai.

Pemukiman atau infrastruktur di seiitar sempadan pantai; akibat dari geiombang yang

terus menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati

pemukiman atau infrastruktur yang ada di sekitar.

3.9.5. GEMPABUMI
Kebanyakan gempabumi disehabkan dari suatu tegangan pada lempengan yang bergerak

kemudian melepaskan energi. Indonesia secara geologis terletak pada 3 (tiga) lempeng
yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik mempunyai
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dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potcnsl. benca:a dgie:npa
Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lfampcpg Eurasia bel"a a :1,?:1‘8
pantai selatan jawa. Zona pertemuan lempeng m1 sering disebut sebagai zont:rd t
Scbagai akibat dari proses tektonik yang terjadi, umumnya akan banyak apa
patahan aktif dan sering terjadi peristiwa gempabumi. Proses tumbukan antar lebt:gn;
yang memiliki sisa energi akan mengakibatkan adanya sesar atau patahan
daratan dan di lautan.

Banten mempunyai sesar aktif, yaitu sesar Baribis yang lmcmbemang Mpﬂm:ia 255
kilometer di selatan Jakarta. Sesar ini disebut melintang dar_x Purwakarta Cibatu- si,
Tangerang, dan Rangkasbitung. Jika ditarik garis iurus dari Cibatu ke Tangerang, sesar
Baribis diprediksi melewati beberapa kecamatan di Jakarta.

3.9.6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Penyebab kebakaran hutan dan lahan faktor utama sebagai lpcnyebab kebakaran hutan
dan lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang seng::ua melakuka: p?'n.bakarankondisi
ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini dfduku'ng oleh {::1 1;1‘;11 i
tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seper.“tl. El Nino yang lidu afaka )
kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masy 5

i irinci i berikut:
Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai b ‘
1. icbakamn hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran

yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam
pembukaan penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. .

2. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama
pemanfaatan sumber daya alam, misainya pembakaran semak belukar yang
menghalangi akses mercka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan
api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Karena
kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas
pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja. Untuk di wilayah gunung beberapa
faktor kebakaran juga dipicu oleh kelalaian pendaki gunung/wisatawan lain yang
meninggalkan bekas api unggun atau puntung rokok

Kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau
dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini
pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada

bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan
adanya gejala El Nino.

Dampak kebakaran hutan dan lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi
lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.
Terdegradasinya kondisi lingkungan pade gilirannya mengakibatkan 1) Rusaknya siklus
hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi
transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang
mengalir di permukaan (surface runoff), 2) Hilangnya sumber mata pencaharian
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masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak,
berburu/menangkap ikan); 3) Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan
transportasi; dan 4) Meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

3.9.7. KEKERINGAN

Kekeringan secara umum dapat tcrjadi karena lzondiei hidrometeorologi, kondisi geologis,
kondisi geografis, kondisi vegetasi dan penggunaan lahan, dan pengelolaan sumberdaya
air. Permasalahan kekeringan merupakan kondisi dimana pada musim kemarau terjadi
kekurangan pasokan air yang lama, dan pada musim hujan sebagian besar mengalir di
permukaan dan terbuang ke laut. Kejadian seperti ini apabila satu wilayah mengalami
curah hujan di bawah normal secara berkepanjangan disertai kurangnya cadangan air
permukaan dan air tanah. Adanya perubahan kondisi iklim maka siklus hidrologi akan
berubah sehingga akan terlihat terjadi kekeringan ataupun kelebihan air. Pengelolaan
sumberdaya air yang kurang baik dapat memperbesar masalah kekeringan termasuk
juga adanya perubahan pcnggunaan lahan.

Kekeringan yang terjadi berkepanjangan dapat memicu terjadinya berbagai bencana,
seperti: kelaparan, wabah penyakit dan lain sebagainya, apabila masyarakat dalam satu
wilayah yang dilanda kekeringan teluh kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan
pada pertanian dan ckosistem yang ditimbulkannya; kerusakan terhadap flora dan
fauna, terjadinya erosi, penurunan kuantitas dan kualitas air, pencemaran udara dan
Walaupun kekeringan merupakan fenomena iklim musiman dan tiap daerah memilild
karakteristik hidrometeorologi yang berbeda-beda, sehingga penanganannya masing-
masing wilayah berbeda dan tidak bisa diseragamkan. Pcnanganan kekeringan tidaklah
cukup dengan hanya menuntut kewaspadaan, namun perlu melakukan tindakan untuk
mengurangi dampak yang ditimbuikan dengan membuat serangkaian perencanasn
dalam menangani kekeringan dan meningkatkan ketahanan ekosistem.

Kekeringan diakibatkan oleh 1) rendahnya curah hujan yang disebabkan oleh rendahnya
tingkat produksi uap air dan awan. Hal tersebut mengakibatkan hujan yang turun
menjadi sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan
kekeringan akan melanda. 2) letak geografis Indonesia yang berada tepat di garis
khatulistiwa yang diapit 2 benua dan 2 samudera, secara geografis juga terletak di
daerah “monsoon” yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi
perubahan iklim secara ekstrim disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. 3) El
Nino adalah anomall iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi
antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia

Bencana Kekeringan karena faktor lingkungan dan tata ruang beberapa hal yang
mendukung terjadinya bencana ini adalah:

e Alih fungsi lahan terbuka hijau yang menjadi peruntukan lain seperti pemukiman
atau bangunan infrastruktur sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah
dan semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah. Alih fungsi lahan menjadi
permukiman warga, pengembangan tempat wisata, dan alih fungsi lahan hutan
menjadi pertanian.
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e Kerusakan hidrologis merupakan kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai
karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah
yang sangat besar. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan_ berkurang
sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat
datangnya musim kemarau. . o _

e Kehilangan tutupan hutan/ vegetasi yang menyebabkan infiltrasi air hujan
kedalam tanah akan berkurang karena air hujan akan menjadi surface runoff.

¢ Penggunaan air yang terlalu berlebihan hingga airnya habis maka pcms.nfaat.an
sumber daya air tidak dapat berkelanjutan, karena masyarakat belum bisa
mengelola sumber daya air yang ada sccara baik, ataupun‘p.rm.;aran? sumber
daya air yang kurang. Biasanya, penggunaan air beriebihan ini bisa c?nsebabkan
kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berl?bihan at.au
penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi .sawah. Jika
dilakukan terus menerus akan berdampak pada habisnya cadangan air

3.9.8. TANAH LONGSOR

inei jadi bi lereng lebih besar
a tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada

m;;: !;.ena}mn Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan

kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng,

air, beban serta berat jenis tanah batuan

Faktor-faktor Penyebab Tanah Longsor .
. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena

meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan
menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam

2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong.
Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan
angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila
ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar

3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah
lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih
dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama
bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah
karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.

4. Batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen
berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang
kuat. Batuan terscbut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan
dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal

5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan,
perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan
akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi
lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk
daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat
menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran
lama.



10.

1L

12.

Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gcmpabrfnlnl, ledakan,
getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya
adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.

Susut muka air danau atau bendungan. Akibat susutnya muka air 'yfmg cepat di
danau maka gaya penahan lereng meniadi hilang, dengan sudu.t kemiringan v!raduk
229 mudah terjadi longeoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh

retakan .
Adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada

araan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longapr,
ltcet;l:z.m:a; :e:z:ar tikungan jalan :da daerah lembah. Akibatnya adalah sering
terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnyn ke arah lembah o B
Pengikisan/crosi. Eroei yang disebabkan aliran air per_mukaan atau :: na:]ba];
sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lere:_ag—lereng. e i
curam Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungal’ ke arah tebu:tg. Selmn itu
penggundulan hutan di eekitar tilungan sungai, tebing akan menjadi terjal -
Adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengc‘mhangkan _dan memlper ;;
lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan embah.
‘Tanah tmbunan pada lembah tersebut helum terpadatkan BCl?lp‘:lmﬂ seperti tanah
asli yang berada di bawahnya. Sehingga apa;bila hujan akan terjadi penurunan tanah

diikuti de retakan tan
}é:nlfa: T:ln:gj:an lama. Lon::noomn lama umumnya terjadi sc}gma dan setelah terjadi
pengendapan material gunungapi pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau
sesudah terjadi patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama memiliki ciri:
« Adanya tebing terjal yang panjang mclenglung membentuk tapal kuda.
+ Umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya
gembur dan subur,
« Daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif landai.
* Dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah.
» Dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsoran kecil pada
longsoran lama.

* Dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan longsoran kecil.
= Longsoran lama ini cukup luas
Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung). Bidang tidak sinambung ini
memiliki ciri:
* Bidang perlapisan batuan
* Bidang kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar
Bidang kontak antara batuan yang rctak-ictak deugai batudi yang kuul,
Bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan air dengan batuan yang
tidak melewatkan air (kedap air).
Bidang kontak antara tanah yang lembek dengan tanah yang padat.

* Bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai
bidang luncuran tanah longsor

Selain faktor cuaca dan fisiografi yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor
beberapa faktor yang menjadi pendorong bencana tanah longsor adalah:
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1. Penggundulan hutan. Pepohonan di lereng, tebing, gunung, atau bukit berfungsi
untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutarr{a area
lereng dan tebing tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya
tanah longsor. Hutan gundul akan memengaruhi struktur tanah yang longgar karena
tidal memiliki penahan, juga air tidak memiliki daerah resapan

2. Penataan pertanian yang salah. Keberadaan lahan pertanian di lereng gunung, scrta
penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk, akan berdampa.k pada
timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang
kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tctap kuat. ' o

3. Tumpukan sampah. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga bla.a jadi
penyebab tanah longsor. Sampah yang tidak pernah diolah d.an qnbxarkan
menggunung akan berisiko longsor terutama karena tekanan dan air hujan yang
memiliki intensitas yang tinggi.

3.9.9. TSUNAMI

Indonesia adalah negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pcrtcmuinn tiga
lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng lndo-Austra]:n dan
Lempeng Pasifik. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung c;::g:n
zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulfa.u Sumatra, selatan u
Jawa. Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan

kawasan yang sangat rawan tsunami.

Catatan scjarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami
yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600-2012.1 Berdasarkan su.m_ber
pembangkitnya diketahui bahwa 90% dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas
gempabumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik dan 1% oleh tanah longsor yang
terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsoran dari darat yang masuk ke
dalam tubuh air. Dalam dua dekade terakhir terjadi sedikitnya sepuluh kejadian bencana
tsunami di Indonesia. Sembilan di antaranya merupakan tsunami yang merusak dan
menimbulkan korban jiwa serta material, yaitu tsunami di Flores (1992); Banyuwangi,
Jawa Timur (1004); Biak (1006); Maluku (1998); Banggai: Sulawesi Utara (2000); Acch
(2004); Nias (2005); Jawa Barat (2006); Bengkulu (2007); dan Mentawai (2010). Dampak
yang ditimbulkan tsunami tersebut adalah sekitar 170 ribu orang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil analisis risiko, teridentifikasi empat kawasan utama yang memiliki
risiko dan probabilitas tsunami tinggi. Keempat kawasan tersebut adalah Megathrust
Mecntawai, Mcgathrust Sclat Sunda dan Jawa bagian sclatan, Mcgathrust sclatan Bali
dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara.

Selat Sunda terletak pada kawasan transisi antara segmen Sumatera dan scgmen Jawa
dari Busur Sunda, yang juga merupakan daerah di Indonesia yang sangat aktif dalam hal
aktivitas vulkanik, kegempaan dan pergerakan tektonik vertikal. Letusan Gunung
Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 terjadl di tengah Selat Sunda dan memicu
tsunami di pesisir Lampung bagian selatan serta bagian utara dan barat Banten.
Sementara itu, dalam hal zona penunjaman di selatan Pulau Jawa, segmen Jawa dari
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Busur Sunda yang memanjang dari Selat Sunda sampai Cekungan Bali di Timur.
Tercatat tiga gempabumi besar terjadi di zona ini pada tahun 1840, 1867, dan 1875.
Dalam tiga ratus tahun terakhir belum ada gempabumi Megathrust (:lc:}g_an skala scbesar
gempabumi tahun 1833 dan 1861 di Sumatra yang terjadi di kawasan ini

Bila terjadi gempabumi besar di segmen Megathrust Selat Sunda, daerah yang palhq%
terancam tsunami adalah kawasan industri di Kota Cilegon. Bila kawasan industri di
kota ini terkena tsunami, dikhawatirkan akan terjadi bencana susulan dalam bentuk
kegagalan teknologi seperti penyebaran bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam
masyarakat. Sementara itu, gempabumi besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa_
bagian selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa dacrah Pantal
Pangandaran, daerah Cilacap dengan kilang-kilang minyaknya, dan pantai-pantai lain di
selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara khusus untuk Provinsi Banten bahaya tsunami tidak hanya berasa.l' darl
gempabumi tetapi potensi tsunami di Selat Sunda juga dapa.n.disebabkan oleh aktivitas
Qunung Anak Krakatau, bahkan di masa lalu pernah dipicu -olch lct?uaan dahsyat
Gunung Krakatau tahun 1883 telah memporak porandakan @ayah di selat sunda.
Kejadian terakhir 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan
Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung.

3.9.10. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Epidemi dan wabah penyakit yang telah ditetapkan oleh BNPB dan Kementerian
Kesehatan sebagai prioritas utama rawan bencana adalah penyakit campak, demam
berdarah (DBD), malaria, difteri, dan hepatitis.

Penyakit campak disebabkan oleh virus campak atau biasa disebut virus measles. Virus
campak termasuk genus Morbilivirus famihia Paramyxoviridae. Penyakit ini sangat
menular dan akut, menyerang hampir semua anak kecil. Bila mengenai balita terutama
dengan gizi buruk maka dapat terjadi komplikasi. Komplikasi yang sering adalah
bronchopneumonia, gastroenteritis, dan otitis media; ensefalitis jarang terjadi tctapi dapat
berakibat fatal, yaitu kematian.

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular, dapat dicegah dengan imunisasi,
dan discbabkan oleh bakteri gram positif Corynebacterium diptheriae strain toksin.
Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada
selaput mukosa faring, laring, tonsil, hidung dan jugea pada kulit. Manusia adalah satu-
satunya reservoir Corynebacterium diptheriae. Penularan terjadi secara droplet (percikan

ludah) dari batuk, bersin, muntah, mclalui alat makan, atau kontak langsung dari lesi di
kulit.

Penyebab penyakit demam berdarah adalah virus Derngue dan ditularkan melalui gigitan
nyamuk Ae. Aegypti dan Ae. Albopictus. Indonesia merupakan daerah endemik demam
berdarah. Sampai pertengahan tahun 2013 ini, kasus demam berdarah terjadi di 31
provinsi dengan penderita 48.905 orang 376 di antaranya meninggal dunia. DBD
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termasuk kategori emerging diseases atau penyakit yang sering terjadi di masyarakat.
Penyakit ini tergolong arbovirosis (penyakit virus) yang telah menyebar luas di Indonesia
dan berpotensi menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa, terutama di musim hujan.

Penyakit malaria alalah ponyaldt infelrsi vang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang
hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami
ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina. Salah satu penyakit endemik yang
kerap ditemukan di ncgara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini dapat menyerang
semua kelompok umur, termasuk laki-laki maupun perempuan. Gejala yang dikeluhkan
saat terinfeksi malaria dapat meliputi demam, menggigil, sakit kepala, mual atau

muntah,

Hepatitis dipakai untuk semua jenis peradangan pada sel-sel hati, yang bisa disebabkan
oleh infeksi (virus, bakteri, parasit), obat obatan (termasuk abat tradisional), konsumsi
alkohol, lemak yang berlebih dan penyakit autoimun. Ada 5 jenis hepatitis virus yaitu
Hepatiis A, Hepatitis B, {lepatitis C, Hepatitis D, dan Hepatitis A (antara hepatitis yang
satu dengan yang lain tidak saling berhubungan). Diperkirakan terdapat 28 Juta
penduduk indonesia yang terinfeksi Hepatitis B atau C, dimana 14 juta di antaranya
berpotensi untuk menjadi kronis, bahkan di antara yang kronis tersebut 1,4 juta orang
berpotensi untuk menderita kanker hati.

Epidemi dan wabah penyakit merupakan hal yang potensial timbul di Indonesia,
mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan
dan tidak dapat hidup sehat dan higienis secara memadai. Berjangkitnya penyakit dapat
mengancam manusia maupun hewan ternak dan berdampak serius dalam bentuk
kematian dan terganggunya roda perekonomian.

Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang
harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka beban ketergantungan penduduk
lndonem:a pada tahun 2020 sebesar 46,79%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk
Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung
kurang lebih 47 orang yang tidak produktif. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini
terhadap sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan

tersier, (2) meningkatnya ki . _
Seashuian. gkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya

Pcn-.kono'mian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku
E;;;a;:m 15.434,2 triliun n{piah dan PDB per kapita mencapai 56,9 Juta rupiah atau
mma. 13,7, Dampak negatif Covid-19 yang terasa di seluruh perekonomian dunia,

! .suk lndom?am, yang membawa kontraksi yang sangat buruk. Masalah penduduk
1:n§s:\1.:|nk:i‘l yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Jumlah penduduk
mis :in yang bcrtambah p:ienycbabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung
peu:ne tah‘ bagl mereka. Tingkat kemiskinan semakin parah semakin menjauhi dibawah
garis kemiskinan (jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi
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kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per
hari dan kebutuhan pokok bukan makanan).

Penyakit menular tetap menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia.
Penyebabnya antara lain munculnya penyakit infeksi baru (emerging disease) dan
munculnya kembali penyakit menular lama (re-emerging disease). Penyakit infeksi baru
berupa wabah penyakit menular yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular
baru yang insidennya meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Sementara
penyakit menular lama adalah wabah penyakit menular yang muncul kembali setelah
penurunan yang signifikan dalam insiden di masa lampau.

Kemunculan dua permasalahan itu dipengaruhi oleh faktor evolusi dari microbial agent
seperti variasi genetik, rekombinasi, mutasi dan adaptasi, hubungan microbial agent
dengan hewan perantara (zoonotic encounter). Faktor lainnya berupa perubahan iklim
dan lingkungan, penggunaan pestisida, penggunaan obat antimikrobial yang bisa
menyebabkan resistensi dan penurunan penggunaan vaksin, perkembangan industri dan
ekonomi, perpindahan masyarakat secara massal yang membawa wabah penyakit
tertentu, dan perang seperti ancaman penggunaan bioterorisme atau senjata biologis.

3.9.11. KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oieh kesalahail
desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan tcknologi
dan/atau industri. Penyebab langsung (pemicu) kegagalan teknologi antara lain
kehakaran. kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, kesalahan
prosedur pengoperasian pabrik/ teknologi, kerusakan komponen, kebocoran reaktor
nuklir, kecelakaan transportasi (darat, laut, udara). Keterpaparan pada bahaya tcknoleg
bukan saja permasalahan industri di perkotaan atau kawasan industri. Hampir semua
proses modernisasi tersebar ke hampir semua wilayah dan lingkungan sosial.

Masalah terkait antara lain: tingginya pemakaian bahan-bahan kimia yang berbahaya
muda]"z terbakar, terbatasnya ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunaken
material bangunan ataupun peralatan yang tahan api, tidak adanya daerah penyangga
:tauml?enghalar}g api scrta penyebaran asap/pengurai asap, gagalnya fungsi sistem
k:’ae dan peringatan dini, tidak adanya perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan
cvan:(:::guan Pcmadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat dan

bagi pegawai serta' penduduk di sekitar, terbatasnya sosialisagi rencana
penk_:lamamn kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya bekerjasama dengan instansi
terkait, tantangan pengendalian kapasitas penampungan bahan bahan kimia yang
berbahaya dnn mudah terbakar, rendahnya standar keselamatan di pabrik dan desain
peralatan, tidak adm'lya antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik, serta tidak
ada prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi.
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3.9.12. COVID - 19

COVID-19 disebabkan oleh virus SARS CoV-2 yang merul?akan Co?ona Virus jenis .bam
dengan analisis filogenctik mendekati isolat Coronavirus dari kclelawm": ‘C!h;\e'se.
chrysanthemum-headed bats yang Afisolasi puda tahun 2015. SAF_).S oV. . r::;
merupakan Coronavirus kluster B-coronavirus yang merupakan zoonosis cor\c;na us
yang baru setelah SARS dan Middle East Respiratory Syndrome [MEF.tS CoV). m.l: k;m
termasuk dalam sub genus botulinum Coronaviridae. Hasil sckucnsing menunjukkan
bahwa SARS CoV-2 homolog 79,5% dengan SARS-COV.

Virus Influenza sangat mudah mengalami perubahan geneﬂk: Para a}hli memperkirakan
Pandemi Influenza akan terjadi bila Virus Influenza mengalami .mu..taa.l atau percampl'.lr:i:
genetik antara beberapa Virus Influenza (reassortment) menjadi Virus Inﬂu'en:fa j:m
baru. Manusia belum mempunyai kekebalan terhadap Vil:us. Influcnza jenis e
tersebut. Sehingga bila seseorang terinfeksi Viru-s Influenza jenis baru tel"aet?rt e irp'\?g
mengalami gejala yang lebih serius daripada mﬂu_cnza musiman. ISc!am b;:: Vi
Influenza juga memiliki sifat mudah menular sehingga influenza jenis pa
menyebabkan timbulnya epidemi/ pandemi.

Potensi ancaman COVID-19 atau variannya dapat masuk Ke Inuurxcula/dagl-ajx meclalui
pelaku perjalanan internasional melalui pelabuhan, belmda}ra udaral dan lintas batas,
maupun tertular dari orang di dalam daerah terjangkit di Indonesia maupun pelaku
perjalanan dari daerah terjangkit. Tingginya mobilitas keluar.masuk wilayah i“f
meningkatkan potensi ancaman masuknya penyakit-penyakit yang berpotensi
menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM). Selain itu beberapa l.aus.a.t
pertumbuhan/ckonomi atau kota besar/metropolitan dengan mobilitas penduduk tinggi,
dengan penduduk yang padat, sangat rentan dengan penycbaran COVID-19,

Kondisi geografis wilayah kepulauan di satu sisi menjadi keuntungan - termasuk adanya
sejumlah lokasi yang berada di wilayah terpencil dan/atau memiliki akses geografis sulit,
menjadi “lockdown” atau “karantina alamiah”. Namun, bila terjadi kedaruratan dan
membutulikan mobilisasi bantuan, akses yang sulit ini tentu akan menjadi tantangan
yang signifikan. Situasi respons bencana seperti letusan gunung berapi, gempa dan
teunami yang dapat menghambat penanganan pandemi.

Tidak semua dacrah mempunyai rencana respons menghadapi pandemi dan tidak semua
daerah mempunyai rencana kesiapeiagaan dan rcepons pandemi di rumah sakit, ini
menyebabkan tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rentan tertular COVID-19
dan dapat menyebabkan terjadinya penularan lebih lanjut di rumah sakit.

Secara umum analisis risiko Covid-19 mempertimbangkan pengaruh kasus yang
terdeteksi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mobilitas dengan melihat banyaknya
penerbangan domestik maupun Internasional, banyaknya penduduk yang rentan dengan
melihat angka jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas, dan konteks kapasitas

kesiapsiagaan daerah dengan melihat kapabilitas rumah sakit rujukan, jumlah fasilitas
kesehatan.
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Sebagai pembelajaran BAPPENAS menyimpulkan bahwa aspek ketahanan sist.em
kesehatan perlu diperbaiki; yaitu:l) kapasitas kcamanan keselhatan; 2) kap:ztaa
pelayanan kesehatan; 3) upaya promotif dan preventif;, dan 4) manajemen respons ar;1
nanganan pandemi (Bappenas 2021). Distribusi Puskesmas belum mcrata di
f::camatan belum merata, ini dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan primer. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masym:gkat
terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dntlix:at
i rasi duk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur
dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 pendu :
untuk 1.000 penduduk. Untuk menunjang upaya .Relﬂyanar_l keseha:nbald:ap:ré:ﬂk::
Laboratorium kesehatan untuk memeriksa, menganahsfs.. mengidentifika o it
penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

3.9.13. LIKUEFAKSI

Likuefaksi adalah salah satu kegagalan yang terjadi pada struktur tanah icnh;ngga
menjadikan tanah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mendukur}.g .atal;;: : bzo.r:ﬁ
beban di atasnya. Umumnya likuefaksi terjadi pada tana.h yang memﬂjl:umgr a:: o
seperti sandy poor (SP) atau yang disebut dengan pasir lepas, karena pa tanah sepe y:
ini lebih banyak berpotensi menyimpan air dibandingkan. dcx-zgan tanah yang bergrada ,
balk. Likucfaksi juga terjodi pada tanah yang jenuh air dmm_seluruh rongga dari
tanah tersebut dipenuhi oleh air. pada saat mengalami getaran, air memberikan suatu
tekanan di partikel tanah sehingga memengaruhi kepadatan dari tanah tersebut.

Likuefaksi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat tegangan air
pori yang timbul akibat beban siklis (getaran). Getaran yang dimaksud dapat berupa
getaran yang berusal dari gempabumi maupun yang berasal dari pembebanan cepat
lainnya. Ketika mengalami getaran tersebut sifat lapisan tanah berubah menjadi seperti
cairan sehingga tak mampu menopang beban bangunan di dalam atau di atasnya.
Likuefaksi biasanya terjadi pada tanah yang jenuh air, dimana seluruh rongga-rongga
dari tanah tersebut dipenuhi oleh ait. Pada saal wcugalau gelaran, air ind memberikan
suatu tekanan di partikel-partikel tanah sehingga memengaruhi kepadatan dari tanah
tersebut. Sebelum terjadinya gempabumi, tekanan air pada suatu tanah secara relatif
rendah. Namun setelah menerima getaran, tckanan air dalam tanah meningkat, sehingga
dapat menggerakkan partikel-partikel tanah dengan mudah. Setelah digerakkan oleh air,
tuaka pasthcl Lauall Udak ICIRUIKD Mgl KekKuaran atau daya dukung, sehingga daya
dukung tanah sepenuhnya berasal dari tegangan air pori. Pada kondisi ini, tanah sudah
berbentuk cairan yang tidak lagi memiliki kestabilan, sehingga beban-beban yang ada di
atas tanah tersebut seperti beban dari struktur bangunan akan amblas ke dalam

Terjadinya likuefaksi disebabkan faktor kondisi fisik sebagai berikut:

L. Material lepas muda. Material iepas muda dapat diketahui dari peta geologi yaitu
sedimen yang berumur Kuarter (<2.6 Juta tahun) yang umumnya terkonsolidasi
lemah (gembur), selain itu juga diketahui dari pengamatan langsung di lapangan dari
sumur pemboran atau galian. Pada kondisi normal tanah saling bersentuhan dan

- 196 -




menopang kekuatan tanah, namun saat gempabumi mengakibatkan meningkatnya
tekanan air sehingga menghilangkan friksi dan tanah kehilangan penopang.

9. Muka Air tanah dangkal (< 10 m). Muka air tanah dapat diketahui dari pengamatan
langsung melalui sumur bor/gali dan keberadaan mata air. selain }tu juga
pengamatan tidak langsung menggunakan geofisika-geolistrik. Muka air tanah
dangkal menandakan tanah daerah tersebut telah jenuh dengan air.

3. Adanye Gempabumi. Gerakan lateral membuat tanah bergerak dan mcr.-usak
bangunan, meningkatkan tekanan air antara butiran komponen tanah sehingga
kemudian butiran tersebut bergerak bebas dan kehilangan ikatan antara satu dengan

4. imm lereng lebih dari 1°. Kemiringan lereng dapat diketahui atau diper?lch
dari Citra dan model elevasi digital. Kemiringan lereng dapat menggerakan lapisan
tanah/scdimen dan menghasilkan longsor,

3.9.14. LETUSAN GUNUNGAP!

Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endgpan magma di dm
perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. magma a}dalah cairan
pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni l_cbxh
dari 1.000 °C. Letusan gunung berapi mampu menyemburkan batu dan abu sejauh
radius 18 Km atau lebih. sedangkan lava bisa mencapai sejauh 90 Km. Bahaya letusan
gunungapi dibagi menjadi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utaz.na
(primer) dan bahaya ikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing masing
mempunyai risiko merusak dan mematikan. Bahaya primer yaitu awan panas, lontaran
batu, hujan abu lebat, leleran lava, dan gas beracun. Bahaya ikutan letusan gunungapi
adalah yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung.

Secara detail bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunungapi sebagai berikut:

1. Awan panas dan guguran abu. Guguran abu di lereng gunungapi disebut ladu. Ladu
merupakan campuran fragmen lava, dengan pasir dan abu yang dibentuk dari kubah
aktif. Ladu akan disebut sebagai awan-panas guguran ketika volume yang
digugurkan menjadi besar dan terdiri dari bongkah lava membara merah pijar dan
bergerak cepat. Apabila jumlah material yang gugur sangat besar, maka diasumsikan
awan-panas guguran ini sudah merupakan karakter dari -

L1SINDUS] guguran gunungap! sangat di;]:ngaruhi oleh mpogm.f? zinm%n:;u::? m
ocnflerung mengikuti lembah; sementara guguran awan-panas akan menerjang
melintasi lembah dan punggungan. Suhu awan-panas di bagian dalam sangat tinggi,
sementara di bagian tepi lebih cepat mendingin, sampai di bawah 450°C. Aliran
awan-panas mampu menghanguskan tumbuh-tumbuhan, berbahaya bagi manusia
dan hewan, serta merusak paru-paru. Suhu ladu relatif tinggi, diasumsikan suhu
awal setingkat aliran lava antara 800-1000°C. Seteiah di kaki kerucut gunungapi
subu menurun menjadi 400-450°C. Kecepatan jatuhan batu sekitar 30-35 m/detik
pada kemiringan 35°, sedang kecepatan awan-panas guguran berawal dari 15-20
m/detik. Apabila terjadi peningkatan suhu lava dari 850°C menjadi 950°C, serta
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peningkatan kandungan gas, maka lava didorong keluar oleh letusan kecil, schingga
masuk dalam kategori awan-panas letusan. Kecepatan awan-panas jenis ini sekitar
30-40 meter/detik, melebihi kecepatan guguran kubah lava. Penghancuran bongkal-E
lava panas sepanjang peluncuran mendorong keluarnya gas yang tertekan. Efek dari
pelepasan gas dan udara panas ini menjadikan tidak terjadi gesekan antar fragmen
padat batuan. Ini menyebabkan selama terjadi awan-panas tidak terjadi bunyi
bergemuruh.

. Longsoran gunungapi. Kerucut gunungapi muda mempunyai struktur labil sehingga
mudah longsor dan membentuk rombakan di kaki lereng. Contoh kasus longsoran
gunungapi ini terdapat di G. Raung dan G. Galunggung. Di G. Raung.ylongaoran
gunungapi membentuk bukit-bukit kecil di kaki gunungapi. Bukit-bukit tersebut
merupakan sisa-sisa retas lava sepanjang 60 km. Di sekitar G. Galunggung terdape:t
4.600 bukit-bukit kecil yang dikenal dengan Perbukitan Seribu. Total volume bukit
142.4 juta m3, atau hanya 1/20 dari total volume sektor yang longsor. Pembentuk‘an
perbukitan ini diasumsikan terjadi karena kaldera dengan dinding ﬁPia yang tersisa
didorong ke luar, maka serakan dinding kaldera membentuk bulnt:bulut di kaki
gunungapi. Peristiwa di G. Raung dan G. Galunggung ini mung.km merupakan
longsoran sangat besar yang kejadiannya dipicu oleh gempabumn, pembentukan
retakan, guguran vuleano-tectonic, atau oleh erupsi ultra-volcanic. o

_ Aliran Lava. Oleh karena explosivitas yang tinggi, breksi dan debu menjadi produk
utama gunungapi di Indonesia, namun aliran lava juga merupakan gejala yang
umum dijumpai. Contoh terbaru, lava mengalir dari celah pada G. Batur pada tahun
1926 dan 1963, serta aliran lava parasitik terjadi di G. Semeru pada tahun 1941.
Tingkat kemampuan pengaliran sangat bervariasi. Aliran lava G. Merapi selama
November-Desember 1030 rata-rata 300.000 m3 per hari, sedang pada tahun 1942-
1943 rata-rata 12.000-15.000 m3 per hari. Aliran lava panas relatif dinamis,
mengikuti lembah sungai sebagai aliran, atau beriembar seperii tirai lava hasil erupsi
fasc B dari Tangkuban Parahu. Aliran lava dalam viskogitas rendah dapat berbentuk
lorong lava, sebab inti cairan lava terus mengalir setelah pembekuan mantel sebelah
luar.

. Kubah Lava. Sifat kekentalan magma meningkat sebanding dengan penambahan
kandungan silika. Sebagian andesit dan dasit yang sangat asam, akan mudgh
membentuk kubah, yang kadang-kadang disertai dengan lidah lava tebal menonjol
pada bagian bawahnya. Banyak contoh dapat ditemukan di Indonesia, misalnya
kubah lava hasil erupsi G. Kelud tahun 2007 dan G. Rokatenda tahun 2013. Kubah

lava di Indonesia telah dideskripsi menjadi beberapa tipe. Bentuk kubah dipengaruhi
olehi konfigurasi dari tempat lava diekstrusikan. Kubah tumbuh seiring dengan

pcr.xan:lbahan energi dari dalam sehingga luar lapisan sangat diregangkan. Akan
terjadi semacam stratifikasi mantel berurutan yang paralel dari luar ke dalam dengan
ketebalan sampai beberapa meter. Kubah yang terbentuk mempunyai kemiringan
kubeh antara 35°- 40°. Akhir pembentukan kubah lava akan membentuk depresi di
bagian puncaknya. Depresi ini merupakan hasil berbagai faktor, seperti penyusutan
oleh pendinginan, atau berhentinya tekanan ke atas.
. Lahar Penamaan lahar pertama kali digunakan di Indonesia untuk menyebutkan
breksi gunungapi yang ditranspor oleh air. Nama ini pertama kali digunakan untuk
perisiwa pelaharan di G. Kelud. Istilah tersebut sekarang telah digunakan dalam
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acuan-acuan geologi dan vulkanologi. Lahar merupakan aliran lumpur yangl
mengandung material rombakan dan bongkah-bongkah menyudut berasal dar?
gunungapi. Endapan lahar mampu mencapai ketebalan ‘beberapa mete:- sampai
puluhan meter. Fragmen-fragmen penyusun terletak di antara matriks yang
membulat sampai menyudut. Bongkah lava yang tertranspor d'apt.at mencapai
beberapa meter kubik. Lahar dapat dibedakan menjadi lahar hujan (dingin) dan .1a'har
letusan (panas). Lahar hujan tidak secara khusus berhubungan dengan aktivitas
gunungapi. la dipicu oleh hadirnya hujan di atas nom.lal pada lcrcr}g yang tertutup
oleh material lepas. Contoh lahar yang dipicu oleh hujan antara lain terdapat pada
pelaharan G. Merapi yang mempunyai kisaran sebaran 25-30 km. antoh lahf
terbaru jenis ini terjadi pada pelaharan pada tahun 2011, terhadap hasil ‘_empsi G.
Merapi 2010. Lahar letusan discbabkan oleh pengosongan danau kawah, balkahkaar;::
pembentukan kawah oleh amblesan maupun letusan. Letusan danau kaw e
menyebabkan arus lumpur panas, sehingga air akan b'crc.an:lpur dengan mate
gunungapi yang panas. Contoh pembentukan lahar ini terjadi di G. Kelud.

Indonesia memiliki beragam tipe gunungapi yaitu Tipe-A (77 .buah). yakni gur;dungs;px
yang pernah mengalami erupsi sekurang-kurangnya satu kah sesudah 1600 . aschi.
Tipe-B (28 buah), yakni gunungapi yang sesudah 1600 Masem bclum mengalami crl‘l:lpSl
magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan misainya solfata:ra an
fumarola. Tipe-C (21 buah), yakni gunungapi yang erupsinya tidak diketahui dalam
sejarah manusia namun masih terlihat tanda-tanda kegiatan masa lampau .be.rupa
lapangan fumarola. Dari beragam gunungapi yang ada tercatat bahwa gunungapi Tipe A
tersebar di Sumatra (13 buah), jawa (19 buah), Lombok (1 buah), Bali (2 buah), Sumbawa
(2 buah), Flores (17 buah), Banda (7 buah}, Sulawesi (6 buah) dan Kepulauan Sangir (5
buah). Di setiap provinsi tersecbut memiliki lebih dari satu gunungapi aktif yang
berpotensi dapat meletus dan di antaranya menjad: prioritas utama.

Jumlah penduduk yang bermukim atau memanfaatkan lahan di sekitar gunungap
cenderung banyak dan meningkat. Kondisi tanah yang subur menjadi salah satu alasan
penduduk untuk beraktivitas di daerah tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan
letusan gunungapi (PP No 26 tahun 2008) meliputi wilayah di sekitar kawah atau kaldera
dan wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau
guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

3.10. POTENSI BENCANA PRIORITAS

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan
sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas

bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui
tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko bencana;
» Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB},
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. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah
kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNFPB.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat
tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah
kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana.
Analisis kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada
minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik.
Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa
dikctahui kocenderungan waktu terjadinva bencana. Data kejadian bencana tersebut
dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisis kecenderungan bisa dilakukan
berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian
bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang
dikelola BNPB atau data dari instansi vang berwenang atau data pemerintah daerah.
Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal
terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Berdasarkan hasil kajian rieiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10
tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Hasil analisis dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 0.117. Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi
Banten

KELAS RISIKO BENCANA

SEDANG TINGGI

MENURUN

KECENLDERUNGAN
KEJADIAN BENCANA
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MENINGKAT

Sumber: Hastl Analisis Tahun 2021

Keterangan:
Prioritas Pertama
Il Prioritas Kedua

I Prioritas Ketiga

Tabel di atas menunjukkan bahwa bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstnm,
Kebakaran Hutan dan Lahan, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kekeringan,
Tanah Longsor, Tsunami, Letusan Gunungapi Pulosari adalah bencana yang menjadi
prioritas pertama untuk ditanggulangi oleh pemerintah. Prioritas kedua dalam
penanganan adalah bencana Kegagalan Teknologi, Likuefaksi, Letusan Gunungapi
Karang. Sedangkan bencana Epidemi Wabah dan Penyakit, Covid-19 adalah bencana
yang menjadi prioritas ketiga untuk ditanggulangi pemerintah.
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BAB IV
REKOMENDASI

4.1. REKOMENDASI GENERIK

Analisis kajian risiko bencana juga menghasilkan rekomendasi tindakan penanggulangan
bencana yang periu dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tindakan tersebut
diperoleh dari kajian kapasitas daerah berdasarkan ketahanan daerah. Kajian kctahm
daerah ditujukan untuk pemerintah dacrah. Oleh karena itu, pemilihan rekomendasi
tindakan perlu mempertimbangkan kondisi daerah terhadap penanggulangan bencana
dari segi pemerintah.

Beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan ds'lri-ana]isis
kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi tindakan
terscbut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan [_)acrah {IKD)
yang difokuskan untuk pemerintah daerah. 71 indikator hanya melingkupi 8 (dcla.pan]
jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Bahaya tersebut yaitu gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakm'-an
hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, dan banjir bandang. Sementara .ﬂ:u.
kajian kesiapsiagaan difokuskan terhadap masyarakat dengan 19 indikator pencapaian.
Lingkup bahaya dalam kajian ini adalah selain dari 8 (delapan) jenis bahaya pada 71
indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Penjabaran secara umum hasil analisis terkait dengan 7 (tujuh) Kegiatan
Penanggulangan Bencana dengan 71 indikator telah dijabarkan dalam bab sebelumnya.
Untuk melihat beberapa rckomendasi tindakan yang akan ditindaklanjuti dari kajian
risiko bencana ini perlu adanya analisis kondisi daerah yang mengacu kepada indikator
yang ada. Adapun rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 (tujuh)
Kegiatan Penanggulangan Bencana dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut.

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
1} Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyclenggaraan Penanggulangan Bencana.
Provinsi Banten perlu memperkuat upaya penyelenggaraan penanggulangan
bencana, terutama pada kabupaten/kota risiko tinggi. Penyelenggaraan
penanggulangan bencana terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan perencanaan tata ruang dan wilayah, secara sistematis dilaksanakan
olech pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mengurangi risiko
bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dapat tercapai
jika didukung dengan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang baik.
Ketersediaan sarana kebijakan dan kelembagaan yang kuat dapat menghasilkan
pengelolaan rencana penanggulangan bencana yang sistematis, terarah dan
efektif. Pemerintah daerah selaku penyelenggara rencana penanggulangan
b_encana di tingkat daerah diharapkan mampu melaksanakan upaya-upaya yang
sistematis dalam mencapai pengurangan risiko bencana. Sehingga, kebijakan
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

penanggulangan bencana yang dihasilkan oleh Pemerintah daerah dapat sejalan
dengan perencanaan pembangunan nasional.

Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD untuk memperkuat fungsi
komando, koordinator, dan pelaksana.

Penguatan aturan dan mekanisme Forum PRB dalam bentuk aturan teknis
tentang Forum PRB di provinei dan kabupaten/kota, semisal peraturan gubernur
dan/atau peraturan bupati/walikota.

Optimalisasi penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi
kebencanaan. Provinsi Banten perlu menyusun aturan dan mekanisme
penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk SOP. hal ini periu dilakukan
agar informasi kebencanaan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di
Provinsi Banten dengan memanfaatkan teknologi, media sosial, serta platform
PPID masing-masing OPD sebagai bentuk keterbukaan informasi publik untuk
kepentingan informasi kebencanaan;

Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana, Provinsi
Banten sebaiknya melakukan pembaharuan dokumen RPB sebagai acuan
program dan aksi muitipihak penanggulangan bencana pada periode 2022-2026.
Penguatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah berbasis kajian
risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana, melakukan pembaharuan
Perda RTRW yang telah terintegrasi dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana
2022-2026.

peningkatan kapabilitas dan tata kelola BPBD dalam menerapkan ketiga fungsi,
dengan meninglkatkan kapasitas personil, =arana dan prasarana, memperkuat
koordinasi dan komunikasi lintas sektor.

Optimalisasi pencapaian fungsi Forum PRB, memperkuat fungsi Forum PRB
kabupaten/kota.

Penguatan fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan
Risiko Bencana di Daerah untuk mendorong penerapan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan alokasi anggaran yang
proporsional bagi program-program pengelolaan risiko bencana secara holistik.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

i

Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan,
Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten sebaiknya dapat disahkan
menjadi peraturan daerah, agar dapat menjadi landasan hukum bagi
penyelenggaraan  penanggulangan bencana, baik KRB Provinsi dan
kabupaten/kota.

Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, melakukan
pemball'la.ruan dan pengesahan dokumen RPB dengan Peraturan Gubernur
sebagai acuan program dan aksi multipi

periode 2022.2026. pihak penanggulangan bencana pada

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

1.

Pcnerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah, menyediakan
mekamsfne agar informasi kejadian bencana dapat terintegrasi antar sektor dan
dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario
operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi.

Membangm} Pgrtisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana di Lingkungannya, agar masyarakat mampu mengimplementasikan
upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga untuk melaksanakan program
bersama secara terstruktur dan berkelanjutan, misalnya sistem peringatan dini

- 203 -



10.

11,

12.

dan rencana evakuasi yang dilaksanakan oleh OPD Banten, lembaga vertikal, dan
masyarakat.

Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektvitas Penanganan
Darurat Bencana, scbaiknya memperkuat Pusdalops PB dalam hal pendataan
untuk penyusunan rencana operasi penanganan darurat yang lebih efektif.
Pemanfaatan Sistem Pendalaan Dacrah yang Terintegrasi dengan Sistem
Pendataan Nasional. pengelolaan data harus lebih akurat, relevan dan terkini.
Meningkatkan Kapasitas Respons Personil PB sesuai dengan Sertifikasi
Penggunaan Peralatan PB, perlu meningkatkan Kkapasitas personil dengan
mengikutsertakan dalam sertifikasi keahlian profesi PB guna tercipta personil PB
yang mahir dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik di provinsi dan
kabupaten/kota.

Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan,
perlu meningkatkan Kapasitas Respons Personil satgas PB sesuai dengan
Sertifikasi profesi PB dengan drill/geladi secara berkala dan terus menerus
schingga kapasitas personil terus berkembang.

Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah, perlu
mengkaji logistik dan peralatan yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki
untuk kegiatan penanggulangan bencana. Pengkajian ini dibutuhkan untuk
membuat data inventaris logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang
terintegrasi oleh pemangku kepentingan lintas sektor (BPBD, Basarnas, Dinas
Sosial, TNI, PMI, dan instansi lain). Selanjutnya perlu dibuat SOP pengadaan
logistik dan peralatan agar pcnggunaan dan pengerahan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang berdaya guna dan berhasil guna. )
Pengadaan Peralatan dan Logisiikk Kebencanaan Daerah sesuei proyeksi
kebutuhan peralatan dan logistik.

Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah disertai SOP pepgelolaa.n
gudang sesuai rantai suplai logistik yaitu pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
distribusi, dan penghapusan. o
Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan 'Llstnk untuk
Penanganan Darurat Bencana, periu merumuskan strategi penyediaan cadangan
listrik dengan melakukan kerjasama dengan pihak BUMN,

Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana,
perlu menyusun aturan teknis pelaksanaan Pergub. No 27 Tahun 2018 Tentang
Tupoksi DKP.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

1.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk
Pengurangan Risiko Bencana, melakukan pembaharuan Perda RTRW yang telah
terintegrasi dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026.

Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah, agar
publik menjadikan tata ruang sebagai acuan misalnya tidak mendirikan
h‘1Ill:ur:ngulmnngn di bantaran sungai, tidak melakukan pengeringan di area hijau, dan
Peningkatan Kapasitas Dasar Sckolah dan Madrasah Aman Bencana dengan
menerapkan 3 (Tiga) Pilar Sekolah Aman Komprehensif di seluruh sekolah yang
berada pada kawasan risiko tinggi bencana.

Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana,
dengan menerapkan rumah sakit dan Puskesmas aman bencana berdasarkan
pada 4 modul safety hospital.

Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga, mengelola pengetahuan dan
pembelajaran pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana untuk mendorong
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replikasi secara mandiri desa-desa yang berada pada kawasan risiko tinggi
bencana.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur
Resapan dan Biopori. Provinsi Banten meningkatkan pregram pembangunan
pengendali banjir berupa sumur resapan dan biopori yang tercantum dalam
RTRW dan Peraturan Gubernur Pengelolaan Air, terutama dilakukan di dacrah
rawan bencana banjir. Pemerintah Provinsi Banten melakukan evaluasi efektivitas
program sumur resapan dan biopori pada pengurangan frekuensi kejadian banjir
dan kerugian ekonomi secara periodik. _ _

2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan
Daerah Tangkapan Air. Pemerintah Provinsi Banten memperkuat penerapan
perlindungan dacrah Tangkapan Air yang telah diatur dalam R’_I‘RW dan
Peraturan Gubernur tentang Lingkungan Hidup, terutama dilakukan di kawasan
Hulu Dacrah Aliran Sungai rawan bencana banjir. Pemerintah Provinsi Banten
melakukan evaluasi efektivitas perlindungan Daerah Tangkapan Air pada
pengurangan frekuensi kejadian banjir dan kerugian ekonomi secara pel"il?dlk. ‘

3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai.
Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan program restorasi sungai vang }elah
tercantum pada RPJMD dan Peraturan Gubernur tentang Lingl.c'ungan Hfdup,
terutama dilakukan Daerah Aliran Sungai rawan bencana banjir. Penllenntah
Provinsi Banten melakukan cvaluasi efektivitas restorasi sungai pada
pengurangan frekuensi kejadian banjir dan kerugian ekonomi secara p-enodlk.

4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor n:.elalq: Penguatan
Lereng, Provinsi Banten perlu menyusun kebijakan dan aturan terkait penguatan
lereng sesuai dengan indikator arahan aturan zonasi pengembangan mitigasi
bencana pada kawasan rawan gerakan tanah/longsor. .

5. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan
untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan. Provinsi Banten meningkatkan
program pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan yang telah tercantum pada
RPJMD dan Peraturan Gubernur tentang Lingkungan Hidup, seperti Pengelolaan
dan perlindungan Air permukaan (sungai, mata air, rawa-rawa, danau, lahan
basah, embung, irigasi) dan DTA; Melindungi dacrah tangkapan air (DTA) secara
luasan dan kualitas tutupan lahan DTA, revitalisasi embung untuk cadangan air,
kawasan hutan lindung kota/kab, Restorasi sungai; dan pemeliharaan kawasan
lindung seperti sempadan DAS/Sub DAS/danau/mata air/dilj. Pemeriniah
Provinsi Banten melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan air permukaan dan
perlindungan kawasan lindung pada pengurangan frekuensi kejadian kekeringan
dan kerugian ekonomi secara periodik.

6. Penguatan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan
Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir
Bandang. Meningkatkan kerjasama lintas batas dan lintas sektor untuk
pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk
pencegahan bencana banjir bandang,

7. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB. Perlu melakukan
pcmngkatan sistem perizinan bangunan tahan gempa dalam pemberian IMB yang
sesuai dengan aturan zonasi gempabumi dalam dokumen RTRW.

8. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko. Provinsi
Banten perlu menyusun kebijakan dan aturan mitigasi bencana gelombang
tsunami melalui pembangunan zona peredam gelombang tsunami, penerapan
zona pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 205 -



9. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman

kota di Daerah Berisiko Banjir. Provinsi Banten perlu meningkatkan program

Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota dan melakukan
evaluasi efektivitas program pada penurunan frekuensi dan kerugian banjir
A

10. Pengurangan Frekucnei dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalii konservasi

vegetatif DAS. Provinsi Banten perlu meningkatkan program konservasi vegetatif

di DAS dan melakukan evaluasi efektivitas program pada penurunan frekuensi
dan kerugian tanah longsor secara periodik.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

1.

Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan
Kontinjensi. Provinsi Banten perlu menyusun rencana kontinjensi gempabumi
yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontinjensi ini dapat
dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap
darurat bencana.
Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan
Kontinjensi. Provinsi Banten perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat
melalui drill/geladi/simulasi secara periodik puda kabupaten/kota rawan
bencana tsunami. Selanjutnya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok
kesiapsiagaan mandiri masyarakat yang melakukan geladi/simulasi mandiri dan
inisiatif mandiri lainnya, serta mendorong peningkatan program kesiapsiagaan
terhadap bencana tsunami yang dilakukan oleh OPD dan para pihak.
Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang informasi Perintah Evakuasi
Keiadian Bencana Tsunami. Provinsi Banten perlu meningkatkan pengembangan
sistem peringatan dini dan sarana prasarananya yang dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah
Kabupaten/Kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem)
berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektivitas dan
keberianjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana
Tsunami. Penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi masyarakat untuk
bgncana tsunami perlu terus didorong dan dikembangkan. Penguatan yang
dimaksud dapat berupa pelatihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat
terlatih dan dapat melakukan evakuasi secara mandiri;
:{'e;)ngt;;tan- Kesia;_aaigge;a:n menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan
ntinjensi. Provinsi ten perlu meningkatkan kesiapsi ma
melalui drill/geladi/simulasi secara penoii'kxz pada kagz:g:ca:/kutasym
::n.canf banjir. Seclanjutnya mecndorong terbentuknya kelompok-kelompok
1t g N i i s g e e
. n O, ai i
terhadap bencana_ tganiir yang dilakukan olghpa;’u!) dan par: mgh:cn e
Eee;ungkat;n Validitas “Kejadiap dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi
ejadian Bencana Banjir. Provinsi Banten perlu meningkatkan pengembangan
sistem peringatan dini dan sarana prasarananya yang dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah
Kabupgten/l{ota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem)
berbams_ masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektivitas dan
keberlanjutan sigtem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
Penguatan Kcmpamgaan qenghmm bencana Tanah Longsor melalui
Perencanaan Kontinjensi. Provinsi Banten perlu menyusun rencana kontinjensi
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10.

11.

12.

13.

14,

tanah longsor yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat
Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana
kontinjensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi
pada masa tanggap darurat bencana.
Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi
Kejadian DBencana Tanah Longsor. Provinsi Banten perlu meninglatian
pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarananya yang dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong
pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub
gistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektivitas dan
keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
Pengnatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
melalui Perencanaan Kontinjensi. Provinsi Banten perlu menyusun rencana
kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan yang disinkronkan dengan Prosedur
Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana Rencana kontinjensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi
rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Dacrah.
Provinsi Banten perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan
sarana prasarananya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Sistem
Peringatan Dini (scluruh subsistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk
mendorong efektivitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan
optimal.
Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui
Perencanaan Kontinjensi. Provinsi Banten perlu meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat melalui drill/geladi/simulasi secara periodik pada kabupaten/kota
rawan bencana erupsi gunungapi. Selanjutnya mendorong terbentuknya
kelompok-kelompok kesiapsiagaan mandiri masyarakat yang melakukan
geladi/simulasi mandiri dan inisiatif mandiri lainnya, scrta mendorong
peningkatan program kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi gunungapi yang
dilakukan oleh OPD dan para pihak,
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunungapi Daerah. Provinsi
Banten perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana
prasarananya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya,
sclanjutnya mendorong pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Sistem
Peringatan Dini (scluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk
g:pepdorong efektivitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan
Pengu.atan Kapositga dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat unruk Bencana
Erupsi Gunungapi. Penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi
masyarakat untuk bencana erupsi gunungapi perlu terus didorong dan
dikembangkan, Penguatan yang dimaksud dapat berupa pelatihan kepada
mk&t, schingga masyarakat terlatih dan dapat melakukan evakuasi secara
ll?mguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan
ontl.ansi. Provinsi Banten perlu menyusun rencana kontinjensi kekeringan
yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontinjensi ini dapat

dyalankan pada masa krisis dan menjadi rencana o i
vl i perasi pada masa tanggap
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15.

16.

17

18.

19.

20.

21,

22,

24,

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah. Provinsi Banten
perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana
prasarananya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya,
selanjutnya mendorong pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Sistem
Peringatan Dini {seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk
mendorong efektlivitas dan keberlanjutan sistem, schingge dapat berfungs! dengan
optimal.
Pl:nguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui
Perencanaan Kontinjensi. Provinsi Banten perlu menyusun rencana kontinjensi
banjir bandang yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat
Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana
kontinjensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi
pada masa tanggap darurat bencana. o
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah. Provinsi
Banten perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana
prasarananya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bal_mya,
selanjutnya mendorong pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Sistem
Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuap untuk
mendorong efektivitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan
timal.
ggnguamn Mekanisme Penctapan Status Darurat Bencana. Provinsi Banten perlu
menyusun aturan tertulis tentang penetapan status darurat bepcana, serta
meningkatkan kesiagaan personil dan masyarakat melalui drill/ geladi. _
Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana. Provinsi
Banten perlu menyusun aturan tertulis tentang Sistem Komando Tanggap
Darurat Bencana, serta meningkatkan kesiagaan personil dan masyarakat melalui
drill/geladi.
Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana. Provinsi
Banten perlu melakukan evaluasi efektivitas terhadap laporan kaji cepat untuk
penetapan status darurat bencana.
Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis. Provinsi
Banten perlu meningkatkan kapasitas personil dan memperkuat koordinasi lintas
seKtor.
Penguatan Kebijjakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana. Pemerintah
Banten perlu melakukan evaluasi dan validasi pembangunan fasilitas kritis guna
memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat.

- Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat

terjauh sesuai dengan mekanisme. Provinsi Banten perlu melakukan evaluasi

Ef:nktivims mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan pada masa darurat
Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana. Provinsi Banten

perlu menyusun mekanisme dan aturan tertuli :
Darurat Bencana. is tentang Penghentian Status

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

1.

Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana. Provinei
Banta} perlu menyusun penyusunan Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar
Pcmer*ntah Pasca Bencana, dan memfasilitasi kabupaten/Kota; Perencanaan
pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana tersebut diharapkan
dapat mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran

pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam itasi
v A proses rehabilitasi dan
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2.

Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana. Provinsi Banten
perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana
pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Mekanisme tersebut perlu
didukung dengan mekanisme dan/atau rencana tentang pelaksanaan pemulihan
infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh
pemangku Kkepentingan dan mcmpertimbangkan kebutuhan korban, dan
diharapkan telah mempertimbangkan prinsip- prinsip risiko bencana guna
menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan;

Perbaikan Kumah Penduduk Pasca Dencana. Melakukan penyusunan
Perencanaan perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana dan memperkuat
perencanaan di Kabupaten/Kota; Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca
hencana tereebut diharapkan mampu menghadirkan peran pemerintah,
komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di
Kabupaten/Kota;

Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada
Pengurangan Risiko Bencana baru. Penguatan dengan menyusun mckanisme
dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca
bencana  secara bersama dengan pemangku  kepentingan,  serta
mempertimbangkan kebutuhan korban.

4.2. REKOMENDASI SPESIFIK

4.2.1. BANJIR

Pencegahan dan mitigasi fisik maupun non-fisik terhadap banjir perlu dilakukan dengan
strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

i,

Penataan Ruang
Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:
a) I[dentifikasi wilayah rawan banjir
b) Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan
dengan kontrol penggunaan lahan.
c) Revitalisasi fungsi resapan tanah
d) Pembangunan sistem dan jalur cvakuasi yang dilengkapi sarana dan
prasarana.
Mitigasi Struktural
Mitigasi struktural dilakukan dengan:
a) Pcmbangurmn tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai serta tembok
laut sepanjang pantai yang rawan menjadi penyebab terjadinya banjir.
b) Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu untuk
;nenguran%io .terjadi;zla bahaya banjir. hal yang bisa dilakukan di antaranya
engan reboisasi mbangunan siste
oyl sy pe gu m peresapan serta pembangunan
¢) Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik sccara saluran terbuka
maupun tertutup (terowongan).
Penyuluhan/Kampanye Penyadartahuan Masyarakat
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8.

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respons terhadap kejadian
banjir

5. Rehabilitasi fungsi-fungsi hidrologis pada daerah aliran sungai.
6.
{1

Reboisasi kawasan lindung sungai dan wilayah tangkapan air.

Peningkatan koordinasi antar pemangku kepeatingan /stakeholder dalam
menghadapi bahaya banjir.

Membangun sistem peringatan dini bahaya banjir yang lebih mudah
dijangkau/diakses oleh masyarakat atau berbasis masyarakat

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana banjir adalah Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.

4.2.2. BANJIR BANDANG

Pencegahan dan mitigasi fisik maupun non-fisik terhadap banjir bandang periu
dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

1.

N o

Penataan Ruang

Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:

a) Identifikasi wilayah rawan banjir Bandang

b) Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan
dengan kontrol penggunaan lahan.

¢) Revitalisasi fungsi resapan tanah

d) Pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan
prasarana.

Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural dilakukan dengan:

a) Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai serta tembok
laut sepanjang pantai yang rawan menjadi penyebab terjadinya banjir.

b) Pengaturan keccpatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu untuk
mengurangi terjadinya bahaya banjir. hal yang bisa dilakukan di antaranya
dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan
bendungan/waduk.

c) Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka
maupun tertutup (terowongan).

Penyuluhan/Kampanye Penyadartahuan Masyarakat

i:nnﬁl:r:n kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respons terhadap kejadian
Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/stakehoider dalam
menghadapi bahaya banjir bandang.

Rehabilitasi fungsi-fungsi hidrologis pada daerah aliran sungai

Pemeliharaan wilayah aliran sungai, waduk, bendungan dan irigasi terutama pada
bagian hulu

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana banjir bandang adalah Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.
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4.2.3. CUACA EKSTRIM

Pilihan tindakan pencegahan/mitigasi cuaca ektream antara lain antara lain:

1

Penataan ruang, manajemen risiko gempabumi melalui penataan ruang dengan
melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempabumi, penempatan
bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari gempabumi,
pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempabumi,
pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi bangunan untuk
fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan cuaca
ekstrim,

Memhbangun sistem peringatan dini bahaya cuaca ekstrim yang lebih mudah
dijangkau/diakses oleh masyarakat

Rehabilitasi fungsi-fungsi hutan pada wilayah lindung dan konservasi
Peningkatan kapasitas masyarakat pada wilayah risiko tinggi bencana cuaca
ekstem

Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan / stakeholder dalam
menghadapi bahaya cuaca ekstrim.

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana cuaca ekstrim adalah Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.

4.2.4. GELOMBANG EKSTRIM DAN ARRASI

Pilihan tindakan pencegahan/mitigasi gclombang ekstrim dan abrasi antara lain antara

lain:

1

Menanam Pohon Bakau. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan yang akarnya
dapat menjulur ke dalam air pantai. Biasanya pohon bakau ditanam sejajar garis
pantai untuk sekaligus membatasi dacrah air dengan daerah pantai yang
berpasir. Akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut
yang mengarah ke pantai agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di
daerah pantai.

Memelihara Terumbu Karang. Pencegahan abrasi juga dapat dilakukan dengan
pemellbaraan erumbu Karang. Seperd kitn ketahul bahiwa teruimbu karaug
memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang. Dengan begitu, apabila ekosisiemn
terumbu karang diperbaiki maka dapat meminimalisir terjadinya abrasi.

Melarang Penambangan Pasir. Ini merupakan tugas dan tanggungjawab
pemerintah daerah dan pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan
pasir di daerah-daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan
abrasi dapat dilakukan bila persedian pasir di lautan masih memadai schingga
gelombang air tidak menyentuh garis pantai.

Regulasi Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2010
tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisirdan Pulau-pulau Kecil telah
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memberikan arahan dalam upaya upaya dalam mitigasi bencana Pasal 6
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 7). Pelaksanaan Mitigasi
dapat dilakukan dengan sistem struktur/fisik maupun non struktur/non fisik
(Pasal 14). Tanggung jawab mitigasi bencana diatur pada pasal 18.

5. Membangun sistem peringatan dini bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yang
lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat

6. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah
Kabupaten Pandeglang.

4.2.5. GEMPABUMI

Gempabumi merupakan bencana geologi yang tidak bisa dicegah, rekomendasi yang bisa
dilakukan terkait adanya bahaya bencana gempabumi antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko gempabumi melalui penataan ruang dengan
melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempabumi, penempatan
bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari gempabumi,
pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempabumi,
pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.

2. Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi tahan gempa, baik
bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area
rawan gempa.

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana gempabumi adalah Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebalk.

4.2.6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pilihan tindakan Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah scbagai
berikut:

1. Sistem peringatan dini
Berdasarkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mudah terbakarnya
vegetasi dan biomassa, tingkat penyebaran, kesulitan pengendalian, dampak
kaakamn dan faktor klimatologis serta kemajuan teknologi, maka dapat
dikembangkan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (Fire Danger Rating System)
scbagui sistem peringatan dini bahaya kebakaran

2. Partisipasi Masyarakat
Peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat lokal dalam pencegahan
kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dorongan
dan rangsangan, insentif, kesempatan, kemampuan, serta bimbingan. Upaya
peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui:
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- Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
dan penegakan hukum melalui dialog langsung dan/atau melalui media
penyuluhan (buku cerita, stiker, brosur, kalender, poster, dll);

- Pemberian insentif, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari
partisipasi aktif mereka dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.
Insentif dapat diberikan dalam bentuk pengembangan produk-produk
alternatif yang dapat dihasilkan masyarakat seperti hasil kerajinan rotan,
pembuatan briket arang dan kompos serta dalam pengembangan kegiatan-
kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan

- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan;

Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menycbabkan hal

fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Beberapa tips untuk mengurangi risiko

kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut : 1) Hindari membakar sampah di

lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang

akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan
kebakaran. 2) Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar

50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api

menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. 3) Tidak membuang puntung rokok

sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko
memicu terjadinya kebakaran. 4) Tidak membuat api unggun di area yang rawan
terjadi kebakaran.5) Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk
mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu.

Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya.6)

Hindari membakar di area Hutan Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan

ada baiknya untuk menghindari membakar rumput atau apapun yang dapat

berpotensi api menjadi besar. ada baiknya saat membakar, ditunggu hingga api
sampai padam. 7) informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi
terkait di wilayah terdekat (kehutanan, TNI/POLRI, dan BPBD)

. Memasyarakatkan teknik-teknik ramah lingkungan dalam pengendalian

kebakaran

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem

kemitraan dengan masyarakai, tenaga dan sarana prasarana pengendaiian

kebakaran hutan dan lahan;

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana kebakaran hutan dan lahan adalah

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.
4.2.7. KEKERINGAN

Upaya mitigasi kekeringan melalui penataan ruang dan pengelolaan penggunaan sumber
daya air antara lain:

Penataan Ruang

Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi wilayah rawan kekeringan dan daerah resapan air, yang kemudian
menetapkan perlindungan terhadap daerah resapan air.
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2.

b. Pengarahan pembangunan yang berpotensi mengurangi resapan air pada
daerah tangkapan air (resapan air) serta dengan mengontrol penggunaan
lahan.

c. Revitalisasi fungsi resapan tanah

d. Reboisasi di wilavah sekitar sumber mata air.

Pengelolaan sumber daya air

Pengelolaan sumber daya air meliputi:

a. Membuat perhitungan atau ketersediaan air dan Indeks kekeringan yang
memungkinkan untuk mendapatkan atau mendeteksi potensi kekeringan,
waktu kekeringan (awal, akhir, durasi kekeringan), dan predikei tingkat
keparahan kekeringan.

b. Pembangunan fasilitas yang dapat berfungsi sebagai tampungan yang dapat
menyimpan air seperti bendungan, embung dan waduk.

c. Penyusunan regulasi/peraturan tingkat kabupaten mengenai pengunaan
sumber daya air untuk masyarakat dan industri.

Penyuluhan dan koordinasi

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respons terhadap kejadian

kekeringan dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam

menghadapi bahaya kekeringan.

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana kekeringan adalah Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Serang.

4.2.8. TANAH LONGSOR

Pilihan tindakan Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah sebagai
berikut:

L.

4,

Penataan ruang dengan memperhatikan risiko bencana tanah longsor ,
melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko tanah longsor, penempatan
bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari likuefaksi,
pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko tanah longsor,
pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
Himbauan, pengaturan dan upaya penertiban kepada masyarakat :
a. Tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir, atau dekat tebing.
b. Membuat terasering atau sengkedan di lereng jika membuat pemukiman.
c. Tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat pemukiman.
Melakukan beberapa upaya bersama stakeholder yang terkait untuk .
a. Menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam, di wilayah
curam.
b. Tidak memotong tebing menjadi tegak, biarkan miring.
c. Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran
penampungan air tanah.
Membangun sistem informasi dini gerakan tanah berbasis masyarakat tempatan

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana tanah longsor adalah Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang.
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4.2.9. TSUNAMI

Gempabumi yang menyebabkan tsunami yang tidak bisa dicegah, rekomendasi yang bisa
dilakukan terkait adanyva bahaya tsunami antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan PRB melalui penyusunan perencanaan
penanggulangan bencana, peningkatan pemahaman dan pengetahuan, diseminasi
informasi secara cepat, penelitian, serta pendidikandan pelatihan
penanggulangan bencana secara berkala;

2. Peningkatan peran serta dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat melalui
kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi
kebencanaan, kerjasama pemerintah dan dunia usaha dalampemanfaatan
bangunan dan gedung sebagai tempat evakuasi, pelibatanmasyarakat dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan masterplan;

3. Penyediaan sistem peringatan dini melalui dukungan peralatan peringatan dini,
teknologi informasi dan kemunikasi, serta dukungan operasionalyang handal;
Penyediaan TES tsunami melalui dukungan pembangunan TES tsunami, jalur
evakuasi, serta sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai
Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam pengurangan risikv bencana
Pembangunan dan Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara
Pembuatan Peta Risiko dan Jalur Evakuasi Tsunami
Pemasangan Rambu-Rambu dan Informasi Tsunami

»

Ny

Wilayah yang terdampak risiko tinggi bencana tsunami adalah Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon.

4.2.10. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas
akan menambahkan penguatan scktor keschatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2021. Penguatan dilakukan dengan reformasi beberapa komponen yang sudah ada dalam
sistem keschatan di Indonesia. Reformasi ditekankan pada 8 area yaitu pendidikan dan
penempatan tenaga keschatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit
dan pe.layanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DPTK), kemandirian
farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi

pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdavaan masyarakat. '

Usaha pemberantasan penyakit endemik harus meliputi penanggulangan faktor
penyebab penyakit yang paling dasar. Oleh karena itu, butuh waktu yang cukup lama
dan cakupan yang luas untuk melakukannya. Pemerintah perlu melakukan berbagai
langkah pencegahan meluasnya penyakit endemik di Indonesia dengan melakukan
penyuluhan dan bahkan pemherian obat pencegah untuk penyakit tertentu. Pada kasus
penyakit filariasie misalnya, pemerintah melakukan program eliminasi filariasis dengan
memberikan obat pencegahan secara massal di berbagai daerah endemis filariasis.
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Upaya mengatasi penyakit endemik di Indonesia tidak bisa hanya terfokus pada
pengobatan saja. Kini, pemberantasan penyakit ini lebih ditekankan pada upaya
meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan pemberian edukasi terkait pencegahan
penyakit menular. Hal ini banyak dilakukan melalui berbagai program Ipenyuluhan
puskesmas dan pos pelayanan terpadu, schingga masyarakat bisa lebih waspada
terhadap berbagai penyebab penyakit endemik. Dukungan seluruh anggota mas?'arakat
tentu sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit endemik yang
terjadi.

Upaya pencegahan melalui perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat: .

1. Menjaga daya tahan tubuh - Dengan menjaga daya tahan tubuh sescorang tidak
mudah terserang penyakit, termasuk penyakit endemik yang ada dc.terah.
Peningkatan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan 'bcrgiz:i, istirahat
yang cukup, menjaga berat badan ideal, olahraga secara teratur, berhenti merokok,
mengelola stres dengan baik, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. .

2. Menjaga kebersihan lingkungan - Jaga kebersinan ingkungan dengan baik agar
terhindar dari kuman penyebab penyakit maupun hewan-hewan pembawa penya]!m.
Membersihkan setiap ruangan rumah secara rutin, terutama ruangan yang paling
sering dipakai. Selain itu juga pekarangan rumah. Jika ada wadal? vang dapat
menampung genangan air dan berpotensi menjadi sarang nyamuk, bersthkanlah agar
nyamuk tidak bertelur dan berkembang biak di sana. Hal ini juga penting dilakukan
untuk memutus daur hidup nyamuk pembawa penyakit.

3. Menghindari kontak dengan orang yang sakit. Sebisa mungkin hindari kontak dengan
orang sakit. Salah satu caranya adalah dengan tidak berbagi makanan atau
minuman dari wadah yang sama dengan orang yang sedang sakit.

WHO telah merekomendasikan kepada setiap negara dengan sebuah sistem peringatan

dini melalui surveilans. Sistcm surveilans merujuk kepada pengumpuian, analisis dan

interpretasi dari hasil data secara sistemik. Data tersebut akan digunakan sebagai
rencana penatalaksanaan dan evaluasi dalam praktek kesehatan masyarakat. Surveilans
memiliki fungsi utama berupa menyediakan informasi seperti pemantauan secara efektif
terhadap distribusi dan angka prevalensi, deteksi kejadian luar biasa, pemantauan
terhadap intervensi, dan memprediksi hahaya baru. Selain itu juga melakukan tindakan
dan intervensi. Hal ini dilakukan agar munculnya kejadian luar biaea yang bersifat

endemik, epidemik dan pandemik dapat dihindari dan mengurangi dampak merugikan
akibat wabah penyakit tersebut.

Tindak lanjut dari hasil surveilans ini adalah pembuatan perencanaan atau yang lebih
dikenal dengan pandemic preparedness. WHO merekomendasikan prinsip-prinsip
penatalaksanaan pandemic preparedness melalui: i) perencanaan dan koordinasi antara
sektor kesehatan, sektor non kesehatan, dan komunitas; ii) pemantanan dan penilaian
terhadap situasi dan kondisi secara berkelanjutan; iiij) mengurangi penyebaran wabah
penyakit baik dalam lingkup individu, komunitas maupun internasional; iv)
berkesinambungan dalam penyediaan upaya kesehatan melalui sistem kesehatan yang
dirancang khusus untuk kejadian pandemi; kemudian v) komunikasi dengan adanya
pertukaran informasi-informasi yang dinilai relevan.
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Rencana Kontinjensi wabah dan penyakit dimaksudkan untuk memberikan gambaran
teknis pada pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan peran, tugas
dan fungsinya, khususnya pada saat terjadinya kondisi darurat. Rencana kontinjensi
disusun disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta pengetahuan lokal
masyarakat ditempat rencana kontinjensi diperuntukkan. Diharapkan rencana
kontiniensi dapat dipergunakan sebagai panduan dalam upaya penanganan bencana
wabah dan epidemi penyakit yang terjadi dan untuk memperoleh lkinerja
penanggulangan bencana dan penanganan masyarakat terkena bencana secara optimal.

Pada saat pra bencana wabah dan epidemi penyakit, difokuskan pada kegiatan-kcgiataf:
surveilans dimana kegiatan surveilans diperuntukkan untuk mengumpulkan informasi-
informasi dan data-data pendukung akan terjadinya bencana wabah dan epidemi
penyakit campak, malaria, hepatitis, demam berdarah, dan difteri.

Pada saat bencana wabah dan epidemi penyakit merupakan saat dimana kejadian
sesungguhnya terjadi di masyarakat. Hasil telaah data dan surveilans epidemiolog,
khususnya surveilans penyakit yang telah dilakukan mampu untuk memberikan
gambaran besaran dan cakupan bencana saat benar-benar terjadi di masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi apabila kejadian wabah
bencana dan epidemi terjadi di masyarakat antara lain:

1. Integrasi multisektor. Perlunya dukungan dan kebersamaan dari setiap sektor dalam
mengatasi masalah terkait epidemi dan wabah penyakit campak, demam berdarah
(DBD), malaria, dan HIV/AIDS adalah amanat yang diberikan oleh Kepala Badan
Nagional Penanggulangan Rencana (BNPB) pusat. Dari berbagai elemen (multisektor)
seperti keterkaitan dinas milik pemerintah pusat, dinas milik pemerintah daerah/
kota, Non-Government Organization (NGO), maupun peran masyarakat.

2. Eksekusi Rencana Kontinjensi. Penerapan rencana kontinjensi pada intinya memiliki
tujuan untuk menyediakan/ memberikan pedoman yang merupakan arahan untuk
penanganan kedaruratan bagi satu wilayah/ daerah tertentu dalam menangani
bencana wabah dan epidemi yang terjadi.

Pasca terjadinya wabah dan epidemi penyakit merupakan kumpulan tindakan dan

langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk

menindaklanjuti hasil wabah dan ecpidemi yang telah terjadi di satu kelompok
masyarakat atau daerah tertentu. Beberapa langkah yang dapat diambil dan dilakukan
pasca bencana antara lain:

1. Pemetaan (mapping). Pemctaan (mapping) merupakan sebuah gambaran ilustrasi
yang 'mcnunjukkan scbaran dari apa yang hendak dilihat dan dikaji. Pemetaan yang
terkait dengan bencana wabah dan epidemi penyakit berarti pemetaan yang
menunjukkan gambaran serta status kondisi wabah dan epidemi yang terjadi di satu
wilayah atau area tertentu. Pemetaan umumnya berbentuk peta yang dilengkapi
deng.an legenda dan skala tertentu yang difungsikan untuk memberikan informasi
dctail maksud dan (ujuan peta tersebut didesain.

2. P.engembang;an pemberdayaan masyvarakat, Pemberdayaan masyarakat
diselenggarakan agar masyarakat berperan dalam masalah kesehatan. Tujuannya
adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat,
mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap
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pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan
pembangunan berwawasan keschatan.

Beberapa sinergi-sinergi yang diperlukan guna memperkuat aspek-aspek fa.hapan pra-

bencana, tahapan saat bencana, dan tahapan pasca-bencana yang dapat dikembangkan

kedepannya antara lain: . e

1. Penguatan sharing informasi dan data antara pemerintah pusat dengan pemerin
daerah. _ ' .

2 Penguatan keriasama antara kepala BPBD dengan kepala instansi kesehatan
tingkat daerah (Dinas Kesehatan Kab/kota, RS pemerintah, maupun beberapa

uskesmas). . ’

3 ghanng program maupun kegiatan antara kepala BPBD dengan kepala instansi
kesehatan di tingkat daerah (Dinas Kesehatan Kab/kota, RS pemerintah, ma.upun_
beberapa puskesmas) yang berhubungan dengan kejadian ‘waba.h dan epidemi
penyakit campak, malaria, demam berdarah, difteri, dan hepatitis. |

4. Melibatkan institusi pendidikan dalam upaya pemberdayaan mafsyar_akat. an
peningkatan kewaspadaan masyarakat akan bahaya dan dampak d:ax-‘l epidemi dan
wabah penyakit campak, malaria, demam berdarah, difteri, dan hepatitis. .

5. Melibatkan peran aktif lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, baik yang
berbentuk perorangan, kelompok, maupun komunitas masyarakat.

Potensi bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten tergolong dalam risiko
rendah.

4.2.11. KEGAGALAN TEKNOLOGI

Kasus bahaya kimia) industri - Dampak kecelakaan kimia atau indusiri pada iingkat iokai
dapat signifikan bagi masyarakat sekitar, dan juga dapat menyebabkan kontaminasi
yang memiliki dampak substansial dan jangka panjang terhadap lingkungan dan mata
pencaharian.

Pertimbangan utama dan kegiatan di Provinsi Banten untuk lebih memahami risike
kecclakaan kimia/industri termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi, memahami dan memprioritaskan bahaya dan risiko di tingkat
nasional dan daerah/lokal, menentukan badan/organisasi pemerintah yang
memiliki otoritas/tanggung jawan terkait dan sumber daya yang ada, dan di
mana kesenjangan masih ada. Dapat dilakukan dengan menetapkan Kriteria
untuk mengidentifikasi instalasi berbahaya yang dianggap Dberpotensi
menycbabkan kecelakaan, serta sistem untuk memperoleh informasi mengenai
kategori tertentu dari instalasi berbahaya tersebut;

2. Membangun tata kelola publik yang efektif untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan
respons kecelakaan kimia/industri; termasuk perencanaan penggunaan lahan,
strategi inspeksi, masalah lintas wilayah administrasi, keterlibatan dan
komunikasi dengan publik, dan tindak lanjut apabila kecelakaan terjadi;

3. Memastikan komunikasi yang memadai tentang risiko di antara para pemangku
kepentingan, termasuk manajemen perusahaan di fasilitas berbahaya, otoritas
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publik, akademisi, serikat pekerja, organisasi internasional pemerhati, LSM,
perwakilan masyarakat, dan media;

4. Pembagian data yang tepat waktu dan efektif antara otoritas terkait dan
pemangku kepentingan (yaitu, informasi tentang lokasi fasilitas berbahaya, area
pemukiman, infrastruktur penting termasuk utilitas, rute transportasi, fasilitas
medis, sekolah, dan lokasi lingkungan yang rentan);

5. Mempersiapkan dan menyediakan prosedur dan materi komunikasi untuk
pemangku kepentingan yang relevan seperti responder, otoritas kesehatan
masyarakat dan masyarakat tentang tindakan apa yang harus diambil jika terjadi
kecelakaan; dan

0. Unituk industri, mengembangkan budaya keselamatan operasional yang kuat di
fasilitas, yang merupakan inti dari operasi bisnis, dan memahami risiko yang
ditimbulkan oleh kegiatan organisasi yang berhubungan dengan zat berbahaya.

Kasus bahaya nuklir atau radiologis - Pihak berwenang yang tepat harus bertindak untuk
memastikan bahwa ada pengaturan untuk menyediakan informasi yang diperlukan bagi
publik dan masyarakat lokal yang terkena atau berpotensi terkena dampak darurat
nuklir atau radiologis untuk perlindungan mereka; untuk tindakan perlindungan
potensial, dan tindakan respons lainnya yang akan diambil; dan untuk memperingatkan
mereka segera dan untuk menginstruksikan mereka tentang tindakan apa pun yang
harus diambil.

Pertimbangan utama dan kegiatan di Provinsi Banten untuk lebih memahami risiko
bahaya nuklir atau radinlogi termasuk, namun tidak terbatas pada. hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi bahaya dan menilai konsekuensi potensial dari keadaan darurat.
Memberikan dasar untuk menetapkan pengaturan kesiapsiagaan dan respons
untuk keadaan darurat nuklir atan radiclegi, yang harus sepadan dengan bahaya
yang diidentifikasi dan potensi konsekuensi dari keadaan darurat

2. Memastikan bahwa penilaian bahaya dilakukan untuk memberikan dasar bagi
pendekatan bertahap dalam kesiapsiagaan dan respons untuk keadaan darurat
nuklir atau radiologi

3. Mengevaluasi dampak keadaan darurat terhadap populasi dan lingkungan,
dengan mempertimbangkan tidak hanya efek radiasi langsung, tetapi juga efek
kesehatan, sosial dan psikologis non-radiasi yang terkait dengan paparan dan
kerentanan manusia

4. Menyiapkan informasi tentang lokasi tempat penyimpanan atau penggunaan zat
radioaktif berbahaya dan fasilitas nuklir di daerah tersebut, dan membuat
informasi ini tersedia untuk umum jika memungkinkan

5. Menggunakan analisis risiko (perkiraan) berbasis bukti dan komunikasi risiko
untuk memastikan adanya manajemen risiko radiasi yang komprehensif efektif
dan kredibel

6. Membiasakan pihak berwenang terkait dengan Skala Peristiwa Nuklir dan
Radiologi Internasional sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepada puhlik
tingkat keparahan peristiwa nuklir dan radiologi ~ dan menerapkan skala ini jika
terjadi kedaruratan nuklir atau radiologi

7. Memasukkan faktor masyarakat dan persepsi risiko ke dalam materi komunikasi:
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8. Meningkatkan kesadaran akan potensi efek lintas wilayah administrasi dari
bahaya radiologi dan mengintegrasikan informasi ini ke dalam perencanaan
darurat.

Kasus bahaya transportasi - Pengangkutan barang berbahaya diatur untuk mencegah
terjadinya kecelakaan terhadap orang. harta benda atau lingkungan, alat angkut yang
digunakan atau terhadap barang lain. Peraturan transportasi dibingkai agar tidak
menghalangi pergerakan barang, selain yang terlalu berbahaya untuk diterima.
Transportasi  khusus dengan maksud transportasi yang menghilangkan atau
menguranginya risiko sebisa mungkin. Dengan demikian mengelola masalah keamanan
serta dan juga memfasilitasi sasaran transportasi.

Pertimbangan utama dan kegiatan di Provinsi Banten untuk lebih memahami risiko
kecelakaan transportasi termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Menggunakan containment systems yang berkualitas baik. disesuaikan dengan
bahaya yang ditimbulkan oleh barang yang akan diangkut dan kompatibel
dengannya, memenuhi persyaratan konstruksi dan uji kinerja atau uji lain yang
digariskan dalam the UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods;

2. Memahami persyaratan keselamatan yang diperlukan untuk berbagai jenis
barang yang dibawa (misalnya kendaraan tangki, ruang muat kapal, kapal tanker
navigasi laut atau darat);

3. Membangun praktik operasional yang baik;

4. Memastikan bahwa hanya barang-barang berbahaya yang diklasifikasikan,
dikemas, ditandai, diberi label, ditempelkan, dijelaskan dan disertifikasi dengan
benar pada dokumen pengangkutan, sesuai dengan peraturan pengangkutan
barang berbahaya yang berlaku yang dapat diterima untuk pengangkutan;

5. Menyiapkan sistem komunikasi bahaya yang memadai (pelabelan, penandaan,
plakat, dokumentasi) yang memberikan informasi yang tepat kepada semua yang
terlibat terutama untuk: a) pekerja transportasi yang terlibat dalam penanganan
barang berbahaya; b) responder darurat yang harus mengambil tindakan segera
jika terjadi insiden atau kecelakaan;

6. Mengembangkan dan menerapkan kontrol dan penegakan yang efektif oleh
otoritas yung berwenang: a) memastikan bahwa langkah-langkah kcamanan yang
tepat untuk barang-barang berbahaya dalam pengangkutan oleh semua moda
dipertimbangkan dan bahwa ambang batas keamanan transportasi yang berlaku

untuk barang-barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi dipatuhi; b)
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan untuk Transportasi Aman
Bahan Radioaktif dari IAEA.

Bahaya Polusi Laut - Jika terjadi tumpahan, diperlukan respons yang tepat waktu dan
efektif yang ditujukan untuk mengatasi dampek langsung dan mengurangi konsekuensi
terhadap lingkungan. Elemen kunci dalam kemampuan untuk secara efektif menanggapi
insiden pencemaran laut adalah adanya rencana kontinjensi yang dilakukan dan diuji
yang menghubungkan risiko tumpahan, dengan kemampuan untuk merespons, dengan
mempertimbangkan ancaman terhadap lingkungan. Rencana tersebut harus
dikembangkan berdasarkan skenario risiko yang teridentifikasi dan disesuaikan dengan
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strategi dan kemampuan respons yang tepat, dengan prosedur yang ditetapkan untuk
memobilisasi bantuan eksternal melalui pendekatan kesiapsiagaan dan respons
berjenjang.

Pertimbangan utama dan kegiatan di Provinsi Banten yang harus diperhatikan termasuk,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Menggunakan data real-time, pemetaan bahaya, pemodelan, peta sensitivitas dan
sistem informasi dan komunikasi lainnya serta inovasi teknologi untuk
membangun pengetahuan tentang insiden pencemaran laut.

2. Mengembangkan sistem nasional untuk merespons insiden polusi dengan cepat
dan efektif, melalui pembuatan rencana kontinjensi nasional, penunjukan otoritas
nasional yang bertanggung jawab atas kesiapsiagaan dan respons yang akan
bertindak sebagai titik kontak operasional dan akan memiliki wewenang untuk
meminta atau memberikan bantuan kepada negara pihak lainnya.

3. Pengembangan rencana tanggap darurat pencemaran laut untuk semua sumber
pencemaran potensial, dikoordinasikan dengan sistem tanggap nasional.

4. Menetapkan prosedur pelaporan pencemaran laut serta komitmen untuk
menginformasikan semua negara yang kepentingannya mungkin terpengaruh oleh
peristiwa pencemaran.

5. Menetapkan, secara individu atau melalui kerjasama bilateral atau multilateral,
tingkat minimum peralatan respons yang ditempatkan sebelumnya yang sepadan
dengan risiko yang teridentifikasi, program latihan dan pelatihan, mekanisme
untuk respons insiden, dan rencana terperinci dan kemampuan komunikasi
untuk respons insiden.

6. Pengurangan risiko di tingkat internasional dicapai melalui penguatan kebijakan
pelayaran dari konvensi The International Maritime Organization (IMQY}
berdasarkan pengalaman prakiis dan pembelajaran  yang kemudian
diterjemahkan oleh Negara ke dalam undang-undang dan program nasional
{misalnya doble hulls).

Memperkuat Tata Kelola untuk Risiko Bencana - Menangani semua tahap manajemen
risiko bencana, mulai dari pencegahan hingga mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons
hingga pemulihan, Karena semua tingkat pemerintahan dan sektor masyarakat terlibat,
pendekatan harue dirancang untuk mengarusutamakan PRB melalui kerangka hukum
dan kebijakan, dan strategi dan rencana PRB disusun dan diterapkan untuk bahaya
buatan manusia.

Pertimbangan utama dan kegiatan di Provinsi Banten untuk memperkuat tata kelola
termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

I. Mengarusutamakan PRB di dalam dan di semua sektor yang berhubungan
dengan bahaya buatan manusia, melalui kerangka hukum, kebijakan, peraturan,
persyaratan pelaporan, dan insentif kepatuhan yang relevan, dengan
menggunakan pedoman yang telah ditetapkan seperti the G20/ OECD Principles of
Corporate Governance scbagai dokumen panduan untuk implementasi yang
sukses ;

2. Memastikan bahwa sektor-scktor yang terlibat dalam manajemen risiko buatan
terlibat dalam koordinasi dan struktur organisasi PRB yang tepat, termasuk
forum dan platform di tingkat daerah dan nasional;




3. Memastikan bahwa tanggung jawab bersama dari semua pemangku kepentingan
untuk PRB, pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, pemulihan
dan rehabilitasi mengenai bahaya buatan manusia diakui dan dipenuhi;

4. Memastikan bahwa sektor-sektor yang terlibat dalam manajemen risiko buatan
manusia mengadopsi dan menerapkan strategi dan rencana PRB nasional dan
lokal, termasuk target, indikator dan kerangka waktu, dan mekanisme tindak
lanjut untuk menilai kemajuan; dan

5. Menetapkan peran dan tugas yang jelas kepada otoritas nasional dan daerah yang
relevan, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mengoperasionalkan strategi/rencana, sambil memperkuat peran otoritas
nasionai yang sesuai sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab atas PRD;

6. Mengarusutamakan dan memajukan pencegahan bahaya buatan manusia harus
menjadi elemen utama bagi semua aktor yang memiliki kepentingan dalam risiko
bahaya buatan manusia, yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif
tentang risiko bahaya buatan manusia serta integrasinya dalam kerangka kerja
pengurangan risiko bencana yang ada.

Potensi bencana kegagalan teknologi penyakit di Provinsi Banten tergolong dalam risiko
sedang.

4.2.12. COVID-10

Belajar dari kejadian penyebaran COVID-19, yang begitu cepat dengan risiko kematian
yang tinggi, menunjukkan betapa masih banyak aspek ketahanan kesehatan yang perlu
diperbaiki. Berbagai evaluasi dan pembelajaran yang dilakukan oleh berbagai pihak,
tidak hanya dari pemerintah bahkan non pemerintah, memberikan rekomendasi bahwa
banyak hal yang perlu ditingkatkan, yoitu:1] kapasitas kecamanan keschatan; 2)
kapasitas pelayanan kesehatan; 3) upaya promotif dan preventif; dan 4) manajemen
respons dalam penanganan pandemi.

Sebagai bagian dari manajemen risiko pandemi dan peningkatan kapasitas I[HR,
peningkatan kapasitas negara terkait keamanan kesehatan guna mengurangi ancaman
krisie keachatan karcna pandemi perlu wenjadi perhatian. Fokus kegiatan utama adalah
perbaikan kesiapsiagaan (preparedness), khususnya sistem surveilans terintegrasi,
manajemen data dengan SDM yang kompeten, termasuk pengembangan SDM untuk

laborator?um rujukan yang didukung dengan penguatan pemerintah daerah dalam
pengambilan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah rencana kontingensi vang

komprehensif dan terintegrasi sebagai panduan kesiapsiagaan dan respons nasional
menghadapi pandemi ke depan.

Kegiatan yang bisa dilakukan untuk pencegahan Wabah COVID-19, antara lain:

1. Pelatihan komunikasi publik tentang risiko pandemi termasuk regulasi dan
pembentukan pusat informasi yang didukung pemerintah dan swasta, scrta
melibatkan peran masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dari tingkat
nasional hingga tingkat RT/RW atau desa.
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. Penguatan kapasitas dalam komunikasi risiko bagi para pejabat pemerintah dan

tenaga kesehatan dalam penyampaian informasi secara tegas, akurat, dan konsisten.

. Penguatan peran media massa (digital dan konvensional) dalam penyebaran informasi
akurat di masyarakat, dan peningkatan kemampuan membuat counter informasi

terhadap infodemik (hoax).

. Menjamin akses publik secara maksimal atas informasi komprehensif dan terpercaya
bersumber dari pemerintah dengan pemanfaatan teknologi pemberitaan (digital dan

konvensional).

. Penguatan koordinasi krisis yang melibatkan berbagai modal sosial mulai dari level

mikro seperti di tingkat RT/RW, hingga masyarakat luas dengan penguatan fokus ke

penanganan pandemi secara simulian {tanpea egosentris)

kementerian/lembaga/badan pemerintahan terkait.

Peningkatan kapasitas vaksinasi COVID-19 dengan penerbitan kebijakan imunisasi

yang memastikan semua kclompok umur memiliki akses penuh ke berbagai jenis

vaksin agar mempercepat tercapainya herd immunity dan dipadukan dengan

intervensi kesehatan lainnya, serta penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana

vaksinasi yang memadai.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk Monitoring Wabah (Deteksi) antara lain:
Penguatan sistem surveilans yang terintegrasi, melaporkan hasil tes lab yang
interoperable dan real-time, terkoordinasi antardaerah dan antar pusat daerah, secara
lintas sektor serta bersifat mandatory.

Peningkatan kapasitas laboratorium, baik kuantitas (SDM) maupun kualitas,
kecukupan logistik, dan sarana prasarana yang memadai, serta pengembangan
mekanisme pengawasannya.

Penguatan sistem pencatatan testing, tracing, treatment (3T) untuk memutus rantai
penyebaran COVID-19 dengan cepat dan manajemen data dalam sistem informasi
yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Kegiatan-kegiatan penanganan Kedaruratan Wabah atau Pandemi, antara lain:
Koordinasi lintas sektor dan komunikasi risiko diperkuat dan dilakukan oleh
berbagai pihak karena merupakan modal utama manajemen respons yang efektif.
Pelatthan SDM dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukup: tanpa
mendiskriminasi fasilitas kesehatan swasta di tingkat primer (termasuk pelatihan
pencatatan dan pelaporan kasus).

Pengembangan ecarly warning system scbagai alat bantu pecngambilan keputusan
pengadaan dan pendisiribusian kKearmasian termasuk vaksin dan alat kesehatan
sccara cepat, namun tetap akuntabel, dan diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan
pemerintah dan swasta.

Membangun jejaring penghubung produsen, donatur, dan pengguna (masyarakat),
serta mendorong filantropi lokal untuk membantu penyediaan suplai medis dan alat
keschatan.

Memastikan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk dalam pengelolaan limbah medis,
penyediaan alokasi dana dan pelatihan bagi pengelola limbah medis.
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6. Memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dengan penerapan
protokol kesehatan, merencanakan monitoring 3T dan sistem rujukan yang efektif,
oleh fasilitas kesehatan publik dan swasta.

Dalam perencanaan kedaruratan, skenario kedaruratan menggunakan parameter
epidemiologi COVID-19 sebagai berikut:

1. Dinamika transmisi: pada tahap awal epidemi, periode inkubasi rata-rata adalah 5,2
hari; waktu penggandaan epidemi adalah 7,4 hari, yaitu, jumlah orang yang terinfeksi
berlipat ganda setiap 7,4 hari; interval kontinu rata-rata (waktu interval rata-rata
penularan dari satu orang ke vrang lain) adalah 7,5 hari; indcks rcgencrasi dasar (RO)
diperkirakan 2.2-3.8, yang berarti buhwa setiap pasien menginfeksi rata- rata 2,2-3,8
orang. Interval rata-rata utama: untuk kasus ringan, interval rata-rata dari onset ke
kunjungan rumah sakit awal adalah 5,8 hari, dan dari onset ke rawat inap 12,5 hari,
untuk kasus yang parah, interval rata-rata dari onset ke rawat inap adalah 7 hari
dan dari onset hingga diagnosis 8 hari; untuk kasus kematian, interval rata-rata dari
onset ke diagnosis secara signifkan lebih lama (9 hari), dan dari unset hingga
kematian adalah 9,5 hari.

Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada Covid-19 yaitu: a)
Wilayah yang belum ada kasus (No Cases), b) Wilayah dengan satu atau lebih kasus,
baik kasus impor maupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk klaster
(Sporadic Cases), c) Wilayah yang memihki kasus Kklaster dalam waktu, iokasi
geografis, maupun paparan umum (Clusters of Cases), d) Wilayah yang memiliki
transmisi komunitas (Community Transmission). Setiap provinsi dan kabupaten/kota
harus dapat memetakan skenario transmisi di wilayahnya. Suatu wilayah dapat
memiliki lebih dari 1 skenario transmisi pada wilayah yang lebih kecil. Inti utama
dalam skenaric penanggulangan adalah scbanyak mungkin kasus berada pada
klasternya dan berhasil dilakukan penanggulangan (minimal 80%), setelah dilakukan
penanggulangan terjadi penurunan jumlah kasus minimal 50% dari puncak tertinggi
selama minimal 2 minggu dan terus turun 3 minggu selanjutnya.

2. Ptaramcter Surveilans Kesechatan Masyarakat, meliputi: Jumlah pemeriksaan sampe!
diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir, Positivity rate rendah (target <5%
san::pel positif dari seluruh orang yang diperiksa)

3. :;_3:,}::;? ::r]:i?‘n;nmi::ehatan, meﬁpuﬁ: Jumlah ‘tempat. lfidur di ruang isolasi RS

pung s.d >20% jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat

di RS; Jumlah tempat tidur di RS Ruj
jukan mampu me o) i
probable/suspect yang dirawat di RS, p nampung s.d >20% jumiah

Potensi bencana Covid-19 di Provinsi Banten tergolong dalam risiko rendah.
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4.2.13. LIKUEFAKSI

Upaya mitigasi dilaksanakan antara lain melalui:

1. Penataan ruang, manajemen risiko likuefaksi melalui penataan ruang dengan
melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko likuefaksi, penempatan bangunan
perumahan dan fasilitae umum yang vital yang aman dari likuefaksi. pengarahan
struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko likuefaksi, pembangunan
sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.

2. Pendidikan bahaya likuefaksi seperti penyuluhan kepada masyarakat terkait
pengenaian dan upaya dalum menghadapi likuefaksi, peningkatan kesiapan seluruh
pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana
menghindari lokasi rawan likuefaksi (rencana tata guna lahan)

3. Rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi membuat pondasi hingga ke lapisan
batuan keras

4. Meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras (soil

compaction).

Potensi bencana likucfakei di Provinei Banten tergolong dalam risiko sedang.
4.2.14. LETUSAN GUNUNGAPI

Dari dua potensi Letusan Gunungapi yang ada di Provinsi Banten hanya Letusan
Gunungapi Pulosari yang tergolong dalam risiko tinggi. Rekomendasi mitigasi Letusan
Gunungapi Pulosari dan Letusan Gunungapi Karang yang bisa dilakukan antara lain:

1. Penguatan pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana

2. Penyusunan kesepakatan pengelolaan kawasan gunungapi lintas kabupaten

3. Penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik
untuk pariwisata maupun budidaya yang lain, Pada zona bahaya tidak diarahkan
untuk pemukiman.

4. Pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui
tanda tanda alam terjadinya letusan,

S. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah yang dekat dengan lereng-lereng
gunungapi yang digunakan untuk aktivitas penting, penghindaran terhadap

kemungkinan kanal aliran lava. pengembangan bangunan yang tahan api dan
rekayasa bangunan untuk menahan beban tambahan endapan abu.

6. N!?mbangun. sistem peringatan dini bahaya letusan gunungapi yang lebih mudah
dijangkau/diakses oleh masyarakat

£ Pfanguatan' praktjk’pengnlolann risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) dan
sistem peringatan dini berbasis komunitas (SPDBK)
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BAB V
PENUTUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan dasar dokumen perencanaan di bidang
kebencanaan dan lingkungan termasuk Lagi dokumen RPJM (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah) yang memasukan indikator pengurangan risiko bencana di tingkat
kabupaten /kota. Kajian Risiko Bencana menjadi dasar agar para pemangku kepentingan
memahami tentang bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah masing — masing.
Pemahaman tentang risiko ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan
dimana dokumen kajian risiko merupakan dokumen dasar yang menentukan bagi
tersusunnya dokumen dokumen perencanaan penanggulangan bencana lainnya sepertt
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah untuk
Penanggulangan Bencana (RAD-PRB), Rencana Mitigasi Bencana, Rencana
Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan rencana penanggulangan bencana lain.
Selain itu Kajian Risiko Bencana juga menjadi dasar dalam penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau perencanaan tata ruang (Rencana Tata Ruang
Wilayah/ RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan sebagainya) — untuk memastikan
adanya perencanaan tata ruang berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana.

Pentingnya penyusunan Dokumen KRB harus disadari oleh berbagai pihak baik
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga Pemerintah), serta
pemangku kepentingan perencanaan wilayah di daerah. Kebijakan-kebijakan
pembangunan yang timbul harus memperhatikan risiko yang akan timbul dan
konsekuensi sebab-akibat baik di masa saat ini dan utamanya di masa yang akan datang,
Potensi risiko bencana yang timbul harus segera dilakukan mitigasi mulai dari hulu
melalui dokumen perencanaan pemerintah yang memperhatikan seluruh aspek
pembangunan, lingkungan hidup dan kebencanaan secara khusus.

Salinan sesuai dengan aslinya Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

HADI PRAWOTOQO, S.H, AL MUKTABAR
Pembina Tk. I
NIP, 19670619 199403 1 002
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